PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
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Alamat : A1 Baotw Botanggei Mo, 933 MNANGA BULIK sode ros: 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SBATU PINTU

Nomor : 503.6/ & - | /VI1/DPMPTEP-2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a.

Mengingat :

KABUPATEN LAMANDAU

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelavanan
Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan  kewajiban berbagai pihak vang terkait  dengan
penyelenggaraan pelavanan, setiap penvelenggaraan pelavanan
publik wajib menetapkan standar pelavanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penvelenggaraan pelayvanan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelavanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamandau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten  Katingan, Kabupaten Seruvan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur ' Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomeor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomoer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
657 3);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan TLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);



Menetapkan:
KESATLU

KEDUA

10.

11.

12,

13.

14,

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038}

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antaras Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6757 I;
Peraturan  Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaranan 'erizinan Derusaha Berbasis Risiko (lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O17);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun  202] lentang
Penvelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah {l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 202! Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar Ho 18);

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 138 tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan  Pelayvanan  Terpandu  Satu  Pintu Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik I[ndonesin Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Peraturan  Menieri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman
Standar Pelavanan:

Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Iaerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor
145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
192y,

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang
Pendelepasian Kewernangan Penvelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Non Berusaha Kkepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamandau.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Pena naman Modal dan
Pelayanan Terpadu  Satu  Pinty  Ka bupaten Lamandau
scbagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

Standar  pelavanan  pada Dinas  Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau meliputi :

l. Persvaratan  Dasar Perizinan  Berusaha - Konfirmasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaalan Ruang (KKKPR)
2. Persvaratan Dasar Perizinan Herusaha - Persetujuan

Kesesuaian Kepiatan Pemantaatan Ruang (PKKPR];
3. Persvaratan Dasar Perizinan Berusaha -Surat Pernvataan
hesanggupan Pengelolaan Lingkungan Ilidup (SPPL);

4. Persvaratan  Dasar  Perizinan  Herusaha Persetujuan
Bangunan Gedung  Rumah Hunian Tidak Sederhana;
9. Persvaratan Dasar Perizinan [erusaha . Persetujuan

Bangunan Gedung - Rumah funian Sederhana;




KETIGA

KEEMPAT

6. Persvaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan
Bangunan Cedung — untuk Usaha;

7. Persvaralan  Dasar Perizinan  Berusaha -  Persetujuan
Rangunan Gedung - unituk Menara Telekomunikasi;

8. Persvaratan Dasar Penzinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi U'ntuk Bangunan Gedung Bara (Rumah Tinggal dan
Rumah Tinggal Deret 1 atau 2 Lantail vang Pengawasannya
dilakukan oleh Pemilik Py

9, Persvaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru {Rumah Tinggal dan
Rumah Tinggal Deret | atau 2 Lantall vang Pengawasannya
Menggunakan Penvedia Jasa;

10, Persvaratan  Dasar Peniziman  Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Uniuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan
Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannva Dilakukan
Oleh Sato Penyedia Jasea;

i1, Persvaratan Nasar Perizinan Berusaha  Sertifikat  Laik
Fungsi Untuk Bangunan CGedung Barmy Tidak Sederhana dan
Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannva Dilakukan
(Meh Letnh dar Sats Penvedia Jasa;

12. Persvaratan Dasar Perizinan Berusaha  Sertifikat  Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung vang sudah ada (Existing)
berupa Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret
vang Pengkajian Teknisnva tidak Menggunakan Penvedia
Jasa dan Memiliki TMB;

13. Perizinan Herusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;

14, Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi;

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;

16. Perizinan Berusaha Derbasls Risiko Tingpi;

17. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegintan Usaha;

18. Perizinan Non Herusaha Jdengan Pajak/ Retribusi;

19, Perizinan Non Berusaha Tanpas Retribusi

20. Pelavanan Non Perizinan

Standar pelavanan sebagaimana  terlampir dalam  Lampiran
Keputusan ini wiiih dilaksanakan oleh
penvelenggara/ pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelavanan  oleh  pimpinan  penyclenggara,  aparat
pengawasan, dan masvarakat dalam penvelengaraan pelayanan
publik;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinva
apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

DNitetapkan di Lamandau
Juli 2022

NI 19850801 201001 1 016
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[anms Hukutm

Fabupaten Semay mi,

[Z tentang Femlentukan Kabupmien Estingan, alang. P

I 'ndang L ndang Somor 5 Takun S : :
Kabuparen Swkamara Kabupateo Lammandan i.nhupn[en. '.“.‘_-unung Mas. Kabuparen
Kabypaten Muesing Fasa babupates Hanto Tiroor 3 Provmss kahmanrar: Tengabh,

Undang-Lndeng Nemor 25 Taliun 2007 rem;.'.'; Penanaman Meodnl |Lembaran hfngnrn Rapulilik
: Tambahan Lessbaran Negars Fepublik Indonesin Momaor AT24)

Indottesia Tabun 2007 Nomor &7 ' ;
-:bagm'mann 1elnh diubah dengan | ndang - Visdasg Yemer 17 Tabun 2020 {Lennbarme hng-.ﬂi Fanubch
Indonesia Tahun 2020 Samer 245, Tambahan Leslaran Negara Repubik indonesa Somnt G353

Undang. Lindurg Momaor 26 Tabiun 2007 tentang Fenpinan Ruanyg [Lembaran Negata R:puh]lh Indc.tnalll
Tahun 2007 Nomer GE, Tambalisn Lembaran Bepobiik [ndonesis Hegars Mamor 47275 schagaimann
telah dighah dergan Undang 1ndarg Yemor |1 Tahun 2020 fembaran Hegars ¥rpuhlk Indomesis
Tabun 2020 Yomm 255, Tambintan Lembaran Segara Fepablk dndanesin Nomer B5T30

Uidang Thudang Komar 11 Tabue 200R tentzusg lulitmast dan Tranmakai Elekiromb [Lembaran Negars
Republik Indonema Tahun 2008 Sumor 5B, Tambmahan Lembaran SNegara Kepullhb [odonesia Nomor
4843| sebagmmata 1elah diubah dengan Undang U'ndang Homor 19 Tabun 2016 |Lembaran Negarn
Repubhk lodenema Tahon 2254 Swner 231 Tanbahan Lembaras Sorpasa Repuklk lndermsia Semor

5952,

Undang-Lindmnyg Momor 14 Talwn 2008 '|E1I[.HI:IH. Erierbukaan [nfimasi Publik [Lembaran Negara
Fepublk hdonema Tahon 200H Nomor &1, Tamiaban Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomo
AHALL

-L'ndang Lir'.d-r-.u. Wetner 25 Tahun S00% TentArg felas apan FUDik embaran Yegara Fepublk [ndonesis
Tahwn 2O Nownor 112, Tambaban embaran Segarn Fepubbk Indooesia Somor 5048

ndang: Undmm. Nomor Q8 Tabe 200G tentang Fapuh Daeral dwy Brinhosi Doeerall (Lombaran Negars
Republik Indunesia Tabun 20085 Momop 130, Tambialian Lembarsn Kegara Republih mdonesia Namor
MG pebaguimana reiah dwball deagan Undacg Undapg Womar i Tahun 2020 |Lembaran Negara
Fepubltk indosema Tahun 2020 Somor 243 Taeihaharn Lembarsr Segara #epubbk ‘ndonesia Nomar
G573

Undang-Undaoy Nomor 32 Tahun 2009 tentang Petlindongas dan Pengelolaan Linghuogan Hidup
(Lembaran “eyara Hepubbk lodunesia Tabun 2000 Nomer 140, Tambatuan Ler baras Megara Republik
Indoneaia Nomer 5059 pehagamana telah diokah dersgan Lndang L ndang Somes 11 Tahun 2020
ILembaran Mrpara Fepoblbe Indonesia Tahun 2000 Yemar 345 Tambaqan Lembaran Segara Repubik
lndenesia Motar £373),

Undang-Undnog  Nomar 12 Futrim 2011 rentang Pembentukan  Peraturan Frerandag-undangar:
tlembaran Negara Repubbik lodetena Tabun 2001 Somor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nominr 5134) sebagamana telah dubah decgan Undang L ndang Somer 15 Tahun 20149

ILembaran Negara Fepublh Judanesis Tahun 2009 Nemar 183, Tambehan Lembaran Segara Fapubbk
Indorieaia Sarnor 4 398

Undarg-Undang Nomor 23 Tahbun 2014 terdang Pemermiahon [aerah {Lembaran Fegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomm 34 Tambalen Lembaran Newars Hepublik Indooess Nomor S587)
sebagarmana relah disbah bakerapa kah terakho drogan bndang Undang Nomes 1 F Tahun 2020

|Lembaran Segars Fepublk Dnlonssa Tahun 2020 Yatrnor 245, Tambasan Lembaran Segara Republk
Indoresia Norhor 43730

Undang-Undweg Mones 11 Tabags 2020 oty Cipla Bema [Lemslermn Negara Fapublik lodonesis
Tahun 2020 Karper 245, Tambalipna Lemharan Negara Fepubbk Indonena Somor 6573,

Peraturac Pemetnial, Somar 90 Takur Jol2 rurang Prlaksanann L ndang-Undang Somer 25 Tahun
2009 tentany Pelacacar: Mehbe o |Leribaran Negara Fepubhk leclonesia Tahun 2002 Semor 215,
Tamhahan Lermbaran Segara Fepahhk ndeinesia 51077

Peraturan Parenntal Norsar 82 Talun 2012 1entang Pens eletggarane Satem dan Tresnie: Elelitrork

[Leinbaran Srgnia Fepubhh itderesa Tahup 2000 Nomar 189 Tarntbahan Lembasan Negara Republik
Indonessa aryoer SA4R

Frraturan Peinematah Yemoo 5 Talun 2021 'I|.-|||I!al'|g. Ferit elenggn nan Perdznan Heryanha Berbasg

Ruko {Lembornen Megara Fepnlibk Indonesa Tabios 2021 Nemoe 1%, Tambahan Lembaran Yegata
Fepublik indiineia Somnr 662H],

Petmicran 'etie-amah Nommor 4 Tahien 2021 Tewtang Penvelesygaraw: Pettsnan Hevyaaha di Daereh

ILembaran 4Yegaa Pepubin Indones:a Tanun 2720 Somoar L6, Tambahan Lerobaran Segars chubhkll
Indanegia Nornor @8 18,

I e

Peraturan Frmerrdah Komes 21 Tahen 202 1 ti"l“ll-llﬂ Tenyvelenggarnnn Penatnan Husng (Lombaran

Wegara Republik |ndonesia Tahun 2021 Nomar 31, Tambahan Lembarar Megara Eepublik Inderesin
dutmior B34




17 Peraturap P'smenotabh Momor W2 Tanhun 2021 tentapg Penvelenggaraan Parliungan dan Pengetolans
Lingkungatt Hidip (Lembaran Megara Bepubblk lodonesim Tahun 2021 Memor 32, Tambahao Lethbaran
Negara Fepublk Indonesa Mom:e R,

18 Peraturmn Piesiden Sermor 57 Thahun 2073 tentang Freiaturan Pelagssnaas Undeang-Lndang Nomer 12
Tahus 2001 lerntang Peebentukas Perauran Pernoudang-undangan ilembaran Negara Pepublik
Indonemia Tabiun 2013 Noemor L,

19 Peraidran Presiden Momor BF Tateoe 2014 tentang I'mivelenggaraars Pelasanan Terpadu Satu Puoug
(Lomharan Megara Bepobik Indonmmia Tahan 200 # Noaee 2226,

20 Pecaturan Merteri Dalany Neger Somor BO Tahun 2015 entang Pemben'ukan Produk Hukum Dasrsh
Berrta Negara Pepublk Indoenemin Tahon 2005 worcer 2036, sebagaeana teiah diubah deogme
Peraturan Memen Daiam Segen domer 120 Tahuns D018 BSenta Negara Fapubik Indonesia Tahun 2018
Momar |57,

21 Peraturun Menien [alam Negr Funor 138 Talon 2017 rentang Per elenggarasn Pelayanan Trnmdy
Satu %t [aerah |Darita Negard Bepubik Indonasie Taban 20007 Notnor 19560),

23 Peraturan Menten Agrana dan Tata RuangdEepala Hadan Pertanahan Pepublk Indoneaa fiomar 13
i Tabiur Jird] Tentang Pelsrastaan  keassoaar, Pemasfeates Poang dan Sinhromsas) Prograem
Prmanfantan Fuang,

23 Peraturain lwerah Semor D Talpen 2018 tentang V'embentukan dan Buaunan Peranglar Daerah
Kabupmirn lamanda;
24 Peratuisn Hupaty  Lamandan Moo Tahnn 022 tentang  Pendelageaian Kewenangan

Peovelenggaraan Perizinan Berussha dan Non Berysaha Kepada Kepala 11inas Pesanaman Moddal Dan
Pelayanse Terpadu Satu Pmtu Kabupaten Lamandau.

2 | Pere. aralan Persaratan » g Jiceriukan
1
Date Pelaku Usslis beraopa KT NPWE, Badan Usabas/ Badan Hukum
2 Kode Engimian Usaha [RBELI|
3 Lokau lmahw,
4 ROTRK Halwpaten Lamandai silah terkaneks dnngan Simtam 0SS
3 [Sutem, ; oo e i
Mekaname dan! - - T i
Prosedar
4 jJangha Waktu |2 |dual han kena seyak berkas dins mrakan lengkap dan beedon
qun:\.n,na.rl.
5 |Thasa 'I-""l.-.rsl.}'a:n'lnn iamar Pemonan Berusahn  Honfirmas, Besesomen Yagiatan Pemanfasian Fuang tidak
dikenakan havs FLNeL]]
& [Produk Kenfitrrias Kesosuaan Kegiatan Pemafostan Buang
Pelay anmn
T |Penanganmsn iDmaa Fenmnamats Modal Dan Palasaiian Trrpado Satu Pinta
Prngaduart :Kabup.l!erl Larmatidan
R Alarat A Bt Patangd. Mo 339
Wasuko Koghe #04 T416, Mangg
Teelerpam :
Fax
el ;
Webuite ;o demptspdtlacwandaukab.ge.dd
[EV1=3 TV UTTH demp bags bdimane au
Facebonk . Dpevprap Kakupaten Lamanday
Lavanan Fengadiaan
! Telmson Whalspp (S FLEFRL M
B |Sarmna dan Sarana Frasarnna.
prasarana,
A Fat 1. Kompuler; 1. Ruang pelayanan ruang tunggu
fs 2. Braner: 2. Loket mandiri dan permeandu loket
3. Jaringicn nternoet A Purkiv
4. Ruang Kerja 4. Proveiuk Udara (AC)
. ATK
B Eompeienn) I Mirmaal [0 untuk petugas penerare,
Pelaknana 2 FKeordmaior pelay anan penanan adalaks PHS.
3 Menguaam Feratulan Perundang Londeng tentang penzimnen,
4 Metnuhiming proses alar pelayaeans peozinan berbasm nlabironik;
5 Meguanms wutern aphkas, G685,
B Mampu reeengoperasionalkan korputer
T Memshkr mitegrinas,
B Memuslik hetelioan. ]
4 Membk kraeharan jasmasn dein rohan
10 | Pengaw aeaes Pengam asan intemad diiakukan secara berpenjang oleh
Intammal l. Kepala Thunmm,
2 Sekretonin,
3 Hl}pEIJ.H. FhniLstitg L3y AnAn;
4. SBuh Kearrhinator, dai
3 Bepala Sub Hagwan Umum dan Kepegawman
Lt jJumlah L Roordmater | oaru orang dengan stalus pegawa FRE
Pelakssnn 2 Petugas Rarh (ffice - 1 Crang

3. Prlugas Froir Laner 4 orang




12 bdmrminan Pelayanan diproses snmpa seinnas apeinia porss aratan lengkap
Pelavanan dipenuhi pleh peciohon.
’ Pelar acian dilaksanahxr: seaiw dengar keteriuan feraiuran
Perundang |ndangnse yang berlaka don S0OF
i Aptikngi gintrin elekirnuk moodlah dighses dimanapun dan Kapaipun
13 [ Jmminian Satutuh dokomer, Aerbitkae mclaiog aplikas secams elebironilk derggan
Heananats Ingni iD vang Barbeds gntuh setap permccyes amn itk keamanan
dan Aom,
kenelamatan Teregnatuy Ar-igan o8 Jode etk miengan - heabealiogy dan
pelavaiian kebetaran ibekumen ang diterbitkan
14 |Fwaluasi Evaliiag) dan pengan anrn berhadap kegiatan dilakakan sntap sant jika
Kmerpa tenadi kesalaban dan perubaian ates peratucar pelabaanas,
Pelakaatin

Evdluasi melaluy Surves Kepuanan Mascacak et oang dilakolan aetiap
Seinesler,

Evaluasi melaiut monrtorng, raddas; 3

: RYRKHO )
A e kA | U
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Nomor 5036/ &GJ/VIL/ PPMPTSP-2022
Tanggal gl Juli 2t

STANDIAR PELAYANAN G
Perayaratan Dasar Perzinan Berusabns - Persetujuan kescsuman hegiatan Pemanfastan
Kuang (PKXPHE

Ha Foamponen Lroan

1 |Dasar Hukum 1 Lndang Undang Nomor 5 Tabun 2082 tentang Pembentukan kabupaten Katingan, Kahupaten
Seruvan, katupaten Sukamara, Kebupaier lamandau. Rabupalen Gunung Mas, habippaten
Pulang Paaw, Kabupaten Murcnog Bava hoetsupalen Barts Timur v Prowvinss kanmantan
Tengah.

3 Undang Lirdang ¥omor 25 Tahun 2007 1enlang Penenaman Modnl ilembaran Negara Republik
[ndoneus Tahun 2067 Nemur &7, Tembahan lembaran Negarn Republik [ndonesus Nomor
4724 achavaimana telah dinbab dengan Uoedong Undang Komor 11 Tahun 2020 |laesrmbaran
Negarn Republie Ixdoneda Tumun 3020 Nomor 2450 Tambahan Lembaran Negarn Hepublik
Incutiesid Moo £573

Undang Lrdang Soemer 20 Tafian 2007 trntang Pepataan Huzng iLembaran Negara Hepuhink
Indroeas Tarun 2007 Nomor A%, Tambahan Lembaran Repubik indopessa Negara Nomor
3728 sclmpaimana ielah dithah dengan Unding Undang Nomer 11 Tahun 2020 [lembaran
Negary Mepublil Indonewn Tahun 2020 Nome 245, Tambahan Lembaran Wegarn Hepublik
Tetdoiean homer 5573

4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2028 rentang Informas dan Transaks: Elektronk [Lembaran
Negarn Reocbhk lndonesoe Tabun 20408 SNomor 58 Tambahin lemnaran Negara Hepublik
Imdepiraia omer A83% srtugamane telsh dwaban dengan Undang Undang Nomae 1% Tahun
201t lemiaran Negari Brpablik indoness Tahon 2016 Aomor d51, Tambehan Lembsaran
Negara Republk Indonesis homor 53500

Lad

5 Updnng Undang Nomer L4 Tahun 2008 teniing Keterbukaan Informas Publib | Lermbaran
Negarn Republik lndonrsie Trhon 2008 Momer 61, Tambahan Lembaran Negain Republik
Indomes Maormor $8440],

& LUodang Yodang Nomer 25 Tahuan 2005 renting Pelavanan Pulbiik iLembaran Negarn Republik

Imdorirsie Tanan 209K Sopner P12 Tambahan Leenbarar Newara Republie [ndonesun Somar)
S00%

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 1entang Pajak Daerah can Betnbus Daerah | Lern Luarear
Megarn Wepullik lndonesss Tahun 2009 Momor 130, Tambahan Lembaran Neparn Hepublik
Indonesan Noror 5045 aclagaimana telah Jdivhah dengan Undang Undang Nemaor tE Tahun
20324 | Lembaran Kegacn Republk Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan |Lembaran
Segarn Republik Indnnessy Somer 5731

et

& Lndang Urndang hemer 50 Tahor I00% dentung Perlmdungen dan Pengelolaan Lingkungen
Hidup |Lembaran Negara Kopublk Tndonesia Tuhun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negarn Republik indonesia Komaor 3059] scbagamana telab diubah dengan Undang Undang
Nomor LE Tahun 20040 Lembaran Wegaon Mepublik Indeneain Tehon 200200 Nemor 245,
Tambaban Lembaran Mepirs Bepublk [ndaoneawn homor 837310

9 Undang Urdang Semor §2 Takun 2211 tentang Prmbentuian Peraturan Perundang wndangan
iLembaran Segara Repubik ‘ndenesia Tahun JUll Nomor AL Tambahar Lembaran Negara
Eepub:dik Indonesa Nomer 52454 sebagmimmann iciah dichah dengan Undaneg Undong Nomor 13
Tahum 2019 Lembaran begara Fepebkbk Indonesia Tahun 200% Nemor 1830 Tambahan
Lemituaran hegara Hepublik Indomesia Momer G0

10 Undang Undang Nomer D3 Tahun 2004 leptang Pemerintakan Daetah (Lembarnn Negara
Republik lnudnmesia Tahun 0014 Nomor 244, Tamhehan Lembaran Yepara Repubtlik Indonesia
Nomer 33871 sebagaimana telah diababh Tetscapa kali terakiur dengan Undang Uadang Nomor
Ll Tuhan 2037 Lembaran Segara Tepablbi Indonesia Tahun 2000 Nemor 245, Tambahan
Lemtaran Regara Hepullik ndoness Nomor L0000

11 Lndang Undang Nomer 11 Takun 20270 denlang Cipta Keiwm (lembaran Negara Republik
Indonemin Tahun 2020 Koemor 245, Tambahn Lembaran Negarn Republik [ndoneso Nomor
BT,

12 Peraturan Pemerntah Nomor 96 Tahuo 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Moemor 25
Tabun Jtn¥ sentang Pelavictan Publik embaran Negara Bepublk [ndonesia Tahun 2012
Nomior 215, Tamnahan Tembaren Negara Prpobid Indenesia 3557

13 Peraturan emenniah “emes 82 Tahur 5000 lentang Penvelenggnrasn Sistem dan Transaksi
Flekiromk  _embaran Sepgurta Hepubhk indonesia Toahur 2012 Nomor 18%, Tambahan
Lemboreen Mrgara Repubhk hndonesia homor 23461

14 Perwluran Yemenntah Komor 5 Tahun 20500 tentang Penyelenggurean Perwinen Herusaha
BerLuaia Kiaiko jLembarin Megora Bepublik lndonesia Tahun G020 Nomor 130 Tambahan
Leentuirnn Megara Heput bk tndomesia Nomor <ol

13 Peratufan Semenntah Yo n Takun OO0 tentang Penvelenprarain Perimnan Berusaha i
Dartuh embaran Sreooars Preoublx Indonrsa Takun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Bepublk indoneses Sonae S48 1R

16 Peornturiin Pemenntah BNomer 21 Tahuon 2021 lentang Propelenggaraasy Penatann Kuang
Lembnrin Negaca Repuldk Indonesin Talun M2 1 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Repulidik Indapasia Mogoer b 23]

17 Peraluran Pemenntah Momor 22 Tahun J040 tentang Penyelengguraan Perlindungsan dan
Peagelclaan Lingkungan Huelup Lembaran Negara Hepublic Indonesa Tahun 2021 someor 32,
Tambahan _embaran Soegara Republig Tndonosa Nomor 6534,




I8 Feraturan Presiden Nomog 87 Tahun 2014 tentang Prraturan Pelaksanaan L'adang L odang

Momoer 12 Tahun 2001 tentang Pembentuken Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Megara Kepubhk Indonesir Takun 2014 Somne |9

Peraturan Prewclen MNomer 97 Tahun 2002 entang Pervelongpiraan Prlayanan Terpadu Satu
Fintu (lembarun Negarn Pepubbk Indimsesia Tohun 2004 Nomes 2210

20 Peraturan Mesters Dulam Negen: Nomor 80 Takun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

iaerah |Benta Negara Hrpobbk Indoncss Tahun 2015 Nomor 2036 arbagaumana telah rliuba.h
fdengan Veraturinn Menter Dualnm Kepens Wamog 120 Tahun 2038 |[Berite Negara Hopublik
ivdane e Takun 2078 Nomer (5T

Peraruran Menter Dalam Neger Nomar 138 Tahun 2017 tenting Penyelengenraan Peiayanan
Terpadu Sutu Fintu Dacrab 'Brala Newira Repiblik Indonesa Taban 20117 Nomeor 1550

22 Peraturan Menlen Agrana dan Tuln Huang/Kepala Hadan Pertanaban Eepublik [ndonesia

Mamor |3 Tahun 2021 Tentang Pelaksianarn Hesesumnn Pemanfaatan Fuang run Sinkroniaas,
Frogram Permaniaatan Muang

Peraritin Daceol Nomor 11 Tahun 2016 tratang ivmbeniakan dan Susinan Peranghat
Daerah Kabugiten Lemnndaw;

23 Peraturan Sopat Lamoncdag Nemor Tahun 2022 tentang  Pendelegasian  Kewenangan
Prayelenggrraan Peniznan Berusaha dun Mon Berusahs Kepada Kepala Dinas Penanaman
Muocal Lar Prlnvanan Trrpaduy Satu Pintu Kabupaten Lamandau:
2 [Peravaratan Persymratan yang diperinkan :

3 |Sis1em,
Mekaniame dan
Prosetlur

S TR L R T I T AR

PERSYARATAN ALIMINISTRATIE -
a formulsr permehenan PREPR
ba fatokup: ideniiras sebuggas her kut:
1. Brg pemabien dandatad pemiltk tanah pererangan
melenghap Intekop Kartu Tanda Pesduduk IKTPL:
2. Dalam hal permokonan diatsanamikan badun hukum,
melrngkam farakngn akta pendiciog Ladan hukum danfatau
perusatannyva;
o fotakepy tanda bk staris krpemalikan hak atas tanah antara lain
serihikul huk atag tnah arag lotekopi buket: proguasaan atas tanah antara
lein nitta jual Tl potew araLg Intier O Azraniu bukt aratus wepermilikan
ALAL PRAELAALAN TATh [21ARva seau. AETEAN peraturan rrrundang
undangan i bidung preetanadoan yang Hapat Ailengkapi dengan bukn
peralinan hag aras tanady sedio; Feritiran ywrundane undangan atag
tanda bukll perasjan pemandfaaran renan dap surat prerseiuijuan dan
permuik tanah apatily nama pemilik dolam bukts kepemilikan tanah
herteain derpar nama Femobon vane Lenghkap fengan sketna vang
ditandatangan pem:non dan/atau prta badane vang diterbitkan olek
Radan Pertanshan Yasonal:
RUTHT KURds Tenun; ukan Satas danfatig Perpuidsan PRETE, apatila
dalam menun;uxikar batas mnah danyatau penguresan PELXPR
drwakilkan kepada orng lain maka diaertai lidokop Kartu Tanda
Pentduduk pwnerma Soasa:
#. Eembar skelaa persu danfatau gasnbar skersa alas hak ¥ENgE
dilandatangan cleh prmohon, diserta kaordinat lokas, prrailf kaveling:
. fota Rendiar rhmisting kavelng pers:

F- 8tlral permyataan pemohon disertar materzo sesuai ketentuan yang
berlako;

b dekumen perencanaan asl yang pemah direcbitkan untuk preencanaan
ulany (replanmingt atas reviae FREPR.

Catatan:

Pemberian xuasa hanya dibenkan kepaila orang vang memlike hubungan

keluarga/saudara atau hubungen atal/bawahankerja dengan pemohon izin

vang dibukiikan engur

A Fatokoem Kartu Reludren ataw surar reTryvaraan bermateral yang
menyatakan luhwa ving beraungkuten memaldi hubsungan keluarga,
saldara. dalam hal kuasa dibenican krpada urang vang memdlik
hubungan keluargs ! sasdar: arag

by surat keterangn bermatera terkait status kepegawaan, sucat
peniempatan weria. dalam hal kuaza diberikan kepada orang vang
merm|eks Aubiumgan atnff bawahan fkerja,

PEREYARATAN KILSL 3

persyaratan tambahan yang mengacu pada ketentuan zona peruntukan
ruang dun kegialanferas kegiatnn sebagaimana diatur dalam Eeticana
Uetar] Tata Ruarg dan Peraruran Togas:

4 |Jangka Waktu

3 trigal| hari kerja sejak berkaa dinyatukan lenphap dun benar

Pelavanan

e




L

5 |Biaya Perzetujuan Kegiatan Pemantaatan Ruang tidak dikenakan biaya (gratis|
& |Produi Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Hueng
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Habupaten Lamandau
Saran dan Alamat : L Baty Batanggui Mo, 033
Masukan ¥ode Pos 74161, Manga
Telepon -
Fax
el Pos
Welmte . dpmptsp@lamandavian.go.d
Instagrom ¢ dpmptap. lamandan
Fapeboaok :  Dpmptsp Kabuapaten Lamandas
Layanan Pengaduan
Telepon - WhatsApp N S PLT SRR
& |Sarana dan
prasarana, Sarana Prasarana:
dan, atau 1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fazilitas 2. BScaner, 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3, Jaringan internet 3, Parkir
4, Ruang Kera 4. Penyejuk Udara [AC)
5. ATK
% |Kompetensi 1 Bbhinimal D3 unrul: petugas perizinan;
Pelaksana 2 Reoordinator pelavanan periginan adalah PHNS;
3 Menguaas Peratucan Perundang-Undang tentang periziman
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronile
B Menguazal sistemn aplthas) 053,
& Mempu mengoporasionalkan kompater;
T Memiliki integritas;
&  Memiliki ketelitian;
%  Memilida keschatan jasmani dan roharni
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh :
Internal 1. Kepala Blinas;
2. Gekrecaria;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Bub Roordinator; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 [Jumlah L. Koordinator : 1 (zatu) crang dengan status pegawas PNS
Pelakzana 4. Petugas Back Cifice 1 2 Orang
3. Petugas Front Liner : 4 orang
12 |Jaminan 1. Pelayvanan Jdiproses sampai seless apabila pergvararan lengkap
Pelayanan dipenuhi aleh pemahon;
2. Pelayanan dilaksanokan sesdal denpgan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan S0P
3. Aplikasi sistem elekironk mudah diaksea dimanapun dan kapanpun
13 |.JJaminan 1. Beluruh dokumen diterbitkan melalul aplikasi secara elektronik dengan
kearnanan login 1T} yang berbeda untak setlap pemroses zin untuk keamanan
dan data;
keselamaran 2.  Teregriatast dengan QR Code untuk menjirnin keabsahan dan
layanan kebenaran dokumen vang diterbitkan
14 |Evaluas) 1.  Ewaluasi dan pengawasan terhadap kegratan dilakukan astiap aaat jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubabuan alas peraturan pelaksanaan;
Pelaksana 2. Evaluasi melalul Survey Kepuasan Masvarakat vang dilakukan setiap
Bomester;
3, Evaluasi roelabul monitoning, evaluas dan pelapor _,_kig;ia p::lakaana

o 'era]ﬂcﬁ Rriza Bulik
_.,.-'qe}’ Pada Tanghd )i 2022
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Lampiran Ul
Nomor 507607 oS J/VII DPMPTSP 2022

Tanggal : é:@- Juli 2022

STANDAHK PELAYANAN {SF)

Persvaratan Dasar Perizinan Berusahn  Sural Permvaraan Kensanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup |SPPL]

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang Undang Nemor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Katingan, Rjahupa.lcn
Seruvarn, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau. Kabupaten Gunung Mas, khabupalen
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Hava, kabupaten Barte Timur D Provinm kalimantan

Tengnah:

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2/H17 tentang Pennnaman Moddal (Lembaran Yegara Hepublik
lndonesa Tahun 27 Xomor 67, Tambahan Lembaran Segasa Republik Indonesia Nomor 4723)
sehagaimana ielah diubah dengan Undung - Uadang homor 11 Tahun 2020 |Lembaran Htwa
Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia

Namaor 6373,

Undang Undang “omor 2 Tuhun 2007 tentang Penatpan Ruang [Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2007 Semor 68, Tambuhan Lembaran Republik Indonema Negara Nomer 4725]
sehagaimana telah diubah dengan Undong Undang Nomor L] Tawhun 2020 {lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Komor 245, Tambahat Lembarsn Negara Republike Indenesia
Momor 637 3.

Undang-Undang Somer 11 Tahun 20804 rentang Informasi dan Transaks Flekironik (Lembaran
Negars Republk [ndenesn Tahun 2008 Nomor 58, Tambahnn Lembaran Negara Hepublik
[ndunesia Somor 48343 sehagaimana telah divbah dengan Undeng Undang Nomor 19 Tahun
M0 |Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2016 Namor 251, Tambahan Lewmhbaran
Kegara Repuhlk Endenras Nemar 395.409;

Latang-Undiang Nomor 14 Tahun J00H tentang Keterbukaan Informam Public Lembaran
Negara Repuhbhk Tndenewa Tahun 2B Nomer 61, Tamhahan Lembaran begara Republic
Indonesiag Nomor 3546,

Undang Undang Somor 45 Tahun 20HF: tentang Pelavanan Publik [Lembaran hegara Republik
Indepesia Tahuin 20049 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negura BEepublik Indenesia “omor
503,

Ubilirig Undang Momor A8 Tahun 20000 rentang Pajuk Dacrah dun Hetnbua [karrah {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 200 Momer [M), Tambahan [embaran hegara Republil
Indeonesa Nomor 5032 sebagaimana telah dinbabh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2000 {Lembaran NWegara Hepuhlik lndenesa Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Megara Repubilik |ndoneua homoer 6570

Lndang Unduwng Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perlindungan dun Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun 2009 Komor 140, Tambahan Lembaran
“egara Repubhlk Indonesa Nomor 5159 scbagaimmana tetah divbah dengan Undang L ndang
Hoemor 11 Tahun 2020 (lembaran Srgara Repubhk Indonesa Tabun 2020 Nomor 245,
Tamhahan Lembnran Negarn Hepublik Indonesia Somor 63735

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 ienlang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Mepara Republk Indonesida Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Segara
Hepublik [ndenesta Somor 52.314) sebagmmana relah diubak dengan Undang Undang Nomor 15
Tahun 2019 {lembaran Negara Republk [ndonema Tahun 2019 Nomor 183, Tamlmban
Lembiaran Segnra Republik lnalonesia Somor £348)

10

Undang Undang Xomor #3 Tahun 2004 tentang Prmecinrahan Dacrah | Lembaran Negara
Republik [oslonesma Tahus W14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Segara Republk [ndonesia
Nomor 3587| schagaimana telah diubiah beherapa knl terakhir dengun Undang Undang Yemor
11 Tuhuo 220 (Lembarwn Negara Mepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambhahan
Lembaran Negara Repubbk Indonesia homor 6373);

11

L'miang:[indann Nemor 11 Tahun MIA) tentang Crpta herfa {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nemar 235, Tumbahan lembaran Nrgara Hepubiik Indonesia Yomor
G573y,

12

Feraturan Pemierintah homor 96 Tahun 2002 tenting Melaksanaan Lndatg Undang Somor 25
T.ithun 2009 temiang Pelosanan Pulilk (Lembaran “egara Rrepublik Indonesia Tahup 2042
Sumar 215, Tambahan Lemibaran Negara Repubiik [rijonesma 53337},

13

Peraturan Pemenntah Samor B2 Tahug 2012 tentang Penyvelenggaraan Sistem dan Tran=saks

Elektrontk {Lembaran Negnro Republik lndonesiv Tubun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republk indonesia Somer 5348

13

Peraturan Pemenntah Somer 3 Tabhun 2021 tentang Penvelepggaraan Perisinan Berusaha

Herbasis Risko (Lembaras “Negara Mrpublik [ndonema Tahun 2021 Nomer 15, Tambahan
Lemlpiran Negara Republik Mnslonesin Nom ey 28},

i3

Perwiuran Pemerintah Xomor i Tahun 2021 tentung Penvelenggaraan Perizinan Berisaha di

Duarrah |Lemburan Negara Kepublik lndonesia Tahun 2021 Nomor 16. Tambahan Lembaran
Segara Republk [ndonesia Somor 66 M,

16

Peraturan }"f-mrrl.ntah %omor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
\Lembaran Negara Republik indonesin Tahun 2021 Momor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomar (6335




17 Peraturan Pemerintah MNomar 22 Tabun 20 tentang Fenyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolpan Lingkungan Hidup (Lembaran Negars Republik Indonesin Tahun 2021 Nomor a2,
Tambahan Lembaran Segara Republik Indenesa Nomor 66341

18 Peraturan Presuden Nomer HY Tahun 2004 rentang Peraturan Pelaksaunaan Lndang-Undang
Momaor 14 Tahbun 20001 lenlang Pembentukoan Perarurin Perunmang-undangan (Lemharan

Negara Hepublik lndonesia Tuhon 2014 Somor 199K

19 Permturan Presiden “omor 7 Tahun H114 rentang Penvelenggaraan Prlavanan Terpadu Satu
Pintu |Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 221),

20 Peraturng Menteri Talam Negeri Momor B0 Tabhon 2013 tentang Pcmhrntul_can Produk H-..ikum
Daerah [Herils hregara Bepublik Indonesia Tahun 215 Nomoe H036] wehagaimanna lelah d:uha.h
dengan Prraturan Menten llalam “eger) Nomoer 120 Tahun 2014 |Herita Negara Republik

Indoncsin Tahun JPLA Nomor 137}

71 Peraturan Menteri 13alam ¥regeti Nomor 138 Tahun 2017 tentang Provelenggarann f‘elﬂ_ynnnn
Terpaddu Saru Pntu [Dacrah (Benta Negara Republik [ndonesa Tahun 20117 Nomer 195G,

F2 Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eepublik Indonesa Nomaor 4 Tahun 20121
tentang Daftar Ussha DanfAtay Kegintan vang Wajib Memilik Annlisis Mengenal Dampak
Lingkungan Hidup, Upava P'engelolaan Limgkurnigan Hidup dan Upave Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surnt Porivatann hesanggupan Progelolaan dan Pemantavan Lingkungan Hidup:

23 Peraturan Menteri Agrana dan Tals Ruang/Kepala Badan Pertannhan Bepublik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2031 Tentang Pelaksanaan hesesuajan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisas
Program Pemanfuatan Buang;

24 Peraturan [Daerah Momor | Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat [aerah
habupaten Lamwndau:
25 Peraturan Bupan Lamandau Nomor Tahun 2022 1entang Pendelegasian kewenangen

Penvelenggaraan Fenainan Berusiha dan Non Berusahia Kepada Krpala Dinas Penanaman
Modul 1A Pelayanan Terpily Saru Fintu Kabupaten Lamandau;

2 |Persvaralan Persvaratan vang diperlukan
| Data Pelaku Usaha berupa . KTP, 5PWP, Badan Lsaha/Badan Hukum
2 Kode Kegiatan Usaha (KBLIY
3 Permobonan dalam Sistem Elektronik o035
3 1Sistem, R e ia s o T I G T
Mekanimme dan
Prosedur
4 |Jangka Waktu |1 {satu) hari kerja sejak berkas dinvatakan lengkap dan benar
Pelavanun
A |Biava Bural Permmyataan Kesanggupan Pengelolian Lingkungan Hidup SPPL tidak dikenakan biaya (Gratis)
| Produk Hurat Pernvutaan Keannggupan I'rogelolaann Linghungan Hidup SPPL
Pelavanan
7 |Penanganan I¥inas Pénianaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Saru Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alaginat : Il Batu Batanggui Na. 035
Masukan ode Poy f41601, Manga
Telepon
Frnx
ermnail
Wrhsile NpmptsnElarandackab go .
I!:'I.SI-:'I.SIB.I!I‘! dpmptsplarrandau
Frrebook D Dpmiptap Ealinpaten Laman da
Layanan Peagaduan
Urlepon WhatsApge - oR1567 36060
8 |SBarana dan g :
PraASArana, arana : Prasarana:
dan /atau 1 Kempruater: 1. Ruang pelayanan/ ruang turnggu
fasilitas 2 Scajnet. 2. Loket mandin dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkir
4. Ruang Kerja 4. Penvejuk Udara (AC)
o ATK
9 |Kompetens Mintmal [13 untuk petugas perizinan:
Pelaksana

Koordinater priayanan perizinan adulah PRS:

Menguasai Peraturan Perundang Undang tentang perizinan,
Memaham proses alur pelavanan perizinan berbass elekrronik:
Menguawy mstem aplikas (355 I
1 Mampu mengoperdgsivnalkan komputer;

T Memiliki integritas,

¥ Memihke hetelitian,

W by em

" Memiliki keschatun jssmuni Jdan rehani

S




10 | Pengawasan Pengawasan intermal dlakukan mecara berjenjang oleh |
Internal 1. hepala Dhinas:
2. Srkretaris;
3. Kepala Bidany ' lavanan;
4. Suly hoordinator, dan
5. kepula Sub Bagen Lmum dan kepegawaian
11 jJumlah 1. Keordinater @ 1 [salu} orang dengan status prgawal PNS
Pelakmana 2. Priugas Back tMTice : 2 Orang
3. Petupgad Front Liner : 4 orang
12 |Jaminnn 1. Pelavanan diproses sampal selesal apabila persvaratan lengkap
Pelayanan dipeniuhy oleh pemohen;
2. Pelavanan dilakannakan sesum dengan keientuan Peraturan
Perundang Lndangan yang berlakn dan SOF
3. Aplikasi sistemn clekironik muydah diakses dimanapun dan krpanpun
13 |Jaminan 1. Seluruh dokumen diterbithin melalol apliksasi secara elektronik dengan
keamanan login 1D vang berbeda untuk setiap pemreoses 140 untul keamanan
dan data;
keselamatan 2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang dilrrbitkan
14 {Evaluas . Evaluasi dap pengawasan terbudap kegialan dilabukan setiap saat jika
hinerja terjadi Kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksan aan;
Pelakaana 2. FEvaluas melalui Survey Kepunsan Masvarakat yang dilakukan setiap
Semesier;
A

Evaluasi melalui monitoring, cvaluasi dan prelaperan Kinerjs pelaksana

Diterapkan di Wanga Bulik
Pada Tanggnl Juph 2022
Pit. KEPALA DHNAS,

=

FARIEZ NURKHOLIQ A., 8 Hut. M.A., M.URF
Penata Tingkat | (111/d]
NIF 19850801 201001 1 016




Lam piran [V
Momor Sfjﬂ.ﬁf#-h'\f!!j ODPMPTSP-2022
Tanggal : 20 Juli 2022

HTANDAR PELAYAMNAN (51

Persyaratan Dasar Peritinan Berusaha Prractujuan Bangunan tiedung {PBG) Hunjan Tidak Sederhana

MNe

hom ponen

Lrejan

[dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Heruyan, Kabuparen Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kahupaten Gunung Mas, Kabupaten
Puling Pisau, Kebupaien Murung Raya, Kehupaten Barite Timur i Provinsi Kalimantan
Tengah:

Undang-Undang Somer 23 Tahun 2004 tentang Pemerimiahan [baerah (bembaran Negara
Hepublik Indonesa Tahun 2113 Nomor 244, Tambahan Lemhbaran Negara Repubbk Indonrma
Nomor 3587, srhagaumana telah beberapa kali didbah terakbr dengan Undang Undang
Mormor LT Tahun X1 rentang Cipta kherja.

Undang Undang Memaore 2B Tahun 20012 tentang Bangunan edupg (bembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 1734, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia
Momeor 4247) sebagrimaona telah diubah dengan Undang  Undeng Nomeor 1] Tehun 2020
[embaran Negara Hopublik lndonesta Tihon 2020 Nemar 245 Tamlnhan Lembaran Negara

Krpuhlik Indonesia SNomor 557 3):

Undang-Lndang Memear &5 Tahun 2007 tentang Peoanaman Medal [Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 47, Tamhahan Lembaran Segara Republik Indoncsia
Somor 4724 sebagomani elah dichah dengan Undang  Undiang Nemor 11 Tahuo 2020
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomer 245, Tnmbahan Lembaran hegara
Rrepulblik Indonesia Nomar 6573}

Undang-Undang Momor 26 Tehun 2007 tentang Penataan Huang [Lembaran Negara Bepublik
[mdonesia Tahun M07 Nomor 68, Tamhahan Lembaran Bepuhblik Indonesa Negara Nomor
4725 sehagamana telsh dinbeh dengan Undang-Undang Homor §1 Tahun 2020 (Lembaran
“egara Republbk Indonesma Tahun 20200 Somoer 245, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Namor H3775).

Lndang Undang Somm 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaks  Elekironik
Lembaran Segara Hepublik Indonesis Tahun H008% Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonean Nomor 4843 sebagrimuna telah dinbah dengon Undang-Undang Somor
1% Tahun 2016 {lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemaor 251, Tambehan
Lembaran Segara Wepuiblilk Indonesia Somor B9 52,

U'ndang-Undang Mdomor 134 Tahun A08 tentang keterbukaan infermas Publik {Lembaran
Yegara Repubiik Indonema Tahun 28 Somor 6], Tambaban Lembaran hegara Hepublik
Indonewa Nomor $H-H,

Undang Undang Somor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Hepublik
Indeoema Tahun 2000 Nemor 112, Tambsihan Lembaran Megars Hepuhlik [ndoneas Somor
S0H;

i3

Umbing Undang  hemor 28 Tahun  200F tenteng Pajak [aerah dan Retribusi [Daerah
(Lembaran Negara Hepublik (ndonesa Tahion 20059 Nomor 130, Tamhahan lembaran Negara
Fepublik Indenesa Nomor 3049 sebagaimena telah dicbah dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 20020 Hembaran hegara Repaliik [ndenesa Tahun X020 Nemor 245, Tambahan
Lembaran hegara Mepublk Indonema homaor 65730,

[L

Undang Undang Somnr 32 Tahun 208W rentang Perbiindungon dewn Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran degoara Republik [ndanean Tahun 2009 homor 140, Tambahan lLembaran
Negara Republik lndoneain Somor 50590 sebagaimana telah divhah dengan Undang Undang
Momor 11 Tahun 2020 (Lembaran Megiarn Hepublik Indonesisn Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Momor 65730

Lndang Undang Somor 12 Tahun 20]) iemang Pembeniukan Peraturan Perundang-
undangan |Lembaran Megara Eepuhblk Indonesia Tahun 2011 Nemeor 82, Tambahan
Lembaran »egara Republbk Indenesia Somor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Momeor [5 Tahun #0019 [Lembaran Negara Hepublik [ndopesia Tahun 21149 Nomor
183, Tambahun Lembaran Megara Repullik Indonraa Nomor 6390H);

12

Undang Undang Momaor 2% Tahun 2004 tentang Pemerintahan [Daerah (Lembaran Megara
Kepuhlik Indonesia Tabun 2014 Nomoa 449, Tambahan Lembaran Mregara Republik Indonrsia
Womor 3387 sehagiumana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Somor
Il Tahun 2020 |Lembaran Negara Republk [ndenesia Tahun 200 Nomor 245, Tambahan
lLembuaran Negara Hepubhk Indonesa Yomor 5573

Undang-Undang Somer 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun @000 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesis Nomor
£35'7 3),

14

Prraturan Femerintah Nomor 36 Tahun 2012 tenrang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun KK rentang Pelavanan Publik |lembaran Negars Repubitik [ndenesia Tahun 2012
Momor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3357




15

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2012 Nomer 189, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Momar 5348y,

1a

Peraturan Memerintab Nomor 5 Tahun 2021 tenitung Penvelenggaraan Perizinan DBerusaha
Berhasis Risiko [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noemar G523);

17

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2091 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daeral [Lemhbaran Negara Repuhblik indonesia Tahun 2091 Namor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 66 18):

18

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraluran Pelaksanaan Undang-Undang
Nomeor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran MNegara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

19

Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatazan Ruang
[Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahuo 202] MNomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nofmor Ga33];

20

Peraturan Pemerintah Momor 22 Tahwun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Hepublik [ndenesia Tshun 2021 Nomor 3z,
Tambahuan Lembaran Megara Republik Indoncesia Nomor Hh33);

21

Peraturan Pemerntah Nomar 37 Tahun | 2021 tertang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsaliran {Lembaran Megara Hepublik [ndenesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6639);

a2

Peraturan Presiden Nomor E7 Tahun 2014 tenlang Peraturan Pelaksanaan Undung-Undang
homor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan {Lembaran
Negara Republik [ndanesia Tuhun 2014 Nomor 199

23

Peraturan Preaiden Nomor 97 Tahun 2014 rentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Xomor 22 1)

24

Peraturan Menteri Dalum Megeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 20117 YNomor 19564

25

Peraturan Menter Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Yomor 2036] scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 [Berita Negara
Eepublik Indonesia Tehun 2018 Namor 157,

26

Peraturan Menteri Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Fepublik Indonesia
Nomor 13 Tahun 3021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Fuang dan
Sinkronisasi Program Pemanfastan Ruang

27 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Momer 18 Tahon 2017 Tentang Retribusi
[zin Mendirilan Bangunan;

28 Peraturan Daerah Momor 11 Tahun 20016 tentang Pembenrukan dan Susunan Peranglal
Daerah Kabupaten Lamandau,

29 Peraturan Bupati Lamandaw Nomer Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Deruspha dan Non Herusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten Lamandau;

Persyaratan Persyaratan yang diperiukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF :

a. Formulir permohenan PBG Hunian Tidak Sederhana

b. Surar Permohonan bermetrai Rp. 10,000,

e. Hurat pernyataan 1anggang jawab bermetrai Rp. 10.000);

d. Burat pernyataan persetujuan PRG dari tetangga;

e. Foto copy bukti kepemilikan tanah /Sural Keterangan Tanah (SKT);

f. Data Teknis Tanah {Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gam bar
bangunan gedung yang sudah ada (ekaisting) pada area/persil yang akan
dibanguin);

£ Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom,

Balok, pela lantai dan Ranghka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnva;

b Dala Taknis Arsitektur;

i. Data Teknis Struktur,

J. [nformasi KRK/KKPR

k. Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang
dan hitungan struktur heton bangunan khusus bangunan bertinglar);

L. Foto Copy Bukti Lunas PEB Tuhun Terakhir I Lembar {zesuaj dengan
pengajuan permohonan izin:

m- Foto Copy KTF pemohon;

n. Foto copy Kartu NFWP Perorangan / Berbadan Hukum;

0. Hukti Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (yang divalidasi oleh

petugas PTSE),




p. Dalam Ilal Bangunan Gedung Lehih dari 2 Lantai maka diperlukan
rencana strukiur maka perlukan perhitungan rencana strultur dilengkapi
dengan data penyeledikan tanah {an Araiteltur);
memiliki hubungun stalf bawahan fkerja.

. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekeriaan Umum dan Tata Ruang yvang memuat
tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;

r. Burat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehuranan;

5. Pas Foto pemohon ukuran 3= sehanyak | lembar;

t. Peniyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan
atay arsitels Arsitek berlisensi (Sertifikatl Arsitektur);

1, Bukti Bayar Retribusi PBG [apabila sudah ada Perda Retribuai PBG).

3 ]Sistem,
Mekanisme dan - 7 '0’
Prosedur . .‘ P - S
1) .‘ :
> 4
o P
4 |Jangka Waktu |10 {Sepuluh) hari kerja sejak herkas dinyatakan lenglap dan henar
Pelayanan
5 |Braya Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Retribusi [zin Mendirikan Bangunan
& | Produk Persgetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Tidak Sederhana
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat Jl. Batu Batanggu Mo, 039
Masukan kode Pos 74161, Nanga
Telepon
Foax
email -
Websaite dpmptspétlamandaukab go.id
Instagramm dpmptsplamandau
Facehook Opmptsp Kabupaten Lamandau
Lavanan Pengaduan
Trlepon - WhataApp 81756736260
& |Sarana dan .
prasarana, sarana : Prasarana:
dan fatau 1. Komputer; 1. Ruang pelavanan/mang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3, Jaringan internet 3. Parkir
4. Ruang Kerja 4. Penvejulc Udara [AC)
5. ATK
9 |Kompetens 1 Minimal [}3 untuk petugas perizinan;
Pelakaana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan;
4 Memahami prases alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasai sistem aplikas 053,
& Mampu mengoperasionalkan komputer;
T Memilila inlegritas;
8 Memiliks ketelitian:
¢ Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10 |Pengawasan Pengawraan internul dilakukan secara berjenjang oleh :
Internal 1. Kepala Dinas;
2. Sekrelars,
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4. Suh Koordinator; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1. Koordinator ; 1 [satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2. Petugas Back Office : 2 Orang
3. Petugaz Fronr Liner : 4 orang
12 |[Jaminan 1. Pelayanan dipreses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon:
2. Pelayanan dilaksanakan sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang Undangan vang berlaku dan SOP
3. Aplikas sistem elekrronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 [Jaminan Seluruh dokumen diterbitkun melalui aplikasi secara elektronik dengan
keamanan togin 113 ¥vang berbeda untuk setiap pemreses izin untuk keamanan
dan data;
keselamatan 2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dekumen yang diterbitkan




14 |Evaluasi L. Fvaluas dan pengawasin terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinetja terjadi kesalahan dun perubahan atas peraiuran pelakaanaan;
Pelaksana 7 Fvaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap

Semester;
3. Evaluasi melalui monioring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelakfana
p KAE
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Lampiran V
Nomar : 503.6/ 20/ V11 DPMPTSP-2022
Tanggal : A9 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hunian Sederhana

No

Kom ponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, habupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Rava, Habupaten Barite Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah;

Undang-Undang Momor 23 Teahun 2014 tentang Pemenniahan Daersh [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia
MNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kKali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momaor
11 Tahun 20 tentang Cipta Kerjr;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung {(Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2002 Nomer 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247] sebagaimana telah dinbah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran
Megara Republik Indenesiz Tahun 2020 Namer 245, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 6373

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
4724] sehagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembarats Negara Republik
Indonesia Nomor (573,

Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Fuang [Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Repuhblik Indonesia Negara Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Megara Hepublik Indoncsia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6373,

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasa dan Transaks Elektronik (Lembaran
Negara Republik [nodonesia Tahun 2008 Nemor 58, Tambahan Lembarat Negatra Eepublik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana relah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
20156 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor 251, Tambahan Lembaran
Megara Repuhlik Indonesia Nomot S952);

Undang-Undang hoemor 14 Tahun 20448 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesiaz Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 345

Undang-Undang Nomer 25 Terhun 200% tentang Pelavanan Publik (lembaran Negara Hepuhlik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S0y,

Undang Undang Momor 28 Tahun 200% tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Wegara Republik [ndonesia Tabhun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran hegara Republik
Indonesia homor 5049 schagaimana relah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nemor 245 Tambahan Lembaran
Megara Republik indonesia Nomor 6573);

1

Undang Undang Momer 32 Tuhun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaen Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republil [ndenesia Nomer 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 1l Tahun 2020 [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomar 245,
Tamhbahan Lembaran Negara Repuhlik [ndonesia Notmor 5573);

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentekan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2011 heomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 53234 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nemor 15
Tahun 201% [Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indenesia Momer 6398H);

12

Undang-Lndang MNomor 23 Tahun 2014 rentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negura
Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momer 5587) sebagaimana lefah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 4020 |Lembaran Negara Republik ndeonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesa Momor 637 3);

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l.embaran Negara Republik
[ndenesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

14

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 rentang Pelaksanasan Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Megarae Republik indonesia Tahun 2012
Momor 215, Tambahan Lembaran Negura Republik Indenema 5357);




15

Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 tenrang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik {Lembaran MNegara Republik lndonesia Tahun 2012 Noemer 189, Tambahan
Lembaran ¥egara Republik [ndonesia Nomor 5348,

16

Peraturan Pemerintah Womoer 5 Tahun 20021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko {Lembauran MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 15, Tambahan
Lemburan MNegara Republik Indonesia Nomeor a6 28

17

Peraturan Pemerintah Bomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Derusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 MNomeor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 6613];

18

Peraturan Pemerintah Momer 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undagg
Momer 28 Tehun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomer 26, Tambahan Lembaran Negara Republik indenesia Nomor 28I,

19

Peraturan Pemerintsh MNomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
{Lembaran MNegara Republik Indenesia Trhun 2021 Nemos 31, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor B33

20

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup [l.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G534];

21

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Lndang
Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan {Lembaran
Megara Republik lndonesia Tabhun 2014 Nomor 199

a2

Peraturan Presiden Momor 97 Tehun 2014 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221]

23

Peraruran Menteri Datum Megeri Nomor (38 Tahun 2017 tentang Penyclenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daecah [Berita Negara Republik Indenesia Tahun 20117 Nomor 1956);

23 Peraturan Menteri Malam Negeri Komor 80 Tahun 2015 rentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita MNegara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157}

25 Peraturan Dacrah Kabupaten Lamandao Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunarn;

26 Peraturan [larrah NWomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daerah Kabupaten Lamandau;

27 Peraturan Hupati Lamandan Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangsan
Penyelenggarann Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Hepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamatidau,

Persyaratan Persyaratan vang diperlukan :

PERSYTARATAN ADMINISTRATIF :

a. Formulir permohonan PBG Hunian Tidak Sederhana

b. Surat Permohnnan bermetrai Rp, 10,004

¢, Burat pernyaraan tanggung jawab betmetrai Rp. 10000k

d. Surat pernyataan persetujuan PBG darn retangga;

e. Foto copy bukti kepemilikan tanah/ Burat Kererangan Tanah (SKT);

f. Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanabh vang dikuasal termasuk gambar
bangunan gedung vang sudsh ada {eksisting) pada area/ persil yang akan
dibangun};

g. Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kelom,

Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan kempoenen gedung lainnya;

h. Tala Teknis Arsitekbur;

i. Data Teknia Struktur;

j. Informast KRk /KKPR

k. Gambar rencvana bungunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kiri dan Kanan, Petongan Melintang, Potongan memanjang
dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat);

l. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir I Lembar {sesuai dengan
pengajuan permohonan izin;

m, Foto Copy KT pemahon;

n. Foro copy Kartu NPWFE FPerorangan / Berbadan Hukum;

). Bulkti Validasi konfirmasi Status Wajib Pajak (vang divabdasi oleh
petugas FTSE);

p. Dalam Hal Bangunan Gedung l.ebih dan 2 Lantai maka diperlulan
rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana strukiur dilengkapi
dengan data penveledikan tanah [[Dan Arsitektor);
memiliki hubungan staf/bawahan /kKeera.

q. Sural Rekomendasi dari Dinas Pekegaan Umum dan Tata Ruang vang memuat
tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;

r. Pas Folo pemohon ukuran 3xd sebanyak 1 jembsar;

1. Penyedia Jasa Perenvana Konsiruks badan usaha atau perseorangan

atau arsitek Arsitek berlisens (Sertifikar Arsitektur];
t. Bukti Bayar Retribusi PBG [apabila sudah ada Perda Retribusi PBG)




3 |Sistem, ;
Mekanisme dan . °
Prosedur .
3 IR
4 [Jangka Waktu 10 [sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyataken lenghkap dan benar
Pelayunan
5 |Biava Retribusi Sesuai Peraturan Nasrah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Rernbusi lzin Mendirikan Bangunan
& |Produk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG| Hunian Sederhana
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Prengaduan, Kebupaten Lamandau
Zaran dan Alnrmat Il. Batu Batanggui Ma. 019
Masukat Kooe Pos T4161, Manga
Tehepaoa -
Fax
el 2
Website dpmptsp@lemandaukab.go.ld
lnstagramn dprmiptsp tantandau
Facebool: Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan i
Telepon  WharsApp : DEL25G236240
2] Saranaﬂi.:n Sarana - Prazarana:
S;iﬁtau I 1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ mang tunggu
Fasikitas 2, Scaner; 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkir
4, Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)
5. ATH
9 |Kompetenai 1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,
Prlaksana 2 Kpordinator pelayanan perizinan adalab PNS;
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tenlang perizinan;
4 Memahami proges alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasal sistern aplikas, 055
6 Mampu mengoperasionallean kompuacer;
7 Mermuiliki integricas;
A  Mermiliki ketelitian;
9  Memiliki kesehatan jasmani dan rahani
10 [Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh :
Internal 1. Kepala Tlinas;
2, Bekretana;
3. Kepala Hidang Pelayanan;
4, Bul Koordinator; dan
5. Hepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
11 |Jumlah 1. Koordinaror @ 1 [satu} orang dengan status pegawal PNS
Pelakzana 2. Petugas Back CHOce : 2 Orang
3, Petugas Front Liner @ 4 orang
12 [Jaminat t. Pelayanan diproses aampai selesal apabda persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi aleh pemohon;
2. Pelavanan dilaksanakan scsual dengan ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan vung beriaku dan S0P
3.  Aplikas: siatem clektronik mudah digkses dimanapun dan Kapanpun
13 [Jaminan 1. Zeluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektromk dengan
kearnanan login ID vang berbeda untuk sefirp prmroacs izin untuk keamanan
dan data;
kezelarnatan 2, Teregristasi dengan QR Code untulk menpamin keabsahen dan
pelavanan kebenaran dokumen yvang diterbithan
14 |Evaluasi 1.  Ewvaluasi dan petigawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinena tenadi kesalahan dan perubuhan atas peraturan pelaksanaan;
Pelaksana 2. Ewaluasi melalu Survey Kepuasan Mesyarekat yvang dilakulkan setap
Bernester;

3.  Ewsluasi melslul monitoring, evaldasi dan Pelapm:ﬂhi_nerja pelakaana




Lampiran VI
Nomor :sﬁa.ﬁf:rmwumpwrsp-mzz
Tanggal: 20 Juli 2022

BTANDAR PELAYANAN [EFt

Perayaratan Daser Perizinan Berusaha - Perselujuan Bangunan Gedung (PBG) Usaha

M

Komponen

Vrasan

Daszar Hukum

Undang-Undang Momor 5 Tahun 2002 ientang Permbentukan Kabupaten Kanngan,
Kabupaten Scruvan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisauw, Kabupaten Murung Rava, Kabupaten Banto Timur [h
Provinsi Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Mamor 23 Tahun 2014 tentang Femerintshan Daerah |Lembaran
Megara Fepublik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Momor 5387 sebagaimana telah beherapa kall dinbah terakher
dengan Lndang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Undang-Undang Nomor 28 Tahoun 2002 temang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Erpublik Indonesia Tahon 2002 Momor 134, TeRmbahan Lembaran Megara Republilk
Indonesia Womor 4247 acbagaimana telan dmbah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tatmbahan
Lembaran hegara Republik Indonesia Noroor 657 25;

Undang Undang Nomoe: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [Lembaran Negara
Repubiik [ndeoesia Tabun 2007 Moo 67, Tarmbahan Lembaran Negara Bepublik
[ndonesia homor 4724 sebagaimana lelah diobab dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Megara Eeopublik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 243, Tambahan
Lembarat Negara Repulblik Indonesia Nomer G573

Undang Undang Nemor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Busng (bembaran Negara
Republik Indonesia Tahon 2007 Nomor 68, Tembahan Lembaran Republik [ndonesia
Negara Nomor 3725 sebagaimana telah dinbabh dengan Undang-Undang Womeor 11
Tahun 2020 |Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 292320 Nomer 245, Tambahan
Lembaran Negara Republil Indoneaia Nomor 6573);

Lndang-Undang Nomor 11 Tahun 200% tentang Informesi dan Transaksi Elektronik
[Lembaran Megara Fepublik [ndonesia Tabun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 484350 aebagaimana telah divbah dengen Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2014 (Lembaren Negara Repubhle Tndonesia Tabun 2006
Womor 251, Tamhahan Temhbaran Negara Republik [ndonesta Nomor 59520

Undung-Undang Nomor 14 Tahun 2002 wentang Keterbuksan Informasi Poblik
[Lembaran hegara Republike [ndoneaia Tabon 2008 Yomor 61, Tambahan Lembaran
Negars Repuhlik Indonesia Nomor 4846(;

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 teptang Pelayenan Publik (Lembaran Negars,
Republtk Indonesia Tahun 2008 WNomor 11%, Tambahah Lembaran Negara Republik
Indonesia Morner 5038,

Undeng-Undang Komor 28 Trhun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Rernbus) Daecrah
[Lembaran Megara Republik Indonesir Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Megara Bepuhlil Indenesia Momaor 3049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undabng Notnor 11 Tahun 2020 |Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2020
Normor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 857 3];

10

Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2009 ientang Perlindungen dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tembahan lLemharan Megara Republk Indonesia Nemor 505% aehegaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomot 1l Tahun 2020 (Lembaran Negars Eepublik
[ndonesia Tahuhn 2020 Nomor 2345, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indotesia
Nomaor 65731,

11

Undang-Undang MNeomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturen Perundeng-
undangan l.ombaran Megrra REepublk Indonesis Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik [ndonesia Romor 5234) sebagairmana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2013 Nomar 183, Tambshan Lembaran Negara Bepublik indonegia Nomor 6398)

12

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5587 achagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 20Z0 Nomotr 245, Tammbahan Lembaran Negara Bepublik Indenesia Normor
H37T3];

13

Undang-Undang Momor 11 Tahun 20020 tentang Cipte Kega (Lemberan Negara
Republik !ndonesia Tahun 2020 Momor 245, Tamhbahan Lemoaran Megara Hepublile
Indonresia Nomor 637 3|;

T4

Poraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelakzanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang MPelayanan Publk [Lembaran Negara Eepublik [ndonesta
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeneaiz 5357);




o,

13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelsnggaraan Siatem dan
Transaksi Elektronik [Lembaran Negura Bepublik [ndonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tumbahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomer 5348(;

16 Peraturan Pemienintah Nemaor 5 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbaziz Fimko |Lembaran MNegara Eepublik Indoensaia Tahun 2021 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomoer 6625);

17 Peraturan Pemerintah Nomor & Tabhun 2021 tentang Penveletnggaraan Perizinat
Beruzaha 4 Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2021 Nemor 16,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomeor 66 18);

12 Peruluran Pemerintah Momor 16 Tahun 20210 rentang Peraturarn Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tehun 2002 tenrang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indoneaia Trhun 2021 Nomeor 26, Tambanan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6528,

1% Peraturan Pemerintah Nomor @1 Tehun 2021 tentang Penvelenggaraan Penarean
Ruang jLembaran MNegara REepuhlik [ndoneaia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republlk [ndoncaie Nomor $633);

20 Teraturan Pemerintab Nomor 22 Tabun 2007 lenlang Peovelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2021
Momnor 32, Tambahon Lembaran Mepara Bepublik Indoneaia Nomor 6634

21 Peraturan Presiden Momer 87 Tabun 2034 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undeng Nomor 12 Tahun 2011 rentang Pemmbentukan Peraluran Perundang-undangan
(Lembaran Megara Repubbilk Indonesia Tahun 2014 Nomer 199

22 Perzturan Presiden Nomor 97 Tahan 2004 tlentang Penyelenggarasn  Pelayvanan
Terpadu Satu Pintu |Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2074 Nomaor 221|

23 Peraturan Menter Dajam Negerl Nomor 138 Tahun 2017 enlang Penyelenggarasn
Petayanan Terpadu Satu Mol Dasrab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20117
Nomor 1956

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tenteng Pembentukan Produk
Hukum Daerabh |Derita Negars Frepublik [ndonesia Tehun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diohbeh dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 120 Tahun
2018 {Benta Negara Republik [ndonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25 Peraturan Daeersh Kabupaten Lamanday Nommor 18 Tahun 2012 Tentang Retribuai

izin Mcnduikan Banguran:

2& Peraturan 1lacrah Momor 1l Tahun 2005 tentang Pembeatukan den Susunan
Perangkat Daeral: Kabupaten Lamancau;

27 Peraturan Bupati Lamandauy  Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Hepala
1¥nas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tecrpadu Sar Pintu Kabupaten Lamandau;

2 |Persyaratan Persyaratan yang diperlukan :

PEREYARATAN ADMINISTRATIF -

a. Formulir permobonan PIGG Hunlan Tidak Sederhana

b, Burat Permohonan bermetra: Bpo 1000000,

o, Surat pernvataan tanpgung jawab bermetral Ep. 101000;

d. Burat pernyataan persenijuan PBO dar lelangza,

e. Foto copy bukti kepemilikan tanah, Surar Keterangan Tanah [(SKT);

£ Data Teknia Tanah (Cambar Baas tanah vang dikuasal termasuk gambar
bangunan gedung yang audah ada [ekslsting puda area/ persil yang akan
dibangun);

g- Perhitungan Tekniz sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Hasemen Katom,
Balol, pelal laniai dan Bangka Atap, Penutup dan kemponen gedung lainnya,

I Dala Tekmnis Arsilekiur;

i, Data Teknis Struktur,

I- Infarmasi KRKFKKFR

k. Gambar rencana bangunan ([2enah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Zamping Kin dan Kanan, Petongan Melintang, Polongan memanjang
dian hitungan struktor beton bangunan khusus banpunan bertinglkat):

I. Fowo Copy Buktl Lunas PEE Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan
pengejuan permohonan izin);

m. Foto Copy KTP pemohon;

n. Foto copy Kartu NPWF Perorangan/Berbadan Hukum:

O Bukri Validas: Konfirmast Status Wajpth Pajak (vang divalidas: oleh
petugas FT3M,

p- Lalam Hal Bengunan Gedung Lebib dari 2 Lantal maka diperlukan
rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana atruktur dilengleapi
dengan data penyeledikan ranah [Thari Arsitekiun;
memiliki hubungan scal/ bawahan kerja.

. Furat Rekomendasi dar Dinas Pekenaan Umum dan Tata Rueng yang memuat
tentang Perastujuan Bangunan Gedung dan Kescadaian Tala Ruang
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5. Pus Foto pemohen ukurun 3xd ch:n}r::;hlnlﬁs?;ha BlAW PETREOTANEAT
¢ Pemvediadasa Perencasa Roneiruka e
: k araitek Dernnens) Serufikat Ara | PBG).
ptau Arate : i bile audinh sdu Perda Retrbuai
u. Bukt Havar Retnhusgi PG iapalka
1 |Sistem, * : =1l " ;
Mekaname dar i = s _‘ . - cism
Prosedur ey - Pl ‘
= @
R T LR e |
[ - -
# |Jungka Waktu |10 isepuluh hari krra srjak berkas dinyarakan lengkap dan benar
Pelayanamn
& |Biuava Retribum Sesun Peeaturun Dacrah kabupnten Lamandau Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
. Rriribuam lzin Mendsrikas: Bangunan
f | Produk Peraetujuan Bangunan Gedung {PHG] Usaha
Prlavanan
T |Penanganan Mnas Penanaman Modal Dan EBrlavanan Terpady Satu Pintu
Pengardtuan, Eabupaten Lamandau
Wi el Alamat I Batu Batargau My, 039
Musukan Ko Pus 4167, Nanga
Trlopon
Fax
Srnall
Website denpTep@lamandaukab go.id
Ievstagram dpmiptap lamandag
Facehnnk Nomptuo KabupaTer Lamandau
Lavanan Pengaduan .
Telepon: Whatedpp OHLth0 36,760
H |Sarana dan Sarann - Prasarana:
Prilsarung,
daindatan 1 Komputer: I Ruang pg-]a}.-n.na_n,.r‘nmng tunggu:
Taasliia 2. Buaner: 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Janngan internet 3. Parkar
4. Bunng Kerju 4. Penvejuk Udara (AT}
3 ATK
9 |Kompertena) U Misamal 133 usrole priugas cenrnen:
Pelaksana 4 Roordinatoc Peliyanan penmtan adalah PN,
3 Menguasa Peraturan Perundanyg Undung tentang persinan;
+ Memahar proses alur relayanan penmnen berbass elektronik;
5 Menguasm sistem aplikas: (183:
L Mampu Mengiperasionalken Komputer,
T Memiliks integ) itas,
H o Mermilik kereiian;
5 Merahki krzeharan Jusman: dan rohan;
14 | Pergawanan Prngawasan inrernal dalakulean seoaps Berienjang olek
Internat 1. Kepala Dinas:
2. Bekreturs;
3. Hepala Biudung Pelayvanan:
4. Bk hawardinator: dan
3. Arpals Suh fRgsn Umum dan Heprgawaian
Ll JJumlah 1. Keordsnatar - [ jaara) STRNE drngan atatus pegaws, PNS
laksan 2. Pelugas Back (e @0 tiran
3, Perugan Front Liner ; 4 CTETTE
12 {Jaminan i Pelavanar rloprimes sampar welesa apatula perayaratan lrngkap
Peluvanan dipenuhi oleh pemohion:
<. Telavanar J:lakdnmaiar 3eaunl tlengan ketentuan Feratyran
Perundang Undangan viasg betluky dan 80P
3. Aplikas: sinvem riekTraniig mudah Ajakaes dimanapun dan Kapanpun
13 tiaminan L. Eeluruh dekumen diterbitkiv melalui uplikas: secara elekironik dengan
kearmanan logan [D vang berbeda unms RETHD PEmMEDaes s unnk keamanan
dan data;
keselamatan 2. Teregnstas, dengan QN Codr wituk menjaon keabaahan dan
pelayvanan kebenaran dokumen ¥ang diterbatkan
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Evaluna den pengawasan techadap kegiatan dilakukan setiog maat jika
terjad keaalinhun dan perubahan atas peraturan pelodsanann,
Evaluas: melnlut Survey Kepuasan Masyarakat vang dilakulan setinp
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Perayaratun [Jasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PH0O) Menura Telekomunikas:

Na

Hompanen

Uraiim

Maaar Hukum

Undang Undang Nurmoe 5§ Tanun 2002 onilang Pembentukan Sphupaten Ketngsn,
kabuparen  Seruvan, Kabupatrn  Stkamase, Kaluparen  Lamandaw, Kabupaten
Lunung Mod Randpaten Pulotg Pizad, Rabopater Murung Hava, Eabupaten Banto
Tuimur I Ffravinel Kulhmantan Tengah;

Undang Undang Momor 23 Tahun 2012 tentang Peeierintaban Daerah [Lembaran
Negama Brpublde Ind nesm Tahun 003 Soemer 494 Tambahan Lembaran Negarn
Hepublik ‘ndunedia hWomor 53567 sebdagrnimana (elah beberapa kal dautsb terakher
dengan Lnddang: Unedang Morooe 11 Tahue 2020 teeiang Cipta herja;

Undang Undang Somor 2% Tahun 2002 1onrang Bangunan Jelung ilembaran Negara
Hepublik Inbonesia Tahun 2000 Nomer (54 Tambohan Lembmiran Negara Hepubilik
Indonasin homor 4247 sebagamana telidy diabah denean Undang Undang Nomor
11 Tahun 020 |Lembaran Megora Bepallid hdenesia Taboen 2020 Somor 245,
Tambahanr lemSaran Negara Wepuabklk Indsaesia Nomos $375

Lodang-Ladang Numoar 25 Tahas 2007 trotang Peoumaman Mo lal 1Lemtmean Segara
Republtk Indoncsia Tahun £007 Romor 67, Tambaban Lemtwran Negara Bapublik
Indonesie Memor 474040 sebagmmana trlah didbab deogan Undang Undang Romor
11 Tabun 020 Lermboaran Srgara Beesibhiz Indenesia Tahon 2020 Namer 245,

Tambahan Jembaran Segara Repulili iocdonesia ™ an-e 8573

Undang Undang Nomuar 26 Tabupn 2007 frplang Penatean Busng (Lemboaran Negars
Republik indoneswa Tahun 2007 Yomer i Tambatan Lembaran Bepublhik (ndoneun
Negara Nomor <005 schagiuimana telab lubabh dengan Undang Undang Somor 11
Tahun 20240 ilembaran hegora Repubbk Indomesia Tanwe 20200 Nomor 245,
Tambahun Lembaran MNegari Frpublic hedenceia Nomor 65773,

Undane Undang Nomer 11 Tabonr 2306 rniasg infermas: dur Trarnsaks Yektrond
iLembstrion Negara Hepublk Indepesia Tabun 2008 Somor 58 Tambahan Lembaran
Wegara Mepublik |ndonesia Somor 4845) acbagaimany telab dubah dengan Undang:
Undang MNemar 19 Tahur 20000 ' Lembiran Megara Bepuoblk lndenesia Trhun 2016
Nomor 5L Tambabhan wernbarun Segars Sepoiik Indonesia hemor 39520

Vindang Undang Kemar 14 Tolyn J00H tentang Keterbukaan  Infurmast Publik
ILembaran Megara Bepublk Todenesia Tihun Z00E Nomor & Tambahan Lembaran
megars Meputiak Indienesia Noomer 2834,

Undang Ledang Somar 25 Tabup S0 reptang Pelavanan 2tk |Lembarun Negara
Erpublik Irnlosiedus Tohun 200 Komor 112, Tambmban Lemloran Megnra Repuliik
Indonedta Nemor 506058

Unedang -l nelang Soemoe 28 Tabiny 2005 srotang #oak Dacral dan Retrbua Dasrah
ilembaran Negara Hepublik nudonesia Tabgn 20008 Nomar D300 Tambahnn Lembaran
Megara Hepublik [nidonesia Nomar 530489 sebagmmana telah iybah dengan Undang
Undang Momar 11 Tahun 2000 jLembaran Megara Bepublik | ndonesia Trhun 2020
Nomer 445 Tambakan Lembarare Negara .i-.'r'Fub::L; Inderesia % mar 6575

1

Undang Undang Nomor 32 Tuhun 2000 entang Perlicdungan dan Petgedslaun
Lingkungnn Hidup Lembaran Negara Kepullik lndonesia Tohun 2009 Momer 140,
Tambahan Lembarin Negars Frpoblie indunesia Xomer 5050 sshagiuimana telah
diubah deagan Vndang Undang Nomor S0 Tahun 2020 Lembacor Newura Hepubik
Indonesin Tahur G020 Momer 245, Tumbnan Lembnran Megnes Repuhibk Indonesis
MNomor 857 3],

11

Undang Usdang Nomar 12 Talun 2011 tertang Pembentukan Peraiuran IPerundarny
undangan  Lembarin Segara Fepublk 'nlsnssia Tahun 3000 Nomaor 92, Tambahan
l.embaran Megara Republik Indonesia boemar S204) webmagaimann telah divhab denpan
Vndang Undang Nranor 18 Tahan 2019 (Lembaran Negura Repabllk Tndonesia Tahun
2019 Nomer 183, Tumbahan Lembasar Segara Repulik Indonesssa Nomer #3980

Undang Usnlang Somes 23 Tahun 2004 lentang 'emerintaban Daesrah (Lembaran
Negara Republik |ndenesia Tahun 2014 Momor @44, Tambwhag Lembaran Negarea
Fepublik Indonesis Nomor 55570 sebaginmang celah diubah lelwrapa knl terakhar
dengan Undang Unrdang Xamor 27 Tahen 2020 1 Lembarar Megura Repubik Indonesa
Tahun 2000 Nomoe 245, Tambahan Lemlaran Negara Hepubilk Indonesa Nomer
B5731;

Undang Undang Nomor 11 Tahuno 2000 rentang Cipte Sreema ilembarng Negara
Republk Indoneaie Tahun 2020 Nomor S35 Tambohan Lemiaran Mewira Republik
Indanesin Momeor o573

19

Peraturan Pemerintah Momor 96 Taban 2013 tentiung Pelaksanaan Undang Undang
Womar J5 Tahun 200 tentang Pelavanan Publik | Lembaran hegare Republik

Indoneaia Tahun 40012 Nomar 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaca
5357,




15 PFeraturan Pemennteh Momar 82 Tahun 3012 tentang Penyelenggaraan E?iatern dan
Transaksi Elektronik (Lembaren Negara Republik Indonessa Tabun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S348);

16 Prraturan Pemerintah homor 5 Tahun 2021 tentang P::nye_]-:nggaraan Perizinarn
Barusaha Berhasis Risko [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Mamor Gf2a|;

17 Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun ar¥al tentang Penyeletggaraan Perizinan
Beruzaha di Daerah [Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 221 Memor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomar 96 18)5

1B Peraturan Pernerintah Namor 148 Tahun 2031 tentang Peraturar. Petaksanaan Undang
Undang Nomnr 28 Tahun 20032 Lenrang Bangunan GCedung :L:::nbamn Nega:_'a
Repuhlix Indomesia Tahun 2521 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor GEERY

19 Peraturan Pemerintah Momoc 21 Tahun 2021 tenlang Penyelengzaraan Penataan
Ruarg {lembaran Negara Hepullik Indonesin Tabun @021 Semor 31, Tambahan
Lembaran Yegara Repoblk ndonesa Momat G435

a0 Peraturan Pemerntah Nomer 22 Tahun 202) tentang Penyelergraraan Pcrﬁ_ndungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup iLembaran Negars Republik Indomesia Tahun
2031 Momer 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomot Rl dH;

21 Peraturan Presiden Momor 87 Trhun 2014 lenrang Peraturan Pelakzanran Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan Feraturan  Perundang-
2% Peraturen Presilen Nomeor 97 Tahun 3514 tentang Penvelenggarasn Pelayanan
Terpadu Saru Fintu [Lembaran Negara Hepublil indonesia Tahun 2014 Wamor 221)
73 Peraruran Menter akm Negeri Nomer 138 Tahun 2017 tentang Penvrelenpgaraan
Pelayanan Terpadu Seiu Tinta Daerah (Beritu Megara Republik indonesia Tahun
2% Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenlang Permnbentukan Produk
Hukum Dastab Herita Wegars Repubiik Indonesia Tabun 215 Nomor 2036|

25 Peraturan Dacrah Kabupaten Lamandau Momor 18 Tahun 2002 Tentang Hetribusi
[zin Mendinkan Bangunan,

2% Peraturan Daerah womor Ll Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupalen Lamandau;

27 Peratutsn Bupau  Lamandau  Bomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Diinas Prnanuman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;

2 |Persyaraten Persyaratan yung diperlukan :

PERSYARATAN ADMIMISTEATIEF

a. Pormulir permohonan FEG Hunien Tidak Sederhana

b. Surat Permohonan bermetral Rp. L0000,

c. Sural pernyataan tangeung jawab bermetrai Rp, 10,0007

d. Surat pernyataan perseryjuan PBG dan retangga;

. Faro copy hukt kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah [SKT):

[ Data Tekniz Tanah |Gambar Bataa tanah yang dikwasal termasuk gambar
bangunan pedung yang sudah ada jeksisting) pada area/ persil yang akan
dibsargunt

g. Perhirungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kelom,

Balok, pelat jantai dan Bangka Arap, Penutup den komponen gedung lainnya;

h. Data Teknis Arsiteklur;

1. Data Teknis Sceakturn

i [nformasi KRKfKKPE

k. Gambar rencana bangunan (Penah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kiri dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang
dan hitungan strukiur beton bangunan khusus bangunan bertingkatt:

|. Fote Copy Huks Lunas PEB Tahun Terakhir 1 Lembar [sesuai dengan
pengajuan permohonan =in;

m. Foto Copy KTP pemohon;

n. Fole copy Kartu NPWP Peroranganf Berbadan Hukum;

&, Bukti Validasi Konfirmas, Bratua Wajib Patak (vang divalidasi oleh
prtugas PTSH);

p. Dalam Hal Banpunan Gedung Lebih dan 2 Lantal maka diperiukan
rencana strukiur maka pertukan pechitungan rencans strukour dilenghkapd
dengan dara penveledikan tanah Dar: Arsitcktory;
metniliki hubungan staf/ bawahan/kera,

1. Surat Eekomendasi dari Dinas Pekenaan Umum dan Tata Fuang yang memuat
tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kescauaien Tata Ruang

r. Bural Pernyataan Pengeleluan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

5, Burat Fekomendasi dari Diskorminfo;

r. Pas Foto pemchon ukuran 3x4 sebanyak | lembar;

w. Penyedia Jasa Perencana konsiruks badan usaha atau perseorangan
atau arsitek Arsirek Derlisensi iSecufikar Araitekout];

w. Bukti Bevar Hetnbusi PBG |apabda sudah ada Perda Retribus: PREG).
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5 |Biava Retrihum Sesuad Peratusan Dastah Kabupeten Lamandse Fomor 28 Tahun 2012 Tenang
Reiribun lzin Mendimbkan Hangunan
A | Produk Presctusuan Bangunar Ciedeng 1PAGH Menara Telekomumkas:
Pelavanan
T |Penanganan wnas Penanaman Modal Dan Pelavansn Terpadu Sata Puntu
Pengaduan, Kuabupaten Tamandan
Sarsn dan Alaimat I Ratu Batanggui Mo [49
Masukan Kode Pos TALIEL, Nanga
Trbeymnn
Fux
wouml
Webmite domplso & driand sacslt o id
[tistagrmin iprr s lamandag
Fareloor Gpmotso Cabiupaten Lamanday
Lavinan Pengaduan o
Trebepmm: WharsApp OELF96236260
# |sSarena dan
Prasarana, SArana ¢ "ragarana!
danfatau 1. Komputer, 1. Ruang pelavanan/ Tuang tunggu
fasilitas 2. Reaner, 2, Laker marehiri flan pemandu loket
J.oWdanngan intemmel 3, Parlkar
4. Huang Kenja 4. Penyvejuk Lidara [AC)
5. ATK
& |Komperens I Mimmal 23 untuk petugna periZinan;
Felaksana 2 Koordinator pelayanan perzinan adalab PHE;
Mrnguasal Peraturan Perundang Undang tentang petizinan;
4 Memahami prosea alur pelovunan perznan berbame elektronik
S Menguasai sistem aphiboas ORE.
o Mampu mengoperaacnalkan komputern
T Mermibik iniegmitas;
Fo MMemibikr ketelibian;
i Memibik kesshatan jasmani dan rehan
1 | Pengawasan Pengawasan nternal dilakuknn secara begenjang aleh ¢
Internal 1. kepala Thnas;
2. Brkrrtans;
3 Rrpala Bidang Pelavanan:
4 Hub heordinators dan
5. Kepala Sub Bagpan Umum dan hepesawaian
Ll f-Jumiah o Rewsredinarer @ 1 48Ty orang rdengan status pegawa) PNE
Pelaksana 4 Priugaa Hack Ofice @ 2 Grang
3, Pretuges Front Liner @ 4 oring
12 |Jaminan 1. I*rlayanan diproses sumpn aclega) apabila peeaynratan lengkap
Prlavanan dipenuhy olen permoalon:
2 Pelavanan dilaksanakan araual dengan ketentunn Peratutan
Prrundang-Lndangan yarg berlaka dan S0P
3. Aphikas: s1atem slewironik mudah diskses dimanapun dan kapanpun
13 |ijamman 1. Seluruh doumen dirrettkan melalal aplikas srcara elektronlk dengan
keamanan lpgam 1D yang berberdi untuk aenjap pemeoacs iy untuk keamanan
dan IER
keaelamatan 2 Trregnatazi dengan QB Cosde wniuk menannn kenbaaban dan
prlayanan kelenaran dokumen yung rluerhitkan
14 |Evaluas: I Evaluasi dan pengawasun erhadap kegiatan dilakukan setiap saat jiks
kKineria trriach kesaiaban dan persduwbhan atas perateran pelakaanaan:
Pelakaana <, Ewaluasi melalus Susvry Kepeasan Masvarakas vnng dilakuban setiap
Semester;
3. Evaluasi melaiu monutaniig evaluasi dan ptja;u:r_m_kmpryt oflakaana
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Lam piran VIII
Namor : 503.6 /.40 /VIl/ DFMPTSP-2022
Tanggal : 20 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (5B
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret | Atau 2 lantai) Yang

FPengawasannya Dilakukan CHleh Pemililk PBG

No

Koemponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabuparen Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas=, Kahupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kebupaten Berite Timur Di
Prowvinsi Kalimantan Tengah;

Lndang Undang Nemor 23 Tahun 2014 rentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Megara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 558Y) sebagaimana telah beberapa kali divhah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 rentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonemia Nomor 4247 sebagaimana telab diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Eopuhlik Indonesia Takun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran MNegara Bepublik
Indonema Nomor 4724 schagaimana telah diubah dengun Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 {Lembaran Megara Republik Indonesia Takun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer #5733

Undang-Undang Nemor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara
Republik [ndonesa Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
hegara Nomor 4725} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Megara Repulidik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomer 6373);

Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2008 rentang Informasi dan Transaksi Eleltranik
(Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republbk [ndonesia Nomor 4843) sehagaimana relah diubah dengan Undang
Undang MNomeor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomer 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55953);

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulkasn Informaszi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4846

Undang Undang Nvmor 25 Tahun 2000 tentang Pelayvanan Publik [Lembaran Negara
Hepublik lndonesta Tahun 2009 Neomor 112, Tambehan lembaran Negara Republik
[ndenesia Nomar S0038),

Undang Undang Nomer 28 Tahun 2009 rentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahan 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
MNegara Republik [ndonesia Nomor 5049) sehagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang MNemor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2020
Momor 243, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 6573);

10

Undang-Undang homor 32 Tahwun 2009 teatang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup [Lembaran Megara Republik [ndenesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahen Lembaran Negara Repuhblik Indonesia
MNomer G573,

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentung Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (lembaran Kegars Hepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara REepublik Indonesia Nomor 52349] sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomer 15 Tahun 2019 [Lembaren Negara Republik [ndonesia Tahun
2019 Namar 183, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 rentang Pemernnlahan Daerah {Lembaran
Wegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 558Y) sehagaimana ftelah diubah heberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomer 11 Tahan 2020 (Lembaran ¥cgara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Leéembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B573):

13

Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kerja (Lembaran Negara
Republik [ndenesia Tahun 2020 MNomer 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 557 3);

14

Peratluran Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Peluksanaan Undang-Undang
Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Puhblik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Namaor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);




15

Peraturan Pemerintah Nemor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elekrroruk (Lembaran Negpara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 5348(;

16

Peraturan Pemerintah Memor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasiz Hisiko [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2021 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6528);

17

Peraturan Pemerintah Momor G Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha i Daerah (Lembaran MNegara Hepuhlik Indonesia Tabun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £& 18]

13

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Memor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6628);

7]

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasn Penataan
Ruang [Lembaran XMNegara Republik Indenesia Tahun 2021 Womor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik indencsia ¥Nomoer 6633);

20

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2021
Nomar 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Somor 663 4);

21

Peraturun Presiden Nomaor HY Tahun 2014 1entang Peraturan Pelakzanaan Undang-
Undang Momer 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 199)

a2

Peraturan Presiden Numor 97 Tahun 2014 rentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu
Batu Pintu (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentung Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 20117
Nomor 1956];

24

Peraturan Menteri Didam Negeri Nomar 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah divbah dengan Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 [Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2018 Nomer 157);

Peraturan Menteri PUPE Nomor 27/PET/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung,;

26

Peraturan Daerah Kabuparen Lamandau Nemor LB Tahun 202 Tentang Retribust
Izin Mendirikan Banguinan;

a7

Peraturan (laerah MNomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranglkal Daerah Kabupaten Lamandau;

28

Peraturan Buparn Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegusian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanamarn Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabuparen Lamandau;

Persyaratan

Persyaratan yang diperluban :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF ;

a. ldentitas Penduduk [KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung;

b. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik
Banpgunan Gredung.

PERSYARATAN TEKNIS
a. Surat Pernyalaan Kelaikan Fungsi Hangunan Gedung dari Pemda;

k. 53K IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnyva;
c. bGambar terbangun |as bt drawings ) yang dibual sé¢cara sedernana dengan

infermasi lengkap. |apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah
terbangun dengan Sk 1MB);

d- Hasil dekumentasi setiap tahapan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yvang
yvang dibuat oleh pemilik bangunan gedung;

Sistem,
Mekanisme dat
Prosedur

Janghka Waktu
Pelayanan




Giaya Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungul Biaya (Garatis|
| Produk SLE Untuk Bangunan fiedung Baru {Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Derer
Peluyanan Atau 2 lantait Yang Peogawnsannyva Cilakukan e Pemilik PRG
7 | Penanganan Mhnas Penanaman Modal [3an Pelavanan Terpade Satu Pinta
Pengaduan, habuparen Lamandaw
Saran dan Alamat 1l Baty Batanggal Mo 039
Masukan Kopde Pus 74161, Manga
Teiepon
Fax
einail
WwWehsite dproptsp@@lamandaukab gooad
[nstagram dprrptsplamandau
Focelook Dpmptsp Kabupaten Lamanday
Lavanan Pengadiian
]'e-l_r_r'pon Whiat &g r1Z|'R'.I JRBXIGTHO
§ {odzana ga Sarana ; PrasaranH:
E;:T::::?I 1. Kamputer, 1. Ruang pelavannn,/ruoang tungau
fasbitny 2. Beaner; 2. Loket mandini dan pernandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkir
4. Ruang Kerja 4, Penyejuk Udara (AC)
o ATK
o |Kempetens 1 Minimal D3 untuk priugas perizinan;
Pelaknana 2  hoordinator peluyanan perizinan adalah Phs,
3 Menguasai Persturan Prrundang Undang tentang perizinan;
4 Memahami proses adus pelavanan perizinan berbasis elektronik;
i Menguasa swatem aplikaxn O35
G Mampu mengoperasionalkan kompuler:
T Memilik inregritas,
8 Memiliko ketelitian,
3 Memiliki kesehatan jaamani dan cohani
10 | Pengaw s Fengawasan internal ddakukan secara berjenjang oleh ¢
Internal 1. Kepala Thnas;
2. Srkrelans,
3. Kepala Ridang Pelayanan,
4. Bub koordinatnr. dan
5. kepala Sub Bagian Lmum dun kepegaowralan
11 {Jumlah 1. koordinator : | (safu) orang dengan status pegawm PNS
Pelakmunn 2. Petugas Back Officre 2 {rang
3. Petugas Frant Liner 4 orang
12 |Jaminan 1. Pelavanan diprases sampas s2lesai apabila peravaratan lengkap
Pelayannn dipenuhi oleb pemobion:
2. Pelayunan thlisksinnkan sesual dengan ketenivan Peraturan
Perundang Lhnilungnn vang berlaku dan SO
3. Aplikasi sstern elelkironik mudah diakses ditnanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diderbitkan meladui aplikasi secnra elekitonik dengan
kramunan login ITY vang berbedn uniuk setiap pemroses 20 unluk keatanan
e data;
keselamatan 2. Teregnstaz dengan QR Code unruk menjamm keabsahan dun
pelavannn kKebenaran dokumen vang diterbirkan
14 |Evaluss 1. Evalua=m dan pengnwasan terhadap Kematan dilakuknn setiap saat jika
Kinerja terjadl kesalahdn din perubahan atas peraturap pelak sanaan;
Petaksansa

2. Evaluas melalur Survey Kepuasan Masyarakat yvang dilakukan sedap

Sementer;

3. Evaluasi melalui mononng, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
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Lampiran IX
Nomor - 5036204 Vi DPMPTSP-2022
Tanggal : SO fuli 2022

ETANDAR PELAYANAN (3P|

Perayvaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (FBG) Huniun Tidak Sederhana
HLF Untuk Bangunan Gedung Bars (Rumah Tinggal Tunggal dan Bumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai] Yang

Pengawasannya Menggunakan Penyvedia Jasa

No Kamponen

raian

1 |Dasar Hukum

Undang-Undang Nomaor 3 Tahun 2002 rentang FPembentukan Eabupaten Katingan,
kabupaten Seruvan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandauw, Kabuparen
Gunung Mas. Kabuparen Mulang Pisau, Kabupaten Murung Eava, Kabupaten Barico
Tumur Dh Provinst kalimantan Tengah,

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2014 tentang Pemerntaban Daecab [Lembaran
MNegare chuhl:k Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Momar 5587 scbrgaimana tolah heberapa kali divhah terakher
dengan Undang- Undang Nomoer 11 Tahun 2020 tenleng Cipta Kerga;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenlang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2002 Yomoe 154, Tambahan Lemberan Negare Ropublik
Indonesis Namor 4247 schagaimana tolah dichah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2040 (Lembaran Kegare Hepubilk Indonesia Tahun 23020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Regara RBepublik Indonesia Nomor 6573

Undang Undang Nomoer 25 Tehun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negars
Eepublk Indonesia Tohun 2007 Woemor 67, Tumbahan Lembaran Negara Eepublik
Indonesia hamor 4724 sebagaimana telah divbah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2025 (Lembaran Wegara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeoesia Nomor 6573);

il

Undang-Undang Wemor 26 Tahun 2007 rentang Penataan Ruang [Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tanun 2007 Nomeor 48, Tambanan Lembaran Republik Indonesia
Megara Nomor 4725 scbageimana telah divhah dengan Undang-Undang Nomore 11
Tahun 2020 (Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3L

Undang-Undang Nemor 11 Trhun 2008 tentang [ntormasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Neppra Republik Indonesia Tahun 2008 Womor 58 Tambahan Lembaran
Megara Bepublik Indonesip Womor 48435 schagaimana retah diubah dengan Undang-
Undang Momar 19 Tahun 2006 |Lombaran Megara Eepublbk [ndonesia Tahun 2016
Momor 231, Tambahan Lembaran Negara Bopublik Indonesia Nomor 5952,

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tontang Keterbukzaan Tnformass Publik
(Lembaran Negara Republik Indoneais Tahun 2008 Womor 6], Tambahan Lambaran
Neg;ara Fepulblik Indonesia Nomor 4846,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200% tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2009 Nomar 172, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Momaor 5035

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 200% tentang Pajek Dasrah dan Reteibusi Dasrah
[Lembaran Negara Republik [ndoneaia TrRhun 200% Nomeor 1340, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S049) schagaimana telah diubah dengan Undang.
Undang Momor L Tabun 2020 [Lembaran Megara Hepublik [ndenesia TaRhun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 857 31;

10

Undang-Undeng Nomeor 32 Tahur 2009 rentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republie Indonessa Tabun 2009 Nomor 140,
Tambeahan Lembaran Negara Republbk indonesia Nomor 505% aebagaimans ielah
diubah dengan Undang-Undang Nomee L Tuhun 2020 (Lembaran MNegara Hepublik
Indomesia Tahun 2020 Nomeor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomoar B373I;

171

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang.
undangan (Lembaran Megara HEepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5234 achagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomaor 13 Takun 2019 (Lembaran Negara Republik Indenecsis Tahun
201% Nomor 183, Tambahan Lembaran Megara Repuhlik Tndonesia Nomor 6398

12

Undang Undang Momor 23 Tahun 4014 tentang Pemernintahan Dasrab (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah divhah beberapa kabi terakhur
dengan Undang Undang Nomeor 11 Tobua 2020 {Lembaran Negara Republik Indenesia
Tehun 2020 Nomor 2435, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor
BT,

13

Undang-Undang Wemor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Momor 6573,

14

Peraturan Femerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petakzanaan Undang-Undang
Momaor 25 Tabun 2009 tenrang Pelavanan Publik (Lembaran Negare Eepublik
Indonesia Tahun 2012 Momor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
5357}




L3

15 Peraturan Femenntah Nomor #2 Tahun 012 tenlafiy Pc_n}'el:nggara,ﬁn 31:.Mr~m ‘:;a;'t
Tranankai Elekirenk (Lembaron Negars Mepaihlik Indonesia Tahun 20179 Memor 189,
Tarmlmhan Lembaran Negal e Republik L megia Rompr 5338

16 Peratweas Semciintat Nomop FoTahuon S UL TERLARG Feourlrmggarasn Prrznan

Beruanha Berbasde Hugideo [Lermharas: Sopara mReputnik |1"'|l.”".E'l'll::.‘i:.:I Tahus 24:21 Nomor
15, Tambahan Lembaran Megon Hepubilk |ndonesi hemar S|

1% Peraluran Pemenmtah Nomaor £ Tahun 4ol rentang Penyelenggaraan Prﬂxln‘a.n
2y i . - =11 i 1
Berusaha 40 Dacral Lemilaran Negata Rroahls Indonesia Tahun Z02T Moemor 16,
. ; T 3 I " A r ' an
Tambahan Lemisnran Segara Kepubla i aes2 Sy Aa 18

18 Peraluran Pemerintah Nomor 10 Tahun 20021 tenifang Porararan irlokaanasn Undang

Undang Suores 2H Tahdan 202 lenlang Bangunan  Geduny |Lembaran  Negara

Repulink indzaema Tanun @01 Nemor 26 Tambwhan Lembaran Negara Hepublik

[ndonegia Norar 2 25

1% Persluran Pemerntah Nomos 21 Tahun Sl lentang T-’r.n-.-'rIrnggardanlrli"z-.nal.a;lrl.
Ruatg |lembarnn Mepaes Hepoblik Tnedonesia Tabun 2021 Momer 31, Tambahan
Lemtbaran Negara Erpublhk lntenesia Somaor BE23;

S0 Perafiiran Pemonntan oo r 28 Tanun SO rentand Pemve engpamaan Perlindungan
dan Prageloluan Lingkungan bhdun lembaran hegara Fepibik indoress Tahun
251 Komor 32, Tombahan Lembaren Segara Bepubbk indonssi Somor L RETH

Peraluran Presolen Nomoes A7 Tahun 214 tentang Peraturan Prlaksanaar Undang-
Undarg %omor 2 Takus 20711 tentang Pembestukan Peraturan Perundang
wndangan (Lembwran Negara Hepublin Indonesia Tahun 2014 Nomer 195

<

—

22 Peraturan Presiden Normor 47 Tabun 2013 tenlang Peryelenggaraan Pelavanan
Terpadu 2300 Mty Lermbeuan Negara Hepublk indunesia Takuin 201+ Momor 2215

23 Perwiuran Menter [dalam feegon homor L3E Tahun 2007 renteng Penyeicnggaraan
Pelayunan Terparla SBata Pintu Daerah (Heota Nepara Bepulibk Indoness Tahun
0LLT Nomor 1WA

24+ Peralaran Mentern Daiam Sopes: Semer S0 Tahan 2005 tentang Pembeniukan Produk
Hurum Dasrah Memta Separa Hepuldik indonewa Tahun 2015 NSomor 2036)
gebagumana telah diwbab dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Fomor 120 Tabun
20T 1Herita Negara Bepublik Indoneasa Tahun 2016 Nomor 157);

25 Peraturan Merier; DUPR Nomor 2V UPHTAMA200M tentang Sertifikar Ladk Fungsi
Bangunar Gedung,

26 Pendurun Dierah Kabupaten Lamandau Kemor 18 Tohun 2012 Tentang Retnibyal
Laam Mendinkan [inngunan;

27 Feraturan Daetak Nomer 37 Tahun ooy

ertang Pembentykan Jdan Susunan
Perangkar Jacsoh Habuparen Lamandau.

28 Peraturan  Hupeb  Lamandag Nomer Tahun 2022 twenteng  Pendelegasian
kewrnangan Penyelenggorann Perizinas drrusaha dan Non Berusaha Kepacla Kepala
Denas Peranamay Modal Dan Prlayvanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;

2 |Persyaratan Persyarntan yung diperlukan :

PEREYARATAN ADMINISTRATIF -

a. |dentitas Penduduk KTP/ RITAS: Pemiblik Hangunan Gedung

b. Surat kuasa sbar pemulik bangunan gerung bila pemohon bukan Permilik
Bangunarn Gedung,

FERBYSFEATAN THE%IZ .

a. Surat Pernivaraan Eelatkan Fungs) Hasgunan Gedung dan Penyedia Jaga;

b 3K IMB terakhir beserta limpiran rencana rebrus bangunan l:d i

u Y

CLRrMMDar TRIanEun e nanl Arawings | vang aubilat .-geEuara a&%lcrhralﬁl;yﬂéngun
informaz lemekop, apataie ada perlestuan antara bangunan yang sudah
trrrmng-un Gevran BROIMEL .

o Dekumen kaman kesa dengan perivedie [434 prngawasan kondiruksi

e Laparan pergawasan selioma Konstrukar;

I Hamd pergupsn matecal (1ol adal;

. Humil Petigetesnn dus Penpan Teatng And Commiszioning Peralatan dan

Bangunans Selung Bila Adda,

h. Manual pengoperagan. pemeltharaan Adon perawatan Banginan Gedung serea

. prralatan dan perletighapnn Bamgunun Gedung (bala ada|;

1. Rekomendas: ks dan perangkar ducrah teckait.

3 | Seatem,
Mekaniame dan
Frossdur




4 |Jangka Waktu |10 |1Sepulubil han kera sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Prlavanan
5 |Hiaya Sertifikat Laik Fungay Tilak Dhpuangel Biaya (arabis]
£ |Frwluk BLF Untuk Hangunan Gedung Baiw o Humah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1
Frlayanan Atau 2 lantal| Yang Pengamasanny:s Menggunakan Penyedia Jnaa
7 |Penanganan Dinea Pennpaman Modal Dan Pelavienan Terpadu Satu Pt
f=ngaduan, Kebuparen Lamandau
Saran dan Alamarc 1 Hat. Fata-ggoe Mo 1144
Masukan Koy Do FTHLIEL, Marga
Telepuon
Fax
cmel
Webaie ApratsoElamar davkaty.go id
]I".'E'I!a,grnill At ptap lamanda.
Farelbook Cpmptyp Kabapaten lamandau
Lavaiiau Pepgadunn
Telepnn WhatsApnp : DEIZNESARIED
8 |Sarana dan Sarana Prasarana:
Prasarana,
Hesifatat 1. Komputer, 1. Ruang prlayanan/ruang tunggu
Tasilitas 2. Scaner; 2, Lolet mandiri dan pemandu loket
3 Jaringan inlernet 3. Parkar
4. Runng Kerja 4. Penyejitk Udara [AC)
3. ATH
9 |Eompetenss 1 Mimrmal 133 untuk petugas perimnan:
Pelakaana 2 Kuurdinator pelavanan penzinen adalah 388,
3 Menguasa: Peraturan Perundang: Undang Erpi ATE PerLnmArn:
4 Memahami proses alur pelavanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasg aistem aplikas 085,
£ Mampu mengoperasinnalkan kompuiter;
T Memulik: imtegnitnn
B Memibk ketelhtian,
G Memiliki kesebulan jasmant dan rehan
10 | Pengawasan Peagawasan internal dilukukan secara berfenjung ojeh ¢
inlernal s hepitls 2Ninas.
2. Bedretars;
3, Hepala Hidang Pelayvanan;
4. Buby hvwordimator; dap
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 [Jumiah 1. Kesrdinater 01 aatg orang dengan status pegawai PNS
Pelak=ana 2. Petugind Rark Qifice I Orang
d. Petugas Fronr Liner : 4 orang
12 J.laminan 1. Pelavinan diproars sampai selesn apatuda peravararan lengkap
Pelavanan drpenrub oleh pemehon;
4 Pelavanan dilasarakar sesua desgan Ketenfuan Peraturan
Perundang-m lungan vang heriaku dan So
d. Aphikisl sistem elekieonik muidah diagees dvmanapun den kapanpun
13 [Jaminan «o Beluruh dokumen Aiterbitkan melalui aphikon secara elekironik dengan
Kearnanan legmn 177 vane berbeda car,k Aetiap pemirsea 1210 untuk keamanan
ddan data,
kearlamatan 2. Teregnatas dengan QR Code uniuk menpamin keabsahan dan
prerlayanan kebent an dokamen vang chierlutkan
14 |Evaluasi i Evaluus dan progewasar terhadap kegiatan dilakiikan aeliap saat nka
Einera Teriadl kesalahun dan peruhakan atas peraturan pelaksanaar;
Pelakaana 2. Ewvaluas melalur Survey Kepuasan Maavarukat vang dilakukan setiap

Semester:

2. ¥valuaai melalu) monitoring, eviduasi dan pelaporan kit g pelaksuna

KA ;
/ rkﬁuiff% en Flulik
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Lampiran XI
Nomor  503.6 20 /VII/DPMFTSP-2022
Tanggal - m Juli 2032

STANDAR PELAYANAN (5P
Persyaratan Dasnr Perizinun Herusiha

SLF Untuk Bangunan Grdung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan tedung Khusus Yang Pengawasannya Crilakukan

Deh Lebik [Dan Satu Penvedia Jasa

No

Komponren

Liraian

[lagar Hukum

Undang Lndang Nemor > Tahun JHL2 tentang Pembentukan Kabuparen Katingan,
Kabupaten Seruyvan. Kabuputen Sukumara, Kabuparen Lamandat, Kabuparen Gunung Mas,
Kabupuien Tulang Fisau. Kebuparen Murang Hava, Kabupaten Harito Timur [ Provins
kalimantan Tengah.

Undang L ndang Somor 23 Tahun 2UL4 tenrang Pemenniahan Daerah [Lemtbaran Negara
Republik Indonewn Tahun 2014 hemor 244, Tambahan Lembaran hegarn Republik
Indonesia Komor 5587) sehagaimana iclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Somor 11 Tahun M0 tenrang Cipla Kerja;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 teatong Bangunan Cedung (lembaran Negura
Republik  Indonesin Tahun 2002 MNomor 173, Tambahan Lembaran Negara  Republik
[ndonewn Nomor 4247 sebagmimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11
Tahun 000 (Lembaran Segara Republik [mdonesa Tabun 2020 Saomor 245, Tambahan
Lemburin Negaran Hepublik [ndonesaa Nomar 273,

Undang Undang Moemor 25 Tahun MW7 rentiug Penanaman Moda (Bembaran Megura
Republik [ndonesn Tabun M7 Xamear 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4724 sehagaimani telah divbah dengan Undang  Undang Somor 11 Tawhun 2020
[Lembaran Negara Repuhlk Indonesia Tahun 20020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneuin Momor 6573);

Undang Lndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Fuang (Lembaran SNegara Repubilik
Indeoesia Tahun 2007 Momer 68, Tambahan Lembaran Kepublik Indonesia Negara Nomar
4725] sehagaimana (clah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Segara Hepublik Indonesa Tahupn J0000 Nomor 2435, Tambahan Lembaran Negara Repubilik

[ndonesa Nomar G573

iy

Undang Undang Nemor 11 Tahug 208 tentang Informasi dan Transaks  Elektronik
{Lembaran Negarn Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik ndonesma Yomor 48:43) sebagamana telab diubah dengan Undang Undang Somor
19 Tahun 2015 1Lembaran Negara Eepublik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembiwrnn Negarn Republik Indonesia Nomor 59521,

Lndang Undang Memor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran
Negara Hepubiik Indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indenewa Nomor 4836}

Undang Undang “omer 215 Tahun MHMG tentang Pelavanan Publik (Lemburan Negara
Repuldik ndanrwa Tahun 200% Somor 11Y Tambahan Lembaran hegara Repubitik
Indonesin Nomar 500387

Undang L ndang Nomor 2H Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Betribust Daerah
{Lembaran Negard Kepublik Indonesia Tahun JIK0 Xomaor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndencsas Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
I} Tahun 2020 |Lembaran Segara Republik Indonesia Tukun 2020 Komor 245, Tambahun
Lemburan Negarn Hepuhlik [ndonesa Nomar 65771

I}

Undang Undang Nemor 32 Tahuan 2w tenrang Perlindungun dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup {l.embaran Yegara Republik Indonesa Tabun 2000 Somor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Sumor 50547 sebagaimana telak djubak dengan Undang-Undang
Somor 11 Tahun 023 tlembaran “rgara Republik indenema Tahun 200 Nomor 245
Tambahan Lembaran Segarn Repubbik Indonesia Somor 0a73); )

1]

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2001 Ienlang Pembrentukan Peraturan Perundang
undangnn (Lembaran Negura Republik lndenema Tahun 2011 Nomor 8} Tambahan
Lembaran Negara Republih Indonesin Namor 5234 schagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Momor 15 Tabun 2010 (Lembarin Negarn Republik [ndonesia Fakun 2019
Nomar 143 Tambahan Lemluran Negara Republik Indonesa Nomor #3198

1i

Undang Undang Nemor 23 Twhun 2014 tentang Pemerintahun Dacrab {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuo 2014 homor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
fr:dnnra.iu Semor S587 sebagaimana telab diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang
Lndang “omor Il Tahun 2000 {lembaran Segara Republk Indoneswa Tahun 2020 Nomor
243, Tambithan Lembaran Negara Republik Indonesia Komor 6573,

Lndang Lndang Nemear 11 Tahun 2020 ntang Cipla Kerja (Lembaran Negarn Repuhlik

Indonesia Fahun JOX Nomar 245, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonema Nomor
6573);

14

Peraturan Pemerintalh Nomoer 96 Tuhun 2012 lentung Peliksanaan Undang Undang Nomor
2_5 Tahun_zm}fj tentang Pelayvanan Public (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 202
Somor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);

e —




15

Peraturan Pemerintah Nogtor B2 Tahun 2012 tentang Penyvelemggaraan Sistem dan Transaks
Elektronik |Lembiran Negarn Republik |Indonesia Tahun 2012 homar 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Komor 5344

16

Petaturan Pemeriniah Mumor 5 Tabun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
Herbaxs Risko |lembaran Negara Hepublbk [ndonema Tahun 2021 Nemar 15, Tambahan
Lembaran hrgara Hepubbk Indonesin Komor a2,

17

Peraturan MPemerintah Momor 6 Tahun 23] tentang Peovelenggaraan Perizinan Berusaha o
[racrah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tehun 2021 Nomer 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonewa Samorc o 14);

18

Peraturan Pemerintah “omer 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenlapg Danpunan Gedung [Lembaran Negoura Republik
Indoneda Tahur 2021 Nomor M. Tambahan Lembaran Segara KHepublik Indonesia Yomor
HE 28],

19

Peraturan I'rmerntab Somor 2] Trhun 021 tentang Penvrelenggarann Perntaan Ruang
ilembaran Negara Hepublik Imlonesia Tahun 20021 Nemar 1. Tamhahan Lembaran Negara
RHepullik Inislenesn Nomor 66353

240

Peraturan Prmennrah Somer 227 Tahun 2N21 tenrang Pernrelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup |(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32 Tambahan Lembaran Negura Repuhlik Indenrsia Somaor (6 34y

21

Peraturan Fremden Nomor 87 Tahun 2014 tenlung Peraturan Pelaksanaan Undung Undang
Momor 12 Tahun 2011 fentang Pembentukan Prraturean Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesin Tabun 204 Samor 19}

22

Peraturan I'residen Momor 97 Tahuwy 20064 lentang Penyelenggaraan Pelayanan Trrpadu Saln
Pintu (Lemharan Negara Repullik Indonesin Tahun 2014 Somaer 221

23

Peraruran Menters Dalam Negeri homor L3H Tahuon 2017 tentang Penyelenggaraan Pelavanan
Terpacu Satu Pintu Daerah (Beria Negara Hepuhlik Indenesia Tahun 20717 Nomuor 1956);

249

Feraturan Meoteri Dalam Megrri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Mraduk
Hukum Darerah (Herira rgara Republik Indonesa Tahun 115 Nomaor J138) achagaim ana
telah diubab dengon Peraturan Menteri Dalam Megen Nomor 120 Tuhun 2018 {Herita MWegara
Repuhlik tndonesia Tahun 2018 Yomar 137,

25

Meraturan Meoterr PUPH Nomaor 2T/PRT/ My 2018 tentang Sertifikal Laik Fungsi Bangunan
{redung,

2t

Peraturan Muaerah Kahuparen Lamanclag Momor 1K Tahun 26012 Tentang Retribum
lrin Menditikan Bangunan:

27

Peraturan 1dacrah Nomer [ Tahue 20 s tentang Fembentukan dan Susunan Perangkat
Baerah Kabupaten Lamnndau .

25

Peraturan lupati Lamandaw wemor Fahun 2022 tenrang Pendelegnsian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinun Berusahs dan Non Berusaha Kepuda Kepala Ldinas Penanaman
Modal Itan l'elavanan Terpadu Saru Mo kabupaten Lamanday;

Persyararan Persyaratan yang diperinkan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A ldeptitas Penduduk IKTP/KITAS Pemilik Bangunan Gedung,

. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemphon bukan Pemilik
Bangunan Gedung,

PERSYARATAN TEKNIS

n. Surat Pernvataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa:

b. BK IMB terakhir beseria lampiran repcana reknia bangunan gedungnya;

U RPAIMLDET LerBATIELE [A% DT Grawiigs | YAng dibual secara sederhana dengan
informasi lenghup. tagpatula ada perbedaan antara bangunan vang sudah
terbangun dengan 5k | MB35,

d. Dokumen lkatan Kerju Dengun Penvedin Jasa Pengawasan Konstrubs:

r Laporan pragawasan selama konatruks=;

f. Hasil pengujian materind:

g MHasl Pengetesan dan Prngujian (Testing And Commismoning) Peralatan dan
Bangunan tiedung;

h Manual pengoperasian. pemrliharann dan perawatan Bangunan Gedung serta
peralatan dan petlenghapan Hangunan Cedung {bila e

i. Rekomendasi teknis dart perangkal daerah terkait.

Sistem. T QT = btz &
Mekanisme dan SR e 2 o
Prosedur A — e




4 | Jangka Wakiu |10 {Sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungut Biaya [Garatis)
6 |Produk SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan (edung Khusus Yang
Pelayanan Pengawasannya Dilakukan Oleh Lehih Dari Satu Penvedia Jasa
7 |Pcnanganan [Ynas Penanaman Modal Nan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kahupaten Lamandau
Sarﬁ dan Almanat . Batu Batanggui Mo. 035
Masukan Kode Pos 74161, MNanga
Telepon :
Fox
email :
Wehsite dpmptapi@lamandaukab.go.id
lastagram dpmptsplamanday
Facebook [pmatsp Kabupaten Lamandaw
Layanan Pengaduan :
Telepon: WhatsApp ORI25623I6260
L Sarana : Prazsaranar
ASATATH 2 -
Ermhmu ' 1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner; 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkir
4, Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara {(AC)
5 ATK
9 |Kompetensi 1 Minimal 173 unruk petugas perizinan;
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalan PNS;
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang pETIZEINAL;
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasai sistem aplikasi 035
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Memiliki integritas,
& Memiliki ketelitian;
o Memiliki kesehatan jasmani dan rehani
10 {Pengawasan Pengawnasan internal dilakukan secara berjenjang aleh -
Internal 1. Kepala Dinas;
2. Sckretans;
3. Kepala Bidang Pelayanan;
4, Sub Koordinator; dan
5. Kepala Sub Bugian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1. Koordinator - 1 (satu) erang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2. Perupas Back Office - 2 Orang
3. Petugas Front Liner : 4 orang
12 |Jaminan I, Pelayanan diprosea sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon;
2. Pelayanan dilaksanakan scsual dengan ketentuan Perafuran
Perundang-Undangan vang berlaku dan SOF
3.  Aplikasi sistem elektronik mudah diskses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterhitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
keamanan login ID vang herheda unruk setiap pemrosss 1250 untuk keamanan
dan data;
keeselam atan 2, Teregristasi dengan (R Code untuk menjamin keabsahan dan
ayanatl kebenaran dokumen vang diterbitkan
14 |Ewvaluasi 1. Ewvaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjadi keaalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
Pelaksana 2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masvarakat vang dilakukan setiap
Semester;
3.  FKwvaluasi melalui monitoring, evaluas dan pelaporan kinegja pelaksana

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal Juli 2023
Flt. KEPALA DINAS,

K'e%‘

FARIEZ NURKHOLIQ A., 8.Hut.,M.A., M.URP
Penata Tingkat I {IT1/d}
NIP. T9R30801 201001 1 016




1

Lampiran X
Nomor :503.6/ 0./ VIl/DPMPTSP-2022
Tanggal : &7 Juk 2032

STAMITAR PELAYARNAN (S5
Persyaralan [lasar Penzinan Berisaha

SLF Untuk Bangunan Gedung Haru Tidak Sederhana dan Bangunan Gredung Khusus Yang Pengawasannya

Dilakukan Oleh Satu Penvedin . Jass

No

koemponen

Lrasun

Dasar Hukum

Lindang Undang Momor &% Tahun 2002 rentang Pembentukan kabupaten katingan,
Kabupaten Seruvan, Knbupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang VYisau, Kabupaten Murung Rayva. habupaten Barito Timur Th
P'rovinm Kalimantan Tengah;

Undang Undang Momor 23 Tahun 2014 1entang Pemerivishan Darrah [Lembaran
Negara Republik indovessa Tehun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik [ndonema Somor 5387 sebogrnimana 1¢lah beberapa kali diubab terakhic
dengan Lndang-Undang %emer 11 Tahun 2020 tentang Cipla kerja,

Undang Undang Nomer 24 Tahun 2002 reniang Bangunan Gedung |Lembaran Kegara
Republik Indenesin Tabhun 2002 Nomors |34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenema Somor 4247 selagaim ana teluh diwbah dengan L'odang  Undang Momor 11
Tahun 2020 {Lembaran Negara Repullik lndonesia Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan
Lembaran Segara Hepullik Indonesia Somaor 557 3)

Lndang Undang “omor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Mednal (Lembaran Negara
Hepublik Indonesa Tahun 2007 Nemor 7. Tambahan Lembaran “egara Republik
[ndonesia Somor 47 2 wehagaimana telah diubak dengan Undang  Undang Nomer L1
Tahun 2020 {Lembaran Negira Repubhk Indenesia Tehon 2020 Nomer 245, Tamhahan
Lemtiaran Segara Bepublik Indoness Nomoer G573,

Undang LUndang Nemer 206 Tahan 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negarn
Republik lndonesia Tahun 2007 Momor &8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara homor 4725 sehAagaimana telah diubah dengan Cndeng Undang Momor [
Tahun X0 |Lembaran Negara Republbk [nilonesa Tahun 20200 Semor 245, Tam bahan
Lembaran Megara Repuhbhik Indonesa Somer 05730

Unilang Undang Momor [ Tahan 2008 tentung [nformas dan Transakst Elektronik
[Lembaran Negara Hepuhblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemburan
hegara Hepublik [ndonesia Somor 4843) sehagaimana 1elah divbah dengan Undang
Undang Nemor 19 Tahun 2010 1Lembaran “egara Hepublik Indonssia Tahun 2016
SNomor 231, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesa Somor 39523

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2HH rentang ketechukaan [nformas Publik
(Lembaran Megara Hepublik Indonesia Toahwan 2008 Nomor 6], Tembabhan Lembaran
MNegara Hepublik Indonesin Nomor 4844

Lowlpng Lndang Nomor 25 Tuhun 2000 fentang Pelavanan Iublhik (Lembaran Negara
Reputilk Indonesia Tabigy 20008 Samoe 112, Tambahan lembaran Negara Republik
lndonesa “Somor 3P|

Lndang-Undang Nemor 28 [ahun 2004 tenrang Pajak Daersh dan Retnbus Daerah
ILembaran Negara Hepubhk [ndonesa Tahuon 2009 Nomor |3, Tambahan Lembaran
Megnrs Republik [ndonesia Nomor GH449) sehagaimana elah diabab dengan Undang-
Undang Momer 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020
Noemor 245, Tambahuin lembaran Negocn Hepublik Indonesin homor 6573):

Lndang Undang Somor 32 Tahuno 2ot tentang Perlindungan dan Pengelolaan
fangkungan Hidup (Lembaran Separa Hrpublik [ndoneswas Tahun 20089 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5159 sebagaimana ielah
dinhah dengan Undang Viddang Momor 1] Tahun 2020 |Lembaran MNegara Repuhblik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambishen Lembaran Negara Republik [ndoncsia
Kawnor 6573,

11

Undang-Lndang Nomor 12 Tahun 2011 rentang Pembeniukan Peraturan Perundang
undangan (Lembnran Segara Bepublik indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran “egara Hepuablik [ndenesa Somor 5234) sebagaimana telah diuheh dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201% |Lembaran Negari Hepuhlik Indonesia Tahun
2014 Nomer LE3, Tambwbhan LembBaran Negara Republik [ndenesa Nomor 6398):

12

Undang Undang Momaor 23 Tahun 2004 1entang Pemenniohon Daerah (Lembaran
Kegara Kepublik Indonesin Tahun 20004 Nomor 244, Tambshan Lembaran Negara
Hepublik indoniesia homor 5587) sebagaimane telah dinhabh heberapa kali terakhir
dengan Undang Undapg Somor 11 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indoncesa

Tahup 2020 domer J4% Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonema Somor
G573,

13

Lrnidnog Undang Nemer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerpr {Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tuhun 2020 Momor 245, Tambuahan Lembaran Negara Repullik
Indonesia Nomor 657.3);

i4

Prraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 20H2 tenrang Pelaksanaan Undang Undang
domor 25 Tahun 200% 1entang Pelavanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 homer 2|5, Tembahan Lembaran Yegara Republik Indonesa 5337);




15

Peraturan Pemerintah Momor B2 Tehun 2012 tenrang Penyelenggaraan Sistem dan
Transakwm Elekironik 1lembaran Negara Hepublik Indone=ia Tahun 2012 Noemer 189,
Tambahan Lemhbaran Segara Republik indonesia Noamor 5348);

165

Peraturan Pemernrall Yomot 3 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perisinan
lerusaho Herbasis Bisiko (Lembacan Negora Republhk Indonesia Tahun 2021 Nomor
15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628);

17

"eraturan  Pemerintah Nomor & Tehun 2021 lentang Penvelenggaraan Penznan
Berusaha di Daerah ibembaran Srgara Hepublik Tndonesa Twhun 2021 Noemor 15,
Tambahan lembaran hegara Hepubilik Indonesia Momor (6 L8],

18

P'eraturan Pemenintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Yomor 28 Tahupn 2007 tentang Bangunan Cedung iLembaran Megars Republik
Indonexa Tahun 2041 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone=a
Nomor G 28);

19

Peraturan Pemerintall Nomor 21 Tahun 20K21 tentang Penyelenggaraan 'enalaan
Ruang |lembaran Srgora Hepuhlih Indonesia Tahun 202] Nomor 31, Tambahan
Lembaran hegura Republik Indonesia Somor 6633),

20}

Prraturan Pemenntah Someaer 22 Tahun 2121 wentang 'eovelenggaraan Perlindungan
datt Pengeiolann Linghunogan Hidup |Lembaran Segara Bepublik Indenesia Tahon 2021
Womor 32, Tambahan Lembaran Negara ¥epublik Indoncsia Nomor G344y,

a1

Peraturun Preswlen Nomor 37 Tabun 20014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang “omor 12 Tahup 2011 tentang Pembeniukan Peratursn Perundang undangan
[Lembaran degara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomer 199)

22

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 1entang Penyvelrnggaragn Pelayvanan Terpadu
Satu Pinty (lembaran Yegaran Repullik loulonesia Tahun 2014 Nomar 22 1)

23

P'eraturan Menrerd Dalam Negen Somor (38 Tahun 2007 tentang Penvelenggaraan
Frelayanan Terpadu Sniy Pintu Darcah {Berita Negara MFepublik Indonesa Tahun 20117
Nomer 1T546}.

24

Prraturan Menieri ltalam Segent Nomaor 80 Tahun 2015 rentang Pembentukan Produk
Hukum BDaeruh {Herita begara  Republik Indonesio Tahun 2005 Nomar 2036}
srbagaimana Ielah dichah dengan Peraturan Menter alam Segeri Nomer 120 Tahun
2078 {Hereta Negara Hepublk Indonesia Tahun 28 Noemor 157,

Peraturan Menteri PLUPR Nemor 27:PKT/M:I018 tenlang Sertifikar Laik Fungsi
Hangunan Gedung;

26 Prraturan Darrah Kabupaten lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Temang Retrihusi
lzin Mendirikan Bangunan,

27 Peraturnn Daerah Momer 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangiknt Daerah habupaten Lamapdau:

28 Peraruran  Bupar Lamanday  homor Tahun 2022 rentang Pendelegasian

hewenangan 'envelenggaraan Perizinan Herusaha dan “on Berusaha Kepada Kepala
Inas Prnanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Saru Pintu Kabupaten Lamandau

Persyaratan

Persyaratan yang diperiokan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF -
a, ldentitas Penduduk (KTF; KITAS| Pemilik Bangunan Gedung,

b. Surar kuasa dari pemilik hangunan gedung hila pemohon bukan Pemilik
Bangunan Grdung

PERSYARATAN TEKMNIS

a. Sural Pernyvataan helakan Fungs Bangunan tiedung dari Penyedia Jasa;
b E_rl( IME terukhir heserta lnmpiran rencana Leknis bangunan gedungnyva; I
Ly l..xe;mhur ErONNEUDN |as buslt drawings P VRNE MIBAT SECara Bcdrrnﬂ.nsul!.l}l;lelﬂgl.n
inform A lengkap. (apabila ada perbedaan antara b
angunan yar
terbangun dengan Sk 131 : yone e
Dokuymen [katan krra [engan Froved Jasa Pengawusan Konsiroksi:
- Lapotnn pengrwasan selama kogistrukos; r
Ham! prngujian marerial;

Hasil Peageresan dun Tetiguyian {Tearin I i
ST And Commissionin
Bangunun Ciedung; ) fereisian dan

m s o=

h. Manual pengoperasn, prmelhardaan dan perawaran Bangunan Gedung seria
. peralutan dun perlengkapan Bangunan tiedung fhila ada);
. Rekomendasi teknis dar perangknt daernh rerkait.

Sigtem,
Mekanisme dan




4 |Jungka Waktu |10 (Sepuluh] har kerje sejak berkas dinyatakan lenglkcap dan benar
Pelayatan
3 |Biaya Sertifikat Laik Fungsi Tidak Dipungut Biava i(iararis}
& [Produk SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang
Pelayanan Pengawaszannya Dilalukan Oleh Satu Penyedia Jasa
T | Penangat an Dinas Penunaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandan
Saran dan Alatnat : ). Batu Batanggui Mo. 039
Masukan Kode Pos 74161, Manga
Telepon -
Fax Lo
ermaal - .
Webszite : dpmptspi@lamandaukab.goid
[nsragram :  dpmptsplamanday
Faceboopk . Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon  WhatsApp - DE12%6236260
8 :::::;2:" Sarana : Frazarana:
dan s ? 1. Komputer; 1. Ruang pelayvanan/ruang tunggu
FoAT 2, Scaner, 2. Laket mandiri dan pemandu loket
3, Jaringan internet 3. Parkir
4. Ruang Kcrja 4. Penyvejuk Udara (AC)
5. ATK
9  |Kompetensi 1 Minimal D3 untuk petugas perizinan,
Pelakzang 2  Roordinator pelayanan perisinen adalah PNS;
3  Menguasal Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan;
4 Memahami proses alur pelayenan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasai sistem aplikasi (055,
6 Mampu mengoperasionalkan kompurer;
T Memiliki integritas,;
B Memiliki ketelitian;
9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10 | Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh :
Internal 1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. KRepala Bidang Pelayanan;
4. Bub Koordinator; dan
3. Kepala 3ub Bagian Umum dan Kepegawaian
il |Jumlah 1. Koordinator : 1 (satu] orang dengan status pegawai PNS
Prlaksana 2. Petugas Back Oifice : 2 Orang
3. Petugas Front Liner : 4 orang
12 |Jaminan 1. Pelayanan diproses sampai selesai apahbila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi aleh pemohan;
2. Pelayanan dilakranakan scsual dengan ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan yang berlaku dan SOP
3. Aplikasi sistem elekironik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
12 |Jaminan 1. Beluruh delumen diterbitkan melalui aplikasi sevara elektronik dengan
keamanan login 11} yang herbeda untull setiap pemroses izin untuk keameanan
dan data;
keselamatan 2. Teregristasi dengan QF Code untuk menjaunin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluasi 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan;
Pelaksana 2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masvarakat vang dilakukan setiap
Semester;
3%

Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

EHut.,M.A., M.URP
kit [ {111, d)
201001 1 016




Lampiran XII
Nomor : 503.6 /6. [ /VIl/DPMPTSP-2022
Tanggal : 20 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (8F)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung vang sudah ada (Existing ) berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret
vang pengkajian teknisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan memiliki IMB

Mg

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Memer 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kahupaten Seruyan, Kahupaten Sukamara, Kabuparen Lamandau, Kabupaten Gunung
Ma=s, Kabupaten Pulang Fizau, Kebupaten Murung Raya, Kabupaten Barite Timur Bi
Proving Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang Pemetintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indenemia Tahun 2014 Nemor 244, Tamhbahan lembaran MNegara
Repubilik Indonesia Nomor 5587Y] sebagaimaona telah beberapa kali disbah terakhic
dengan Lindang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipra kerja:

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2007 rentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indoncaia Tahun 2002 Nomar 134, Tamhahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 4247] sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahut 2020 [Lembaran Negara Republik [ndonessa Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Segara Repuhblik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Momaor 25 Tehun 2007 rtentang Penanaman Modal {lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah divbah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Repubtik indonesia Tahoun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 6573);

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatasn Ruang (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik [ndenesia
Megara Nomor 4725} sehagaimana telabh diubah dengan Undang-Undang Momer 11
Tahun 2020 (Lembaran Megara Bepublik Indenesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Megara Hepublilk Indonesia Nomer G373);

Undang Undang Nemer 11 Tahun 2008 (entang Informasi dan Transaksi Elektronik
[Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran
tegara Republik |ndonesia Namor 4843) sebagaimana telah diuhah dengan Undang-
Undang Momor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2016
MNomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republikc Indonesia Nomor 5953);

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 ientang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara REepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4846);

Undang-Undang Nomor @5 Tahuen 200 tentang Pelayanan Puhlik (Lembaran Megars
Republik [ndonesia Tahun 2004 Nemor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3038},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak [daerah dan Rerribusi Daerah
{(Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indenesia Nomor 30949) sehagaimana telah diubah dengan Undang-
Lndang Noemar 11 Tahun 20020 {Lembaran Megara Republik I[ndonesia Tahun 2020
Momor 245, Tamhahan l.embaran Megara Hepuhlik Indonesia Nomaor 657 3);

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Hepublik Indenesia Tabun 2009 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonema Nomor 5053 sebagaimana telah
dinbah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Momor 245 Tambahan lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 6573);

i1

Undang Undang homor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011 Womor &2, Tambahan
lLembaran hMegara Hepublik Indonesia Nomoer 5234) sehagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nemaor 15 Tahun 2019 (Lembaran MNegaras Republik Indonesia Tahun
20109 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),;

12

Utidang Undang Nomeor 23 Tahun 2014 teotang Pemenntaban Daerah [Lembaran
Wegara Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indanesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nemor 11 Tahun 2020 |Lembaran Negara Bepublik [(ndonesia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembwaran Negara Republik Indonesia Nomor
8373

13

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenrang Cipta Kena  [Lembaran Negara
Fepuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia homor 6573);

14

Peraturan Pemerifitah Momor 90 Tahun 2012 tentang Melaksanaan Undang Undang
MNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Megara Republik [ndoncsia
Tahun 2012 Momor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5337




15

Peraturan Pemerintah Somer B2 Tahun 2012 tentang Penvelenggaraar E‘fislcm dan
Transaks Elekiromk {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahat Lembaran Segara Republik Indoneua Nomor 5348,

16

Bersmturan Pemerintah Mpmor 3 Tahun 2021 tentang Prnyflrngga.raan Perizinan
Berusaha Berhazis Risiko [Lembaran Neghra Krpublik Indonesin Tahun 2021 Momar
15, Tambahan Lembarnn Negara Republik ladnnesia Nomor GH2H),

17

Peraturan Pemerintabh Somor B Tahun 2021 tenfang E‘enyrlrng,gw .P'tn'r.ina.n
Aerusaba di Daerab |lembaran Segara Hepublik Indonesia Tahun 2021 Nomer 16,
Tambahan Lembaran hegara Republik Indonesia Nomor G418,

18

Peraluran Pemerintah Momor 16 Tahun 20521 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda.n{;
Upedang Nomor 28 Tulwn 2042 tentang Hangunan Gedung [Lem baenn I"ir.gcjnra Rnpuhl:.k
Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tamhehan Lembaran Negrrn Hepublik |ndonesia
Nomor e 2B

Permturan Pemedntab Nomer 21 Tahun 22| temtang ¥envelenggarasan Penatann
Ruang Lembaran Negara Republtk [ndonrmua Tahun 221 Semor 31, Tambahan
Lembaran Segara Hepublk [ndenesia Nomar B34,

20

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembacan Negara Hepublik Tndonesia Tahun 2021
Momor 32, Tambahan Lembaran Hegara Republik Tndenesia Somor G634];

21

Pernturan Premiden Semear 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Priaksanasn Undang
Undang Semor 12 Tuhun 111 tentang Fembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Hepublik Indenesia Tahun 20514 Somar 1949}

A2

Peraturarn Presiden Nomor %7 Tahun 2014 tentang Penyrlenggarann Pelavanan Terpadu
Sutu Pinty (Lembaran Negiea Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221}

23

P'eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tehun 2017 tentang Penyelenggaraan
Peluvanan Terpadu Saiu Pniu Daerah (Beritn Negara Republik Indonesie Takun 20017
Somar 19381

24

Peraturan Menten [Jalam Negern Somaor B Tahon 20135 tentang Pembentukan Produk
ltukum Daeral [Heritn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20368)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
MILE (Berita Megara Hepublik Indonesaia Talwn 218 Nomor 157);

25

Peraturan Mentenn PUPK Momor 27/PRT/M/2018 tentang Sertiikar Laik Fungs
Bangunan Gedung.

26

I'rraturan Daerah Kicwipaten Lamandaw Somor 18 Tahun 2012 Teotang Retnbus
[z Mendinkan Bangusian,

Peraturan Daerah Nomaor 11 Tahon 2006 tentang Pembentukan dan Susupan
Perangkar Daerah Kuhupaten Lamanda,

28

Prraturan  Bupati  Lamandau  Komor Tahun 202} tentang  Pendelegasinn
Kewenangan Penyelenggeraant Perizinan Beruraha dan Nen Berusaha Kepada hepala
I¥Mnas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuparen Lamandauw;

Perayaratan

Persynratan yang dipetlokan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF -

a. ldentitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemuik Hangunan Gedung;

b. Hurat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik
Bangunan Gedung,

r Hural perjanjian penggunasan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan
merupakan Pemilik Bepngunan Gedung.

PERNYARATAN TEk&S(%

4. Jurat Pernvataan keluwkan Fungsi Banguoan Gedung dar Pemerintah Daerah;

h. 5K IMB terakhir beserta lampiran rencana teknis bangunan gedungnya;

. ORI ED TEOCANA [eKis bangunan gedung dalam lampiran |MI{ lerakhr
apabila tidak ada prrubahan dalam prlakaunarn konstruks; /Cambar
terbangun (as builtdrrwimgs | vang dibu sl secira sederhans dengan informasi
lenghap apabila alia perubahan didam priskapaan koostnuksa,

- Dekumen pemelibaraan dan prrawatsn Bangunan Cedung, vang dapat melipuri:
Laporan sederbina pemerikstan berkalba Hangunan Geduang;

Laparan pengetesan Jdun pengujian [test g and commistnning peralatan

tan perlengkapan Bungunan Gedung dalam proses pemeliharaan

tun perawatan: danfatau Laporan sederhana hasil perbaikan dan /atau
penggantian peralutan dan perlengkapan lfangunan Gedung hila ada perbaikan.

3

Sistem.
Mekanizsme dan
Prosedur




4 Llangka Waktu |10 {Sepuluh) han kerja sejak berkas dinvatakan lenghap dan benar
Pelnyanan
5 |Hinya Sertifikar Laik Fungs Tulak Dipungur Biava |Gratig)
& | Produk SLF Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing | berupa rumah  tinggal tunggal
Prlayanan dan rumah tingmdl deret yang pengkajian reknisnya tidak menggunakan Penvedia -Jasa dan
memiliki IMB
7 |Fenmnganan Ninas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Almmar Il Baty Batangg.o Mo, 039
M amukan Kohe P FA161 Manga
Telepon
Fax
emaj
Webaite dpmptspElamanddukabgo.d
[nstagram dpmptsp famandau
Facetonk ODpmptsp Kabupaten Lamandau
Lavanan Pengaduan .
Telepon WlntaApp OR12567 36160
A |Harana dan Sarana - Prasnrann:
PERASIIINA, I. Komputer; 1. Ruang pelavanan/ruang tunggu
:,L":H"r:::u 2. Scaner; 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkir
4. Ruang Kerjas 4. Penyejuk Udara |AC)
g, ATK
9 {Kompetenm 1 Minima] D3 unruk priugas perizinan;
Pelaksana 2 Keoardinater pelavanan prnonan adalah PSS
3 Menguasa Peraturan Perundang-LUndang renrang perisinan;
% Memaham proses slur pelavanan perizinan berbasia elektronik:
5 Menguasa usiern aplikas $0855;
& Mampu mengoprrasmonalkan komputer;
T Memihki intepritis,
8 Memibiki keetelitiae;
% Memihki keselhintan jnsmani dun rohani
L0 | Pengawazan Pengawasan intrrnal dilakukan secara berjenjang oleh :
lmternal 1. hepala [hnas,
2. Bekretans,
3. kepala Ihdang Prlavanan;
4. Bub koordinaroe dan
5 kepala Sub Hagian Umum dan Kepegawaian
11 |[Jumlah l. Koordinator | sl wrang dengan status pegawaj PNS
Prlaksana 2. Petugas Havk {MTur 2 idrang
3. Petugas Fror liner 4 orang
12 |Jaminan 1. Pelayanan diproses sanped selesal apabile peravaratan lengkap
Prlayanan dipenub oleb pemaeliosg,
2. Pelayanan tilnksnonakon sesuai dengan Keteniuun Peraturan
FPerundang Lindangrn vang herlaku dan SOF
3. Aphikasi sistem elckironik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterhitkan melaiut aplikam secara elekiron:k dengan
kramanan login 1D vang berhweda untuk sctiap pemroses inn untuk keamanan
dan data:
kesclamatan 2. Teregnstus dengun QR Crale untuk menjamin keabaahan dan
prlavanan kebenaran dokumen vang dicerbitkan
19 | Evalunm 1. Evaluasi dan pengawnsan terhadap kegiaran dilakukan setiap saat jika
kinerja terjadi kesadahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.
Pelakaana 2. Evaluax melalui Survey Kepuasan Masvarakal vang dilakukan setiap
Semester;
3. Evaluasi melalui monituring, evaluasi dan pelaporan kinerjn prlaksana
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STANDAR PELAYANAN (51

Perimtian Berusaha Berbasis Risika Menengah Rendah

Lraumn

28 s i Tinlane Momaor 5 Tahun 2007 tentang Penbentukarn i-LabupaEen haur:::::. ::E::r;::z:
I |Dasar Hukum 1 Undang L. J R Subunanra. Kabupan lamendau, Kalnipatra CJur.luﬂE R

Seruyan, Reluipaten Kubupaten Bante Tunur Di Provinar Kefimantan

Pulang Mo, Kabupaten M'-“'””E_ Raya, ku J“p & e 18 Tarmbabasn Lembaran

. 4 e blik Indenesny Taboin 2002 Mrcaat .

Tengah Ll an Negati epd E

Kegara Bepalak mdonesn Soses 18 ; ;

: ey Mot m Talin 2001 terang Bangunen Gedung lLemburan Segard

2 Undacg 'ndasg S R ; ok S Ncgaﬁl Repuhllk |danema
Repubbik llosicsis Tahun Aerd Hun.m‘-' L3k, Tucrsbhat a.: . o e Ll Tahun 2020

AR amiv tetab divbab Jdengon Undang, Lnelaag Momor
Womor 217 selbagalman : s Bomor 205, Teinbahan Lemwlaran Negara
(Letnbarug Megara Bepullk rl:ri.-:nwsua Talann T :
[-Er_-publsk- !13“!*'1'-""513 Nr_’:?m :::“.1'.1:]'_'”“ 007 tentamg Penanamm Medal (Leilwan Negara

3 Lm:]a.;gkl -r,ltjtllr,:.ﬁﬁ.-qoiT.;_:. T i ‘\]nm-::r £7 Tarnbahan Lembatun Negara Republk [ndonesia
E:Er.:o:h{::};. I.-;-.-‘.*a.ga.::..‘ triab diubels slergian Undang '-':'_“{"I”E somar 11 T"}IU'I_Q{HD
ilembaran Yegara Bepobok Sndenesia Taboony 2000 Noimar 245 Tambahan Leriburan Negara
Repullik Lndonesa Noto 004

4 Undang Urelang Nemor 240 Tahun 2007 festung Penataan Bunng [Lewnbaran Negura Republik
Mdanemn Tahun 2007 Yo 68, Tambahan Lenbaran Repahbk ndeness Nrgars Nomor
AT251 sebmprimana telak diabaly dengan Undang Undang Soenoer 11 Tahun =020 Il.ernbarf.n
Negara Mepeihihk Tndonesse Tabiin 2020 Nomer 245, Tarnbaliae Lesnbaran hegata Hepublik
[ndonesta Mienor 957 31

5 Undang Lholong Yoowar L Twluon 2008 teotmalg Informese dan Transaks  Elektronik
fLembsaran Negara Repulbik edonesta Tabun 2008 Romoer O#, Tambahan Lemburan bhegara
Republik ltodonesia Mamm 813 sebagannnnns 1elah diubah drengan Undang Lndang Nomar
19 Tulin 2015 ilembaran Negara Eepublk Indonesa Tabupe 2016 Nemor 231, Tambahan
Lembaran Megara Repubdk Indsnesma homeor RO02

& Undang lawlang Nomor 190 Tahien 2008 reoinng Reterbukaan lnfermast Pubbik | Lerobaran
Negaru Hepmibhk [ndanes Tahun 2008 Nouws £1, Tambahang Lembaran Negoen Remiblik
[ndanesa homar 4836(;

7 Undang Uodwig Nomor 25 Taliun 2005 teanaag Prlavanan Put-ik (Lembarm: Kegen Republik
Indonewsia Tahun 2009 Noner 102, Tambatan Lembaran Segata Republis Indonesia Nomer
20348,

B Undang Slmlane Nemor 28 Tahun 2004 temtang Pajak [herah dan Retnbus Dasrah
[Lernbuirpn Megara Repoblik lndonesia Tabouo 204059 Namer 130, Tammbaban Leerts my Negara
Repubhb [nadoncaia Nomor D609 sebagadmeann telah divlad; slevgan Undang Uhwdnng Nermor
11 Tahuy MEC (Lernbuarnn Nepara Repub:hk Indonasia Tabuan 2020 Nomer 245 Tambahan
Lembare:: Srpara Hepurohh ldonesia Nomean 407 4

9 Undang Vo Saoe Nesriur S0 Tafian Z05% mntaey Perlirsiangae: das Peogelolaan idngkungan
Hidup (lswcbaran Negars Hepabliic lnzoresw Tahun 2009 Somer 1403, Tambalian Lembaran
Wegara Repuibhik Indonesia SNiosnor 30539 scbmgmmana telah deglbakb dengan Undang Undang
Mermor 10 Tabhun 2020 |Lembaran Negana Republik Tadoiean Tahun 2020 Nemor 245,
Tambahan Lembaran Kegaon Kepuhlik Sidenesi Noer 6573):

0 Lndang Undang Bomer 12 Tahun JU1D rentang Pemberiokan Peraniran Perundang.
urdangan cicmbaran Negarg Hepubich clciema Tahun 2501 Nomor B Tambahan
Lembiar s Segara Bepubhk hsiresia domen REREH sebagaimiann telah dinhah glp‘-['lgnj. [_'ndanﬁ
'ndaeg Morior 15 Tabion 2020 Lepbara Mg Republik Iselonemia Tahun 2009 Nomor 183,
Tarnbahen Leinlaran Neparn Bepublik Dndosemy Kaaper G308];

11 Undang Mvlang Nomor 04 Tahon 2019 triinng Pemenntah Oaerab (Lembaran Negars
Republix Inidaema Tuhun 01 Norger 599 Taenbahan Lesbur s Negara Eepulhk Indonesia
Npmor 55KT sebagmircand telab digbak triviava kair terakour dengan [ocang Undang
Moz DL Tahun J020 lLeopbaran Negusa Hepsibiik indecesas Takun 2020 Namor 245,
Tambahan Lembaras Negico elonema Somar 3T

12 Undamyp Viidang Nemor | Taliin 2020 et Cipta Kerpe {Lembaran Negus Hepublik
tndoness b 2020 Nenws 215, Tambabos: Lembaran Negara Bepublilk [ndotesia Nomor
HETAI

13 Peratiran Peregilah Noree o Tahos 305 trentang Pelaksarian: Undang-Urdang Namor 25
Tahun i tentang Pelavasan Pubisk wembaran Segasa Kepubhik [ndonesa Tahun 2012
Nomor 28, Tambahan Lemibueas: Negara Boput:ik Indonesa 5457

14 Peraturae Frowenintah Noaren K2 Tabuem 2012 Iriutang Fenyelenggnrnan Sistem dan Transaksi
Elektrurnk (Lewnbaran Meparn Republik lipdcnesin Tahusn 202 Namor 189, Tambalian
Lembarat Mezars Fepublin Tidenesia Nomo: Goaisae

L% Peratura: iemeantab Nomnoo 5 Tahon oo tentang Penvelchagaraan Penzman Berusaha
Berbaxis Mimike Ilembaran drgara Repulok Soelonesia Tahun 2093 Nomar 15 Twrnbahan
Lembaran Negara Republik lodonesia Moo o I 5

16 Peraturan Proiecntah Nastor f Taluapg 2021 trntang Penyelenggaraan Periznan Herusaha di

Daerah |Lembaran Negara Bepoblik [ndonesw Bomor GE1E|;




17

Peraturan Pememitah Momar 16 Tabun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 20021 Nammer 26, Tambanan Lembaran Negara Republik lndenesa 8628);

18

FPeratiran Pomerintah Momor 21 Tahun 2021 entang Penvelenggaraan Penataan Ruang
iLembaran Negmoa Republie Indonesia Talnin 2021 tentang Penyslenggaraan Penataan Ruang
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 68335

19

Peraturan Pemernteh Momor 232 Tabnn 2021 tentang Penyeienggacaan Perlindungan dan
Pengetalman Lingkungan Hidup (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 22,
Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor S631);

20

Peraluran Fresiden Nomor 87 Tahuno 2014 tentang Peraturan Pelakzanaasn Undang-lndang
Nomar 12 Tahun 2011 tentang Permbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik ndonesia Talnin 2014 Namor 199);

21

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Penyelenggarasn Pelayanan Terpadu Satu
Pintu [Lembaran Negara Republik [ndonesia Taliin 2014 Nomor 2215

22

Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomer 128 Tabun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Berta Negaca Bepublik Indonesia Tahun 2017 Nomar 1956);

23

Peraturan Menrern Dalam Nepgerd Momor 80 Tahun 2015 tentang Pembentubkan Produk Hukiin
Dacrah [Berita Negara Republik [ndornesio Tabun 2015 Noeoer 2035) sebagaimana telah
diulah dengan Peraroran Menrery [aiam Negerl MNomor 120 Tahun 2018 (Bedta Negasra
Republik Indenesia Tahun 2018 Noemor 607];

24

Peraturan Daersh Newor 11 Tahun 2016 reptang Pembentukan dan Susunan Perangleat
Naerah Kahupaten Lamandau [Lembaran Daesrah Kabupeten Lamandeau Tahon 2016 Nomor
145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupeien Lamandau Nomor 1521,

23

Peraturan Bupati Larnemadau Meooor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewetangan
Penyelenggaraan Penznen Herusaha dan MNen Heresaha Kepada Kepals Dhnas Penanaman)
Medal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Larpanda;

Perayarat an Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah berupa :
1 Kesesuaian pemanfaatan riaang, yaitu -
a. KKKPE; atau
b. PKKPR
2 Persetuijuan Linglungan melipati
a. SFPPL;
b. PKPLH.
c. KKLH
i PBG dan 5LF
Bisre,
Mekanisme dan , . ; & i
ey R e T I it ST R e I SRR Ao
Jangka Wakitu ] (Satu) harn Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
Biaye Pernizinan Heruaaha Berbasis Risiko Menengah Rendah tidak dikenakan biaya (gratis)
Produk Nomor Induk Berueaha {NIB} dan Sertifikat Standar
Pelayanan
Penangatiat Dhnias Petnianaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kebupaten Lamandeu
Saran dan Aliamat ¢ 1l Batu Batarggui No 039
Masulkan ¥ode Pos 74161, Nanga
Telepon .
Fax
mmail -
Website domptspglamandaukat.go.id
Instagram : domptsplamandau
Facelbook o Dippreptap Eabupaten Lamanday
Lavanan Perogaduan
Telepon WhatsApp - DE1256236260
SGarana dan
prasarana, ELFELILEL S Frasarana:
dan fataly . Komputer; » Ruang pelavanan /ruang tunggt:
fasilitas . Beaner; . Loket mandiri dan pemandu loket

Wb WK~

Jaringan internet
. Ruang Kerja

. Parkir
. Penyvejuk Udara [AC)

o {0 B e

ATK




9 | Kempsetepa 1 Miumnd 3 untuk peTUgRs pri1@nan:
Pejaksnng 7 Koordinatar pelavanan penanen adalah PNS;
3 Menguasp Peracuran Peousidang [ndang tentang perdinan;
4 Metnnhamn proses alur pelayianan perzinan berlass elektrenilk;
5 Mengunss: sistem aplikan (155,
& Munpo mengnperasianalken kormpsuter;
T Menuky miregritas;
E  Menuhw ketenmian;
9 Meochin kesehatan jagnae Jup rohan:
10 (Pengawasan Pengawisa intermal dilakukan secara begenjang cleh
[nternal 1. Bepali Lhunas;
Z Gekrerara;
3. Kepaln Hulung Pelayanag;
4. Sub Kewsrshimator; dan
5. Kepalo Puh Bagan Uhnum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1. koorduater @1 rsate’ wang detigan status pegawa PNS
Priaksana 2. Perughs Black Cfice - I Dhang
3. Perugan ¥Fiont Laner 2 -1 arang
12 [Jarunan L. Prlayatian diproses saotipe selesar apahila perayiratan fengkap
Prlnyanan dipenutn aleh permobuo;
2. Pelaynnan dilalessaukan sewnmi dengan ketentming Peratura
Pecundang elangan ving Terlnko dan SO
3, Apbkas mistem elektronk navdah diakses dounatingrun dan kapanpur
13 Lawmanma 1. Selurnh dokurmen ditesbarenn inslalue aplihas secara elekironik dengan
kemmanan Logis 230 vang berbeda intak aetiag pemrises 1 wnink kearnanan
clugy data;
kewelngatay |20 Tercgristas dengeaen OF Cole wneak menjamus keabisanhan dan
peluyaian keberinran dokusmsn vaeg doedbackan
p4 | Evaliias 1. Evalune dan pengawssin trrlindag Kegatan didukukan sctigp saal jika
Kiner|n terjndt kepalahan dan peruduabing atas peratuone pelakeanaan;
Pclakrane Z. Ewilurm melalii Sumvey Kepaoasat Masvarakal v dilekukan sefap
Semealer:
Evaluam melalul momtonng, svailas Jar T+l
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Lampiran XIV
Nomor : 5036/ 24/ VIl DPMPTSP-2022
Targgal © 20 Juli 2022

STANDAR PELATANAN (5P
Perizinan Mon Perusaha dengan Pajak/ Retribusi

Mo

homponen

Uralan

[asar Hukum

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 rentang Pembentiukan Kabupaten Katingan,
habupaten Seruvan. Kabupaten Hukamara, Kabupater Lamandau. Kabupaten
{funung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabuparen Murung Raya, Kabuparen Bariro
Timur 17 Provins Kalimantne Tengal,

Undang Undang Somor 25 Tabun 2007 tentang Penanaman Modal |Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 207 Namor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sehapaimann telah civbah dengan Undang  Undang Momor
11 Twhun 200 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243,
Tambahan Lembaran “egara Hepuoblk Indanesa Nomaor G503

Undung Undang Memor 20 Tahuno 2007 rtemung Prnatann Ruang (Lembaran Negara
Republik [ndenewma Tahun SO07 Nomoer 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
hegara Nomor 3725 sebagumana trlah divbak dengan Undang LUndang Nemor 11
Tahun 2020 {lembaran MNegara Hepohlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435,
Tambwlian Lembaran Negora Republik Indonews Nomor 57 3);

Undang LUndang Nomer |l Tahun S48 tentang Informas dan Tranwaks Elektronik
iLembiaran Negnra Republik Indonesin Tahun 2008 Nomoer 58, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Momor 4443} sebagaimana telah diubah dengan Undang.
Undang ~omor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 221, Tambahan Lembaran Segara Repubhk Indonewa Nomaor 3953},

Undang Undang Nomor [4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembraran Negaca Republik Indonesa Tahun 2008 Nemer 61, Tambahan Lembaran
MNegnra Hepublik lndonesin Momor dH46);

f

Lodang Undang Nomoer 25 Tahun 4009 tentang Pelavanas Publik |Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2009 Nemor 112, Tembahan Lembaran Negara Hepublik
Indoneaa Monmer G056

Undang Undung Semor 28 Tahun 2 tentang Pajak Daerah dan Retnbus Daerah
iLembaran Negara Republik Indonewas Tabun X699 Somor 130, Tembahan Lembaran
Segarn Republik Indonesin Nomor 50449 sehagumana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomoer 11 Tabun 2020 {lembaran Wegara Repuhblik Indoneaia Tahuo 20020
Nomer 245 Tambahan Lembaran Negara Repuldik [ndonesia Nomor (573

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 rentang Perlindungan s«an Pengelolaan
Lingkungan Hidup [Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2009 MNomor 140,
Tambuhan lLembaran Kegara Repuhlik Indonema Nomer 5059) schagaimans lelah
diubah dengan Undang Undang Nomer [} Tahun 2020 lembaran Negara Republk
Indenesia Tahun 2020 Komer 295 Tamhbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer A573);

Undang Undang Somar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2071 Nomor 82, Tambahan
Lemburan Negirn Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah dinbah dengan
Undang Undang “omor 15 Tahun 2010 ILembiran Negara Republik mdonesia Tahun
2019 Yomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Somor 6398);

1q

Undang Undang Nomor 23 Tahunp 214 Tentang Pemenitahan [acrah |Lembaran
Negars Republik Indonesin Tahun 21014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Hepublik Indonesin Nomor 5587) srhagammana telah diubah beberapa kali 1ernkhir
dengan Undang Undang Nomoer 11 Tahyn 2020 iLembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nemor 245 Tambabun e baran Negara Republik [ndonesia Xomar
6373,

11

Undang Undang MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {lemhbaran Mrgara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 lentang I'vlaksanaan Undang Undang
MNomor 25 Tahun 2iMW tentang  Pelivanan  Publik  |Lembaran Nregara Republik

Indorema Tahun 2012 Nomar 215, Tambahan Lembaran Yegara Republik Indonesia
5257, -

13

‘P'I‘;':I"dlui'im Pemerintah Nomor B2 Tuhun 2002 fentang Penvelengparnan Sislem dan
Fransnksi Elektrenik [Lemiwran Megara Republik Indonesa Tahun 212 Nemor 189,
Tambahan Lemburan Segara Republik Indoncsin Somor 53485

T R




14 Peraturan Pemeriniah Momoo 5 Tahun 20021 tentang Penyclenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko |Lembaran Negars Hepublik [ndopesn Tahun 2021 Nomer
15, Tambahan Lemharan Negara Republik lndenema Nomor A2

15 Prraturan Pemeriniah Nemar 6 Tahun <4021 wenrang Peoyelenggaraan Periginan
Perusaha di Daerah |[Lembaran wegara Hepublik indonesin Tahun 2021 Nomor 16,
Tumlinhan Lembaran Negares Republik Indenesia Momor &6 LH).

16 Peraturan Pemerintah Nomoo 21 Tahun M2l tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang [Lembaran Segara Repuhitk Indonesaa Tahun 20 Nemor 31, Tambahan
Lembaran Segara Republik indonema Namor G330

17 TPeraturan Pemerintah homor 22 Tuhun 2121 rentang Provelenggaraan Perlindungan
dan Pengelelaan Linghtiogan Hidup (Lembaran Negara Repullik Indonesia Tahun
20121 Kemor 32, Tambabhan Lembaran Megnrin Republik Indonedia Nomor 6634];

18 Prraturan Presiden Somor HY Tahun JNEd teptang Prraturan Pelaksanaan Undnﬁ
Undang Somor 12 Tahun 031 tentang Pembentukan Peraluran Perundang
undangan [Lembaran SCgara Republik Tndoness Tahun 2014 Nomor 199

17 Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun M114 entang Menyelenggaraan Pelayanan
Terpiadu Saru Pntu [Tom buran Negara Hepiblik Indoresin Tahun 20114 Nemar 2211

30 Pernturan Menter [alam Segen Nomor 80O Tahum 2015 ten-ang Pembentukan Produk
Hukum Dacrah (Berda Segara Hepuhlik Indonesia Tabun 20013 Nomor 20136
sebagrumana telah diabah dengan Peraturan Venter Nalam Negen Nomeor 120 Tahun
201 A {Renta hegara Frpubbk Indencss 1 ahun 2018 Nomuor 1571,

21 'eraturan Menteri Dulam hegeri Nomot 136 Tahun 2017 tentang Penvelengguraan
Pelnvanat Terpadu Hatu Pinru Daerah {lirrita Negara Repuhlik Indonesia Tahun
1117 Neomor 1950]:

27 Peraturan Daetah “omor L1 Tahun Mi1h tentang Pembeniukan dan Jusunan
Perangkat Duerah kabupaten Lamandau.

37 Peraturan Hupali Lamandau Nemor 33 Tahun 2011 tentang Prrunjuk Pelaksana BABl
V] Pengaturan Pajak Hreklame Peraiuran Jtacrah %omor 11 Tahun 2011 Tentang
I"juk 1aerah

34 l'eraturan  Bupati  [Lamaendao  Nomaer Tahun 2022 tentang  Pendrlegasian
hewenangan Penyelenggiraan Perizinan HMerusaha dan Nop Berusaha Kepada hepala
[Yinas Penanaman Moial Dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Rabupaten Lamandau;

2 |Persvaratan Data pribadi perseorangui berupa KTF dan SFAP serta apabila berbentuk Badan
Usahn/Badan Hukum berupa KTP. SPWP. Akta Perusahaat;
3 [Histem. N
Mekanisme dan
Prosedur
4 |Jangka Waktu |1 {safu] har kerja sejak berkas dinyatakan lenghap dan benar
Pelayanan
5 |Biava Perimnan ini dikenakan Pujuk vang diatur dalam Peraruran Bupab Lamandau Nomor 53
Tahun 2011 Tentang Priunjuk Pelaksanaan Bt V] Pengaturan Pajak Reklame Peraturan
Daernh Nomor 11 Tahun 2001 ] teniang Pajuk Dacrah
6 |Produk Izin Reklame
Pelayanan
7 |Penanganan Dhoas Penanaman Modal [an Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prrigaduan, Alramat I . Batu Batangg. Mo, G35
Saran dan Kage Pos 7a161. Manga
Masukan Telepon
Fox
emsul
Weliqte

Apmipt s lamand aokangerad
Instagraen dpmotsplamandan

Facalnm ik [arrptap Kabupaten Lamandau
Layvanan Pengaduan

1rirpon WhatsApp TA1ISETIEIB0




8 [Sarana dan
prasarana, Sarana : Prasarana:
dan fatau 1. Komputer; 1. Ruang pelayvanan/ruang runggu
Tasilitas 2. Scaner; 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3, Parkir
4. Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara [(AC)
5 ATK
9 |[Kompetensi 1 Minimal D3 untuk petugas perizinan;
Pelaksana 2 HKoordinalor pelayanan perizinan adalah PN3;
3 Menguasai Peraturan Perundang- Undang tentang perizinar;
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasai sistem aplikasi Sicantik Cloud,
f Mampu mengoperasionatkan komputer;
7 Memilikt integritas:
B Memiliki ketelitian;
9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
1} [Pengawasan Pengawaszan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1. kepala Dinas;
2. Sekretanis;
3. Kepala Bidang Pelavanan;
4, Buly Koordinaror; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 [Jumlah 1. Koordinator : 1 {satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2. Perugas Back Office : 2 Crang
3. Petugas Feent Liner : 4 orang
12 |[Jaminan l. Pelavanan diproses sampal selesal apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi sich pemohon;
2. Pelayunan dilaksanakan sesual depgan kelentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan S0P
3,  Aplikasi sistem elekironik mudah diakses dimanapun dan kapanpui
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterhitkan melalui aplikas secara elekironik dengan
keamanan login D vang herbeda untuk setiap pemroses 120 Untuk keamanan
dan thara,
keselamatat 2, Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dekumen yang diterbitkan
14 |Evaluasi 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan afas peraturan pelaksanaan;
Pelaksana 2. Evaluasi melalul Survey Krepuasan Masvarakal yang dilakukan setiap

Semester;
3.  Ewaluasi melalui monitoring, evaluas dan pelaporan Kinerga pelaksana

J'm E-t‘l-lut..rd A., MURP
wigkead 151/ d)

2010M11 1 016




Lampiran XV
Nomor - 5036/ 201 v/ DPMPTSP-2022
Tanggal © A Juli 202z

STANDAR PELAY ANAN {5
Penirinan Berusaha Berbasis Rimko Rendnah

Mo

Komponen

Liraiag

DCasar Hubkum

Undang Undang Memor 5 Tahun 2004 tentang Prmbentukan kahupaten Kartingan,
habupaten Seruvan, kabupatrn Sukamara, kabupan Lamandau, kabupaten Gunung
Masn, Kabupaten Puling Fisau, Kabupwien Murung Rava, kabhupaten Barite Timur MH
Provinal Kalimantan Teogal |lembaran Segara Hepublik Indonesia Tahun 20402 Nomor
IR, TambuhaanLembaran hegara Repubbk Tndonesa Yomor 41800

Undang Undang Nomoy 2H Tabun 2000 fentang Bangunan (edung {Lembaran Negara
Hepublik Indonews Tahun K12 domer 134 Tambabhan |cmbaran Negara Mepublk
Indonesia Nomor +247) sehagaimana telah diubah dengan Lindang Undang Nomer L1
Tahun 201 [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahan 2020 Nomer 245, Tatmbahan
Lemharan Negara RHepublik rulonesia Nomar 657135

Undang-Undang Nemor 25 Tuhun 2007 rentang Penanamuan Modal (Lemburan Negars,
Rrpublik Indonesma Tahun 2MH7 Momar 67, Tambahan lLembaran Negara Republik
[ndonessa Soemor 4724 scbagmmana telih diubah dengan Undang Undang Namoer ¢
Tahun 2020 {Lembaran Negarn Repullik Indonewa Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik |nelonesia Nomor 657.0);

Undang-Lndang Nomnr 26 Tahun 2007 tentang Penatann Ruang {lembarap Nepara
Hepublik [ndonesa Tahun J007 Nemaor 08, Tambahan Lembaran Repubtlik Indonesia
Negaura Nomor 3725) sebagaimuna ielah diubah dengan Undang Undang Nemor 11
Tahun 2020 (Lembaran Segarn Hepublbk Jndenesma Tahun 20020 Semor 245, Tambahan
Lembaran Negara Frpublik Indonesia hemor 6373,

Undang-Urnlang Nemor 11 Tuwhun 2008 tentang [nformas dan Trinsaksi Flektronik
iLembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tamhahan [Lembaran
Negara Republic Indonesia homor 4849, sebagaimana telak diubuh dengan Undang
Undang homor 19 Tahun 2016 [Lembaran Megora Republk Indonesia Tabun 2006
Nomur 251, Tambahun Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 5932k

Undang-Lndang Nomor |4 Tahun 0O0B tentang Keterbuksan Informam  Publik
{lLembaran Negars Hepublik Indonesin Tahun 2008 Nemor &1, Tamhbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484,

=1

Urdang Undang Noemor 23 Tehun 2009 rentang Pelayvanan Publik [Lembaran S“egara
Republik Indonesiv Tahun A00% Nomar 112, Tembahan lembaran Wegara Repuhblik
indonesin Somor SO3H

Lndang Lndang Yemur 28 Tahun 200¢% [enlang Pajak Dnerah dan Retrbus Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2009 Nomor 130, Tembahan Lembaran
Mrgara Hepuhlik lodonesia Nomor S(k40) sebagaimana telah diuhah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tuhun 2020 dlemlican Negara Fepublik [ndenesia Tahun 2020
Somor 245, Tambabian Lembaran Negara Repubhik Indone g Nomor ST d;;

Undang Undang Nomor 32 Tahun HH¥ tentang Perlndungan dan  Peagelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik [ndenecma Tahun X9 Somor 130,
Tambahan lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3059 scbagaimana telak
divhah dengnn Undang Undang Nomoe |1 Tahup 2020 [Lembaran Negarn Republik
Indunesia Tuhun 20020 Yome: 245 Tambahan Lembaran “Megara Hepuhblik Indonesin
Homor 657 b

10

Undang Undlang homor 12 Tabun 2001 tentang Pembeniukan Peraturan *rrundang
undangan {lembaran Negars Republk Indonesa Tahun 2011 Somor 82, Tambahan
Lembaran “egara Hepublik Indonesia Somor 32134} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Uiidang Nomor 15 Tabun 2015 |Lembarun Negara Hepublk [ndonesa Tahun
2014 Namear 183, Tambahan Lembaran Negara Kepublik lndenesia Nomor 6390

Il

Undang-1 rneang Nemur 23 Tahun 24 rentang Femerintah Daerab |Lembaran Negurn
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarn Hepublik
Indonesia Nomor 5587} sebigaimans telah diubah beberapa kuli rerakhir dengan
Lndang-Lodang Nomor 11 Tahun 20020 | Lembaran Negira Hepublik [ndonesia Tabiun
2020 Nomar 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Somer ST

12

Undang-Undang Someor 11 Tuhun 2020 irntang Cipta Kega (Lembaran Negara
RHepublik [milonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan lembaran Negarn Republik
Indanesin Nomar £5773);

13

Peraturan P'emerintah Nomor 9 Tahun 2012 trnlang Priaksansan Undang Undang
hemor 25 Tahun 2P tentang Pelavanan Pablik (lembaran Segara Republik [ndonesn
Tahun 2012 Momor 25 Tamimbhan Leotlsaran Megara Republik bndonesia 5357,

14

Peraturan Frmeriniah Nomor 82 Tahan 2012 lentang 'envelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektranik (Lembaran Segara Rrepublik Inderesa Tahun 2012 “omor 189,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar R344);




15 Peraturan Pemerintah Somer 5 Tahun 20021 tentang Penvelenggaraan Perznan
Berusaha Berbasis Hiako (Lembaran Segara Kepublik Indonesia Tahun 2021 Nomer
15, Tambahan Lembaran Segara Republik Indenesa Nomor 6618

16 Peraturan Pemeriniah homor G Tahun 2021 tentang Penyelenpgarasn Perizinan
Herusaha di Dacrah (Lembatan Negara Republik [ndonesia Nomor 6618];

17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 fentang Peraturan Pefaksana Undang
Undang Komor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2021 %omor 26, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
oy 2R

|8 Peraturan Pemerinmiah Somor 21 Tahun J04| tentang Penvelenggarasn Penalaan
Ruang [Lembaran NSegura Bepublik Indoness Tahun 2021 teatang Penvelenggarann
Pepataan Ruang {lembaran Negara Hepublk |ndonesia Tahun 2021 Nemer 26,
Tambahan Lembaran Segara Republik Indonesia Nomaor 66335

19 Peraturan Pemerintah Somor 22 Tahun 2021 tentang Penvelenggarann Peclindungan
din Pengelolaan Lingkungan Hidup iLemtugran Megara Republik Indonesin Tahun 2021
Momaor 32, Tambahan Lembaran Negara Hepublik [ndonesia Nomor G650

M3 Peraturan Pemerintab Semor 26 Tahun 2021 tenluang Pertanian (Lemhbaran Negara
Kepublik Indonema luhun H021 Nemor 3 Fambahan Lembaran Negars Republik
Indonesa Nomor Gt 3]

21 Peraturan Pemenntah Somor 27 Tahun 2041 irolang Penvelengguraan  Pidang
kelautan dant Perikinan |[Lembar Negura Repuldik Indonesia Tahun 2021 Nemor HLy
Tambahan Lembaran Segarn Republik [ndencsos Nomor G539);

22 Peraturan Pemerininh Somor 28 Tabun 2021 tenlang penyelenggaraan  Bidang
Perindustrian |Lemborsg Yegaca Republik Indonesie Takun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negaora Repuhilik lndoneaia Nomaor tfedl);

21 Peraturan Pemerintah Somnr 23 Tabhun 20k2E tentang  Peovelenggaronn Fidang
Perdagangan |Lembar hegara Hepublik [ndonewa Tabun 2021 Nomor 3%, Tambahan
Lembaran Negura Republk indonesa “omor 4]

24 Peraturan Pemernmial homor 30 Tahun 20121 temnang Peovelenggaraan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan |Lembaran Segarw Republik Indonesia Tahun 2021 Komor
40, Tambahan Lemburan Segara Bepuhlik lvdonesn Somor 5642);

25 Peraturen Pemeriniah Nomor 47 Tahun 2021 tentang  Penyelenggarnan Bidang
Perumah Sakitan |Lembnran Negara Hepublik Indonesia Tehun 2021 Nomor 57,
Tumbahan Lembaran Segara Republik Indonesin Namor G059);

26 Peraturan Presiden Somor A7 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Prmbentukan Perafuzan Perundang undangan)
[Lembaran Negara Hepublik Indeonesa Tahun 2014 Momor 195

27 Prraturan Presiden Komor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelavannn Terpadu
Satu Pintu (Lembaran hegara Hepublil Indonesin Tahun 2014 homor 221}

28 Peraturan Meoteri Dalam Negeri ¥omaor [3H Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pelavanan Terpada Sato Pintu (Berun Yegara Republik Indonesda Tahun
20017 Nomaor 195,

X Peraturan Menten [lom Segen Somor KO Tabhun 4013 tenlang Pembentukan Produk
Hukum Dwaerab  (Herita Segara Republik Indonesa Tahun 2015 Nemor 2036)
schagaimana telrh thubah dengan Peraturan Meatens [Dalam Negen Nomer 120 Tahun
206 {Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 137];

A Peraturan Daerah Nemer 11 Tahun 20000 tentang Pem>enlukan dan Susunan
Perangkar Dacrah Kabupiaten Lamandau (Lembaran Daersh Kabupaten lamandau

Tehun 2006 Nomer 1453, Tambahan Lembaran [Daerah Kabupaten Lamandeau Nomor
L92);

al
Peraturan Dupati lLameodad  Xomor Tahun 21327  tentang  Prndelegasian
kewenangan Penyelenggarasn Periznan Herusahn dan hSon Berusaha hepada hepala
MMnas Penanaman Maodal Dan Pelavanan Terpadu Saru Pinmy Kabupaten Lamandau.

Persvaratan

Jenis persyaratan Ferizinan Bernsahs Berbaxis Risiko Rendah beropa :

1 Kesesuaian pemanfanainn ruang, yvaimu
a. KKKPR; arau

b PRKPR
2 Persetujuan Lingkungan meliputi
a. 5PPL;
b. PRPLH:
€. KkLH
3 PBG dan SLF

Sistem.
Mekanisme dan
Prosedur

n R T e A R T e it o T b R S e SRS T TP R PR




4 |Jangka Waktu |1 (satu} bari kerja sejak berkay dinyatakan lenghkap dan benar
Pelayanan
5 |Biava Perizinan Herusaha Berbams Rimke Menengah Hendah tidak dikenakan biaya |gratis)
& |Produk Nomor Induk Beruaaha {N1H}
Pelayvannn
7 |Penangannn Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengadunn, habupaten lamanday
Saran dan Alamat Il Batuy Batenggai Mo 039
Masuknn Kowde Pos Td1hl, Manga
Telepon
Fax
email
Wabsite dprn prapES iaman dale ab g
Instagram dpmptsp lamandau
Facetxoak pmptsp Kabopate s Lamandag
Layvenan Pengaduan
Telepon WihnsArgy nt 256236160
8 |Sarann dan
prasarana, Saran:s Prasarana:
dan /atau 1. Kemputer; 1. Ruang prlavanan /raang lunggu
famdiras 2. Bcanrer, 2. Loket mandin dan pemandu loket
3, Janmgsn internel 3. Parkit
4. Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara [AC)
5. ATK
9 [Kompetensi 1 Minimad D3 untuk petuginy perisman;
Pelakaana 2 hoordinator pelavanan perizinan adalah PNS;
3 Menguasa Peraturan Perundang Undang tentang perizinan;
4 Memaham proses alur priavanan perizinan berbasis elektronik;
3 Menguasai sistem aplikam (055,
& Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Memaliki imifegritas.
& Memudiki kerelitian,;
9 Memilik kesehatan jasmam dan robani
10 jPengawauan Pengawasan intemal dilakukan secara berjenjang oleh
lnternal 1. Kepala [Mnas.
2. Bekretaring
3. Kepala Hidang Pelayanan;
4. Bub Koerdinator, dan
5. Kepala Sub Hagian Umum dan Kepegawaian
1l |[Jumlah 1. Koordinator 1 fsani orang dengan status pegawdal PNS
FPelakaanu 2. Petugan Black 0Tice - 2 Orang
3. Petugas Front Liner : 4 otang
12 |Jaminun 1.  Pelavanan diproses saonpiu sclesai apabila persvaratan lengkap
Pelayannn diperhn uleh pemohon;
2. Pelavanan dilaksanakan sedya dengan ketentuan Peraturan
Perundang Undangan vang herlaku dan S0
3. Aplikam mstem elektromk mudah diakses dimanapun dan Kapanpun
13 |Jaminan 1. Seluruh dokumen diterttkan melalui aplikam secara elekironik dengan
Eramarinn login |12 yang berbeda unfuk seliap pemroscs in untuk keamanan
dan data;
ke selamalan 2. Teregrintnm dengan QF Code untul menjamin keabsahan dan
prlayanmn kebenaran dokumen yAng thiterhitkan
14 {Evalua=m 1. Evaluna dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinena terjad keswdahan dan prrubahan atas peraturan pelaksanaan,
Prlak=nanin 2. Exaluam melalui Surey Kepuasan Masvarakat vang dilakukan sctiap
Scemester;
3.  Ewaluas melalui monitoring, evaluas dan pelaporan lkinerja pelaksana,

m a Rulik
; Tanggal L aul 2022

Pl1. [-LE.P..-EI ABAS,




Lampiran X1
Momar : 503.6/ 20 [fVilf DPMPTSP-2022
Tanggal : 2 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (3F)
Perizinan Berusaha Berbasis Riatko Tinggl

No

Komponen

Uraian

Daaar Hukumm

Undang-Undang Momor 5 Tahun 2002 teniang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyvan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Eabupaten Barito Timuar Th
Provinei Kalimantarn Teogah [Lembaran Negaga Republik [ndonesia Tahun 2002
Momor 18, Tambahasanlembuaran Negara Republhk [Indonesia Romore 4 1805,

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2002 tentang Hangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Fahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran hegara Bepublik)
Indonesia Nomor 4247) sebagtimana telab diobah dengan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Temhehan Lembaran Negara Reopuhlike Indoncria Nomaor 65730,

LUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Maodal (Bembaran Negara
Republik Indeneaia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 |lembaran Negara Repuhlik Tndonesia Tahun 2020 Nomor 2435,
Tambahan Lembaran MNegara Reoubhk Indonesia Nomor 6573);

Undang Undang Nemor 26 Tahun 2007 {enlang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Eepublilk indonesa Tuhun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Bepublik indonesia
Megara Momor 47250 sebagaimana telah disbabh dengan Undang-Undang Wemor 11
Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 2435,
Tambahen Lembaran Megara Republik [ndonesia Nomaor 4573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
{Lemmbaran Megara Republik [ondonesie Tabhun 2008 Nomer 58, Tambahan Lembaran
Megara Republk indonesia Nomor 4843] sebagaimana telah divbah dengan Undang
Undang Nomar 19 Tahun 2016 [Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2018
Momor 251, Tamhahan lembaran Negara Republik [ndonesia Nomaor G05EZ}H

Undang Undang Nomor (¢ Tahun 2008 tentang Keterbulkaan Informasit Publik
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahen Lembaran
Nepara BEepublik [ndonezia Nomoaor $8448);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik [Lembaran Megara
Fepublik Indonesia Tahun 200% Nomor 112, Tambahan Lembasan Negara REepublik
[ndoneaia Momor 3068

Undang-Undang Nomar 28 Tahon 200% tentang Pejak Daerah dan Retribwsi Dasrah
[Lembaran Negara Repoblik Indonesie Tahun 2009 Nemor 130, Tambahan l.ombaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 504% schagaimana telah diuhah dengan Undang-
Undang Nemor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negarse Republiv Indonessa Tahun 2020
Nomor 245, Tamhahan Lemharan Negara Republik Indonesia Normor GRTE);

Undang-Undang Momor 32 Tahun 2809 entang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubblk Indoneasm Nomor S05% sebagaimana relah
diubah dengan Undang-Undang Momar 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
[odonesia Tahun 2020 Noemor 245, Tambehan Lembaran Negars Hepuhlik Indonesia
Romor 6373);

13

Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 20150 tenrang Pembentukan Peramuran Perundang.
undangan [Lembaran Megara Republik Indenssia Tahun 20511 Nomor §2, Tambahan
Lembaran Kegara Republik Indonesia Nemar 5334) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Momer 15 Tahun 2019 [Lembaran Negara Reputlik Tndonesia Tahun
2019 Nomer 123, Tumbaban Lembaran Negare Repoblik Indonesa Nomor 6398);

11

Undang Undang Momor 23 Tabun 2014 lentang Pemerintah Daersh [Lembaran
Megara Republik Indonssia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaca
Republik Indonesia Nomor 5587| sebagaimana telah diobah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negar Indonesia Nomer 657 3);

12

Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kens (Lembaran Negara
Republk Indonczia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran MNegara Republik)
Indonesia Nomor 6573},

L3

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tenrang Pelabksansan Undang-Undang
Momar 25 Tahun 2009 rencang Pelayvanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2012 Nomeor 215, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
8357;

14

Peraturan Pemerntah Nomor B2 Tahun 2012 fentang Penvelenggaragan Siarem dan
Transake Elektronik [Lembaran Megara Republk Indonesia Tahan 2012 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5348);




15

Feraturan Femennlah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggarasn Perizinan
Berusaha Berbasis Risitko [Lembaran Negara Fepublik Indenesia Tahun 2021 Nomar
15, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor G618}

15

Feratucan Pemenntah Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha ofi 11aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 66 18(

17

Pernturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 lentang Peraturan Prlaksana Undang-
Undang Nomar 28 Tahun 2022 tentang Bangunern Gedung |Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun an2l Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia G628);

18

Peraturan Pemerintah Momer 23 Tahun 2021 tenteng Penyeenggaraan Penataan
Ruang |Lembaran Negara Repubik Indrnessa Tahun 2021 rentang Penvelenggaraat
Pepatasn Ruang [Lembaran Negara Republk Indanesia Tahun 2021 MNomeor 26,
Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor BEA3)

19

Peraturan Pererintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Regara Hepublik indonesia Tahun
20121 Kemar 32, Tumbahan Lembaran Negara RBepublik Indonesia homor a5 341,

20

Peraturan Demerintah Momor 26 Tahun 2021 tentang Pertanien (Lembaran Negara
Republik ndonesia Tahun 2021 Komor 36, Tambahan Lembaran Megars Republi
[mdsonedia Womor &535);

21

Feraturan Pemerintah Womeor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hidang
Ketautan den Perikinan [Lembar Negars Republik Indonesia Tehun 2021 Nomer 37,
Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomoe G635,

22

Peraturan Pemerintah Womor 28 Tanun 2021 tenteng penyelenggaraan Bidang
Perindustriany  [Lembaran Megara  Hepublik lndonesia Tahun Q2021 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6640);

23

Prraturan Pemerintah Womor 29 Tahun 2021 tentang Penyvelenggaraan Bidang
Perdagangan |[Lembar hegara Republik [ndonesia Tehun 2021 Nomar 3%, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomior 86415

24

Peraruran Pememintah Nomor 30 Tahun 2001 lentang Penyelenggarasn Hidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan jLembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomar
403, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642

23

Peraturan Fomerintuh Nomar 47 Tahsn 2021 lentang Peryslenggaraan Bidang
Perumah Bakitan [Lembaran Megara Republik Indenesia Tabun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndornesia Nomar 659390,

26

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 rentang Feraluran Pelaksanesan Undang-
Undang MNomor 12 Tahun 2011 werntang Pembenlukan  Peraturan Perundang-
undangan [Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Namor 199);

27

Peraturan Presiden Momer 97 Tahun 2014 rentang Peoyelenggaraan Felayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Kogare Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 221(;

28

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyvelenggaraan
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik indonesta Tahun
2017 Namor 19560,

249

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomoer 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dasrak |Berits Negara Republie Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038)
sebapaimana reiah disbah dengun Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomar 120 Tahun
2015 [Benta Negara Repulidik Indonesia Tahun 2018 Normor 157];

3o

TPeraturan |dacrah Momor 11 Tahun 2016 tenlang Pembentukan dan Busunan
Perangkat Daerah Habupaten Lamandau |Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2016 Momor 143, Tambahan Lembaran Dacreh Kabupaten Lamandan Nomor
163,

31

Peraturan Bupatt Lamandau Noemor Tahun 2022 tentang Pendelegagian
Kewenangan Ponyelenggaruan Perizinan Beruasha dan Non Berusaha Kepada Hepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

Persyaratan

L

Jenis persyaratan Perizinan Bernsaha Berbasis Risiko Tinggi berupa :

Kesesumian pemanfastan ruang, vair @

a. KKKPR; atau

b. PRKTR

Perastujuan Lingkungan meliputi

a, SPPL;

b. PKPLH;

<. KELH

PR dan 5LF

Perayaratan Perizinan Berusaha yang deatur dalam lampiran 1 dan Lampiran 11

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tehun 2021 tentang Penvelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risike pada setiap sekior berusaha




3 |Sistem,
Mekanisme dan
Prozedur

4 [Jengka Waktu | 7 (Tujub) har kema sejak berkas dinyatekan lengkap dan henar
Pelayanan

5 |Biaya Periginan Herusahs Berbasis Fisiko Tingg ridak dikenakan biava (gratis)
& |Produk Momor Enduk Berusaha (MIB], Sertifikat Standar dan Izin
Pelayanan

7 |Penanganan nas Pepanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pinto

Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat s N Baty Batanggui Mo 039
Masukan Kode Pas 74161, Nanga
Telepon -
Fax .
cmail .-
Webzite i dpmptsp@lamandavkab.ga ld
Instagraom L dpmptaplamandau
Facebook : Dypreplsp Kebupater Lamandau
Lavunan Pengaduan
Telepon; WhatsApp . 'DB1256236260

A |[Sarana dan
Prasarana, Sarana Prasarana:

dan/atau 1. Komputer, 1. Ruang pelayanan/miang tunggu
[asilitas 3. Bcaner; 2, Loket mandir dan pemandu loket
3, Jarmpan internet 3. Parlar
4. Ruang Kerja 4, Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetensi 1 Minimnal D3 untuk pelugas perizinan;
Pelaksana 2 Roordinator pelayanan periginan adalah FNS;
31 Menguasal Peraturan Perundang-Undang tentang perigina;
4  Memahami proges alur pelavanan perizinan berbasiz elektrombk;
3 Menguasa: sistem aplikasi 053,
& Mampu mengoperasionalkan Romputer,
T Memuliks inlegritas;
8 Memuliki ketelitian;
4 Memuliks keseharan jasmari dan roban
10 | Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara betjenjang oteh :
internal 1. Kepala Dinas:
2. Bekretaris;
3. Kepala Budang Pelavanan;
4, Bub Koordinalor, dan
5

. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

11 {Jumlah 1. Koordinator © I [satu) crang dengrn atatus pegawal PNS
Pelakaana 2. Petugas Back Office - 2 Orang
d. Petugzasz Froar Liner : 4 orang
12 |Jaminan I, Pelavanan diprodes sampdd selesa apabila persyaratan lenghkap
Felayanan dipenuhi ol¢h pemohon;
2, Pelayanan ditaksanakan srauat dengan ketentuan Feraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan S0P
3. Aplikasi sislem el=ktronik mudeh diaksea dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan 1. Selurub dokumen diterbitkan melalu aplikasi secara elekironik dengan
keamanan login 1D yang berbeda uneuk senap pemroses @in untuk keamanan
dan data;
keselarnanan 2, Teregnstas dengan QF Code untuok mengamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yane diterbitkan
14 |Evaluasi 1.  Ewaluasi dan pengawasan terhadap kegiston dilakukan setiap sast jika
Kinerja teradi kesalahan dan perubahen atas peraturan pelaksanaan;
Pelaksana 2. Evaluasi melaluy Survey Kepuasan Masvarakal yang dilakukan setiap

Semester;
3. Ewvaluasi melalui monitoring, evaluam glaﬁ".-_].u t:]a pelakaana
= A3

Il‘r‘l’ﬂ] Bulik
PEIC'.:‘I. [‘a Juli 2032
I.A. Ea1NAS,

rmh. HU‘\RHHGE!‘{ s M.A., M.URP Penata
L (L0 d)
RIP: 16850801 201001 1 016




Lampiran XVIII
Nomor 5036/ 0.] /\11/ DPMPTSP-2022
Tanggal - 2O Juli 2022

STANDAR PELAYANAN [SPt
Periginan Non Berusaha dengan Pajak / Retnbus

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang Undang Nomar 5 Tabun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabuparen Seruyan, Kabupaten Sukamara, Knbupaten Lamandau, Kabupaien
Gunung Mus, Kabupaien Pulang Pisau, Kabopaten Murung Rava, Kabupaten Datite
Timur Di Provions: Kalimantan Tengah:

Undang-Undang Noemor 25 Tahun 2007 1emang Peoanaman Madal {Lembaran Segarn
Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor &7, Tamlahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Numar 4724 sehagaimana telab diubah dengan Lndung - Undang Somor
11 Tahun 1M jlembaran Negara Republik |Indonema Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Yepara Republik [ndonesta Nomar 2373

Undang Unulang Nemur 26 Tahun 2007 tentang Prnataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik [ndenesia
Negara Nomoer 4725 sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Momor 11
Tahup 20 [Lembaran Megara Republilk  lodonesin Tahun 2020 Mamer 245,
Tambahan Lemboran Megara Republik lndonesin Nomor 657 3);

Undang-Undang hemor 11 Tahun 2008 1entong |nformaes dan Transaksi Elebironik
iLembaran Negara Hepublik Indonesia Talhun 2MHM Somor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang
Lndang Nomor 14 Tahun 2016 {Lembaran Negara Wepublik Indonesia Tahun 2016
Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomar 5952

B}

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfermas Publik
(Lembaran Megara Kepublik Indonesia Tahun 28 Nemor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik [nidoneaia Nomer 4846);

Undang-Undang Yomor 25 Tahun 20409 tetang Pelnyanan Publik (Lemheran Negarn
Republik Indenesia Tahun 2009 Somor 112, Tambakan lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor MUEL

Undang-LUndang Semor 28 Tahun 206 rentang Pajak 1Yaerah dan Retribus Daerak
(Lembaran hegarn Republik Indonesma Tahup 2004 Somor 130, Tambahan Lembaran
Negara Hepublk Indoness Nomor 3049 sehagawmana telah dinhah dengan Undang
Undang Momaor || Fahun 2040 |Lembaran Negara Repullik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahap Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Somor 6573,

Undang Undang Somor 32 Tahun 2009 tentung Perlindungan dan Pengelolsan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Hepublik Indonesin Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5059) sebupaimana telah
dinhal dengiun Undang Undang Nomor 11 Tahun 20620 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesa Talun 2020 Koemor 245, Tambihan Lembagan Kegara Repuhlik Indeness
Momaor 6373,

Undang-Undang “emor 12 Tahun 211 tentang Prmbentukas Peraturan Perundang
undangan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5234 sehagaimana telah diubah dengan
Lndang Undang Namer 15 Tahun 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tumbahan Lembaran Segara Republik Indonesia Nomor 5398}

10

Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarnn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Megars
Fepublik Indonesin Nomor 5587} sehagaimana telah diubab beberapa kali terakhir
dengan Undang Unistang Nomor 11 Tahun 2020 |Lemharan Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan lLembaran Negara Repuhlik lndonesis Nomor
6573y,

11

Undang Lodang Nomer 11 Tahun 2020 rentang Cipta Rerja {Lembaran Negara
Republik [ndenema Tahun 2020 Nomor 245, Tamhahan |embaran Negara Republik
[ndonesa Nomar #57.3),

12

Peraruran l'emerintah Nomor 96 Tahuo 2012 tepinng Pelakzanaan Undang Undang
Momor 25 Takun 200F) tentang Pelavanan Publik {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2112 Nomar 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
AT,

13

Peraruran Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tcniang Penyelenggarasn Sistem dan
Transaks Klektronik (Lembaran MNegaru Republik Indonema Tahon 2012 Kemor LU,
Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomoar 5348




14

Peraturan Pemerintah Momer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6628);

15

Peraturaty Pemerintah Nomor € Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan
Berusaha i [darrah (LLembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indoneasa Nomoer 66 18],

18

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Memor 31, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 6633];

17

Peraturan Pemernntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Fengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun
2021 Nomoer 34, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nemor 6634];

14

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Wegara Republik ndonesia Tahun 2014 Nemer 199);

19

Peraturan Presiden Nomor 497 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221

20

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 850 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hulbum Baerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20105 Momer 20036)
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 {Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2018 Nomer 157);

21

Peraturan Mepteri Dalam Megeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Darrah |Berita Negara Repuhblik Indonesia Tahun
20117 Nomor 19536}

22

Peraturan Jacrah Momor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;

23

Peraturan Bupati Lamandau Nomeor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana BAB
¥1 Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Momor 11 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah

4

Peraturann Bupati Lamandad Nomor Tahun 2022 tentang Peaodelegasian
Kewenangan Petiyelenggaraan Perizinan Berusauha dan ¥Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Nan Pelayanan Terpady Satu Pintu Kabupaten Lamandau;

Persyaratan Data prnbadi peracorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan

Lisaha/Badan lHukum berupa KTE, NPWF, Akta Perusahaan;

- — - —

Siatem,
Mekanisme dan
Prosedur
Jangka Waldu |1 [zatu} hari kerja sejak berkas dinvarakan lengkap dan benar
Pelayanan
Biaya Perizinan ini dikenakan Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomar 53

Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bah V1 Pengaturan Pajak Reldame Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Produlk Izin Reklame
Pelayanan
Penanganan [inas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Alamat ;M. Batu Batanggui Mo. 339
Baran dan Kode Pos 74161, Nanga
Masukan Telepeon :

Fax

email & =

Websire . domptsp@lamandaukab.go.ld

Instagram : dpmptsp.lamandau

Fawelbook . Dpmptsp Kabopaten Lamandau

Lavanan Pengaduan
Telepon WhatlsApp : DBE1256236260




g ::z:;::n Sarana - Prasarana:
dan /alau : 1. Komputer; 1. Ruang prla_w.'.a._nan,.-’ruang tunggu
fasilitas 2. Beaner: 2. Loket mandin dan pemandu loket
3. Jarmgan internet 3. Parkar
4. Runng Kerjau 4, Penvepuk Udara (AC)
8. ATK
9 |Kompelensi 1 Minimal D7 untuk petugas perizinan;
Pelakrana 2 Keordinator pelayanan prrizinan adalah PR
3 Menguasai Peraturan 'rrundang-Undang rentang perizinan;
4 Memahami prases alur pelavanan pericinan berbasis elekiranik;
5 Menguamsd sistem aplibas Sicancik Cloud,
& Miunpu mengoprrasionalkan komputer;
T Memiliki infegrilas;
8 Memiliki ketelitian;
% Memiliki keschatan jasmani dan rohar
10 |Pengawnasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang olch :
Intermal 1. Kepida [inas:
2. Bekretaris,
3. Kepala Ihdang Pelayanan;
4. S3uly Keoordinator; dan
5. Kepuln Bul Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlak 1. Koordinator : 1 (saty) orang dengan sialus pegawa PNS
Pelakanna 2. Petugas Dack Office . 2 thrang
3. Petugas Fronr Liner : 4 arang
12 | Jaminan 1. Pelaynpnan diproses sampai selesai apabila perayaratan lengkap
Pelayannn dipenuhi oleh pemohion,
2. Peluwvanan dilaksarakan sesua dengan ketentuan Peratursn
Prrundang Lndangan vang berlaky dan S0P,
3. Aplikam sistem slektromk mudah diakses duymanapun dan kapanpun;
13 [Jaminan Seturuh dokumen diterhitkan melalus aplikas secara elekiromik dengan
keamanan logit [1Y vang herbeda untuk seriap pemroses izin untuk keamunan
dan ibatn,
keselamator 2. Teregrisias dengan QR Code ancuk menpaunin keabsahan dan
priayai kelienaran dokumen yaog diterhbitkan
14 |Evalusm 1.  Evaluam dan pengawisnn terhadap kegatan dilakukan setiap sant jika
kirerja trrjach krzalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelak sana 2, Evalua=s melalui Survey hepuasan Mawarakal vang diakukan setiap
Semester;
3.

Evaluas melalul muni!uring, evaluasi dan prlaporan Kinerjn peluksana
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Lampiran XVII
Nomor : 503.6/ o I VIl DPMPTSP-2022
Tangzal - A0 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (Bl
Penzinen Berusaha Untuk Menunjang Kegiaran Usaha

Mo khomponen

Uraian

1 |Daszar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 rentang Pembentukan Kabupaten HKatingan,
Kabupaten Reruyan, Kabupaten Sukamara, Babupan Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Fiaau, Kebupalen Murung Rava, Habupaten Barito Timur D
Prowvinai RKallmantan Tengeh (Lembaran Megara Bepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor
13, Tambahaanlembaran Megera Hepublik Indonesia Nomor 41504,

Undang-Undang Noror 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor L34, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247 acbagaimane ielah divbab dengan Undang Undang Nomor 11
Tahurn 2020 (Lembaran Negars Bepublik [ndonesia Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan
Lembaran Mepara Republik Indonecaia Nomor 37 3],

Undeng-Undang Nomor 25 Talun 2007 tentang Penatfarnan Modal (Lembaran Negara
Republk Indoncaia Tehun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara BEepublik
Indonesia Nomor 3724 schagaimana telak diubeh dengen Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435, Tambahan
Lembaran Negara Eepubiik Indonesia Nomor 85373);

Undang-Undang Momaor 26 Tehon 2007 tentang Penataan Ruang (Lembuaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20417 Momor 68, Tembahan Lembaran Republik [ndonesia
Megara Momeor 4725 sebagaimana telah dinhah dengan Undang-Undang Momor 11 Tahun
2020 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomar 65739

&

Undang-Undang Momor 11 Tahun 2008 tentang |Informasi dan Transaksi Elekironik
[Lembaran Megara Republk lndonesia Tanun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4843| sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Megrra Republik Indanesia Tahun 20016 Nomor
2581, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomot 5552)

Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tenrang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor b, Tambahan Lembaran Negara Republik
[adonesm Nomor 4844];

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 ifentang Pelavanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20K Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
[ndonesa Notnar 3035,

Lndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerabh dan Eetribusi Dasrah
[Lembaran hegara Eepublik [ndonesia Tabun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonssia Momor 5045% sebapamimans elah dicbah dengen Undang-
Lndang Nomor 11 Tahon 20270 {Lembaran Nepara RBepublik [ndeoesia Tahun 2020 Yomor
245, Tambahan Lembaran Negara Ee=publik Indonesia Nomer 6373);

Undang-Undang Nomor 32 Tahurn 2009 tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup [Lembaran Megara Republk Indenesia Tabun 2009 Nomor 140,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah divbah
dengan Undang-Undang FNomor 11 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 6573

1o

Undang-Undang Momer 12 Tahun 2011 rentang Pembentukan Pecaluran Perundang-
undangan |lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor &2, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Womor 5234) acbagaimane telah diubah dengan
Undang-Undang Wemor 15 Tahun 2009 (Lembaran Megara Republik Tndonesia Tahun
2019 MNomer 183, Tambanhan Lembaran Megara Republik Indonesia Mommor £398);

11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinrah Daerah [Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana relah divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor
243, Tambahan Lembaran Negara [ndonesia homor 6573);

12

Undang Undang Nemer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Negara Republik
[ndomenia Tabhun 2020 Nomor 245, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 637 3);

13

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tenteng Pelakasnarn Undang-Undang)
Wornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik iLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negera Republik Indenesia 3357);

14

Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penvelenggaraen Sistem dan
Transaksi Elektronik [Lembaran Negars Republik Indonssia Tahun 2012 Nomer 189,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik indonesa Nomor 5348|;




15

Peraturan Pemenntak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perimnan Berusaha
Berbuaia Hisiko |Lembaran Negira Bepubbk Indoness Tahun 2721 Nomeor 15 Tambabhnn

Lembaran Negars Wepublik [ndoncsia Noenr iR 15];

Peratutan Pemesalal Nomeor + Tanuo 2021 entang Penvelenggiraan Penznan Berussha

di Daerah Lembean Negara Hrpubik in snesia domar G5 18

Deraturnn Prmermiah Womor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksans Undeng
Godung Nemor 2k Tehun 2022 tentang Bangunan Leedung (Lembaran Negara Republik
Indonena Tahun S00T Nomar o0 Tambalan Lembaran Segara Bepubiik Indonesia G638

18

Peralwran Pemerintah Homor o1 Tabus L2l tentang Peryelenggaraan Proaraan Busng
[Lemburan Negani Bepublik mplonesia ihun 2021 tentang i'ravelenggarnan Penatasn
Ruang -lembaras Negars Hrpubik lndonessia Tabun 292y Nomor M, Tambrhan
Lembustran Negifs Pepublis Inddonesi Nomor a532,,

19

Pernturan Pamenntah Nomor 2 Tahun 121 tentang Penyelenggaraan Perhindungan dan
Pengelolaan Lingkingan Hidup iLembaran Kegara Repuhlik Indonesia Tahun 2021 Noemor
32, Tambahas Lembaran Ncgura Reputlik [ndonesin Somor 6634];

20

Peraturan Pemenntab Normor 265 Tahuen 20250 tentang Pestamian |Lembaran hegara
Republhik Indonmesa Tahon 2l MNepwoe 38, Tumbshan Lemboaran hegara Republik
[ndomsenia Nomar (38

21 Peraturan Pemerimtah Nomis &7 Tahun 2001 temnang Peavelenggaraan Balang Kelautan
dan Perdanan Cembar Sewira Beputik indonesss Tahurn 3001 Noemor 370 Tambahan
Lemburan Megana Hepublin In:doneaia Sumor 66 35);

23 Peruluran  Pemrontab Meenor 250 Tahun 2000 tertang  penvelenggaraan Bidang
Peandustnan cLembaras Negara BEepoblk Indoneaa Tanun JA¥21 Nomor 38, Tambahan
Lemimran Mewira Eepubick [ndonesa Seomor 9640,

A3 Persluran  Pemerintah Momor 2% Tahun 2001 rentang Penyelenggoraan Bidoang
Perdagungan iLembwr Negora Bepanlk Indonesia Tahun 20021 Womar 39, Tambehan
Lemlarayn Negara Kepubhk Drmohgiesia Meonper 20400

24 Peraturan Pameniptah Nom oo 57 Tahon L 2 enrang Pervclergunraan Bulang Lalu Lintas
dan Angkutan lalan Lembaran Negio Bepublik Indanesia Tahun 2001 Nomor 40,
Tambuhin Lembiran Negars Republk [ndoneaia homor 564230

25 Peratiran Pemerintah Nomsor 47 Tzhue OG220 entang Penvelonggaraan Hidang Perumah
Sakian Lembiean Negara Hepubik ndones:a Tahun 2041 Nomor 57, Tambahen
Lembuiran Negarn Brpublk iorlgnesi@ bomer BB300),

26 Peraturan Preasien Noemos #7 Tahun 013 emiang Peraturan Pelaksanasn Undang
cndang Womor 10 Tahur 200 menrtane Pembentukan Perzturan Perundang undangan
ilemboran Negura Repubbk Indonesie Tobun 2014 Somaor 195

27 Peraturun Preswlen Nninc-r Y% Tahun 2014 tenrang Ponvelenggarann Peluyanan Terpadu
Saiu FintuoLembaran Negarn Hepubhik lncicnesia Tahun 2014 Nomor 221

28 Peraturan Menlen Dalam Megern Nosmer 138 Tahun 201" trorang Provelenggaraan
Pelayanan Pelayiunan Tecpudu Saru Piaiu (Herita Mepgnra Eepublik Indone s Tahun 2017
Nomer 1H56E]

25 F"t-ratur--::. Menter Da_a.r*" Neges Nepe: H0% Takun G015 tentang Pembentukan Produk
Hiukum [,.ac:'ah ‘Herita Segara Bepublik indonesa Tahun 2005 Nomaor 2090 achagaimarna
reiab chubah {!e"nmm Feratuzan Menlen [Julam Megen Nomor 120 Tabun 2015 |Berita
Negary Republik Indones:a Tihun Z00H Nemor 1571

30 Pcra:uraf-._ ].]3.1‘!'-'1". .'\':_\-:T.c‘r S tahun 20 termtang Pemlentuban dan Sussnan Perangkat
F:"atrf-h n_a:_'l._:pn:r-n iamana slembaran Daerah Kabupaten Lamanday Tahun 2006
Namor 145, Tambahan Leamloran Daeeal; kabupater Lamandag Komer 1492,

31 Perwturar Bupatt Larnandas Nomor

Tahun 2028 eniang Prodelegasian hewenangan
Penyelenggaraan Prozinan Herusaha d3n -0 Berusaha hepada Kepala Dinas Penanarman
Mudal Nan Pelavanan Terpacda Sara Puatu hobupaten Lamandau,

2 |Peravaratan Jenis persyuratan Perizinan Berusshs Untuk Menunjeng Heglatan Usahs berupa :
! Kesrsuaian pemantaatan ruang, vairu -
a. KKK PH; atau
b. PERPR
Persetwjuan Lisgkungan mehpu
a. 5P
b. PKPLH;
. kKLl
PR fan SILF
:t’s}-urman Penzinan Berusaha yang diatur dalam tamperan | dan Lampiran |] Peraturan
menintah Nomor § Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Per i
il rinan
DA el KRE erusihs Berbawia
3 | Sistem,

Mekaname dan
Prosedir

T T R T m i b .

A . AL % wwm ot




4 |Jungka Waletu {7 {Tujuhl hari ketja sejak berkas dinyatakean lengkap dan benatr
Prlayanan
5 |Biaya Perizinan Berusaha Unrek Menunjang Kegiatan Usaha tidak dikenakan biaya [gratis)
& |Produk Produk Pelayanan Prrzinan Berusahs untuk menunjang Kegiatan Usaha mempunyai produk
MPelavanan lavanan hemipa dokumen Penizinen Heruashs seusal dengan sektcr usaha yang tercantum
dalam Lampiran i Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggacaan
Perizinan Berusaha Berbaais Risiko
7 {Penanganan I¥nas Penanaman Madal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Fengaduan, Kabupaten Lamandau
Sapran dan Alamat ;. Batu Batanggui Mo, 039
Masukan Kode Pos 74161, Manga
Telepon Lo
Fax :
el ¢
Webszite ¢ dpmptepglamandavkab.go.id
Instagram ¢ dpmptsp.lamandau
Faceboolk . Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Lavanan Pengaduan
Telepon  WhatsApp o GR12u62 0260
B |BarAana dan
prasarana, Sarana : Prasarana:
dan/atan 1. Komputer; 1. Ruang pelavanan fruang tungga
fasilitas 2. Scaner; 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3, Janngan internet 3. Parkir
4, Ruang Kerja 4. Penvejuk Udara (AC)
2. ATK
9 |Kompetensi 1 Minimal D3 untuk petugas perzinan;
Pelaksana 2 EKoordinator pelayanan perizinan adalah PNS;
3 Menguasat Peraturan Perundang Undang tenratg perizinan,
4 Memaham proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasai aiarem aplikas O35,
& Mampu mengoperasionalkan komputer;
T Memillda integricas:
H  Mermiliki ketelitian;
% Memilika keachatan jaamam den rohans
10 [Pengawasan Pengawaaan internal rilakukan secara berjenjang oleh .
Internal 1. Kepala Dinas;
2, Bekretaris;
3, Kepala Bidang Pelayvanan;
4, Sul Koordinator; dan
a. Kepala Sub Els.g,ian Urmum dan Kepegawaiarn
11 |Jumiah 1. Koordinator : L (sard) orang dengan statda pegawai PNS
Pelakzana 2. Petugas Back (iffigr - 2 Orang
3. Petugas Front Liner ; 4 orang
12 |Jaminan 1. Pelayanen diprosea sampai selesal apahila persyaratan lengkap
Pelayatian dipeniuhi oleh pemohan;
2. Pelayanan dilaksanaksan sesuwi dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yvang berlaku dan 80P
3. Aplikas: sistem elekrronik mudah diakses dimanapun dan kaparpun
13 |Jaminan 1. Seturuh dokumen diterbitlkan melalur aplikas) secara elektromik dengan
keamanan login ID yang Desbeds untuk setiap pemroses Lan untuk keamanan
dan data;
keselamatan 2.  Tersgrnslasi dengan (R Code untuk menjamin keahsahan dan
pelavanan kebenaran dokurmen vang diterbdirtkan
14 |Evaluasi 1. Ewvaluasi dan pengawasan terhadsp kegiatan dilakukan setiap saar jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaar;
Pelakzuna 2. Ewaluas melalui Survey Kepuasan Maavarawat vang dilakukan astiap
Zemester;
3.  FEvaluasi melalul monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja pelaltsana
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STANDAR PELAYANAN (5T
Penmnan Non Berugaha Tanpa Hetoibus

Komponen

Lranan

Dasnr Hulkum

Lndang-Unilang Nemua I Tahun 2 tentang Perobentukan Kebupaten haimgen.
Enbupaten  Seruyan, Kabupinens  Susaeoar, Kebupaten lumandau, Kahupaten
Gunnng Mas, Eabupiten Pulang Pusau, Kelupaten Murung Rove, Eabupaten Darida

Tunwr [0 Provinsd Kalirmmansae Teagahe

L'1:4!M1E-1.'|||!;1r1H Nomeal 23 Tahan JUDT rentang Pertatiamnan Muonla, jLemmbaran Negara
RepiLlik Lndonesia Tnlian 2007 Wows b7, Tamboten Lembaran Negara Bepublik
linSmyesia Momor 4734 sebupaatir telah sLhubah denpan Undong  Undang Nomer 11
Tahu; 2040 Lempaian Negara Bepubhk Indanesa Tahtn 2520 Nomer 245
Tambahan Lembaran Negaga Eopobhk Ind:esia Marmer B3T3

L'ndang-Undang Sonwa 26 Tebaon 2007 tesiang Penataan Ruasng [Lembaroan Negara
Kepubhik 'od ema Taloen 2007 Yomor £4 Tambahan Lembaan Bepubhk Indoneaa
Negara Motnor 3725 achagaimeana telah -hokvah deagan Undoeng Undang Nomaor L]
Tuhun 2070 [Lerplegan Negaen Bepatbhibh Indoncsn Tahnun 2020 Nomwer 245,
Taznhahan Leintaran Nepara Bepublik bnhasesia Nomnor 95731

Witclag-Liasddang Nomar 11 Tabuen 2008 trdang nheemas dan Transaks Blektronik
[Lembaran %egara Republik Indenesia Tabun 2008 Memor 36, Tambahwg Lembaran
Negupa Repubhk Indotiesia Natnior 48330 wrbagazmang telah duabady dengan Lndang
Uinclang Moo 19 Tabur, Z010 o Lembaran Negara Bepobhk nconesa Tahua 20016
Humar 251, Tambahan Lembaran Megara Bepohhik Ladomesia ooy 5354

Lievlang-Uickang homors 14 Tahun 2008 rentang Keterbukawgy  [nfoomasi Pubbik
|Lembaran Negara Hopublik Indanesia Tadoioo 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran
Negnra Bepubihk Indonema Nomor A8360;

Lendang-Uitlagg Nenoer 23 Tadvan 2000 teitang Pelayanan Publik iLembaran Negara
Rrpubiik lenlenesia Taboa 2000 Nomor 12, Tambahan Lemibaraa Nepira Bepulilide
ladonesia Womer SO2H

Lndagsg-Undasg N D8 Tabeo 2006 1retarng Pagak Daerak: dan Retobis Dacrah
iLembarar Negara Bepoblbk [ndenessa Tabion 2000 Somor 130G Tambabas Lesmbaran
Newnra Repabilie [ndunea Navus 5049) sebagaimunn telah dnibab dengan Undang -
Undang Notwen 11 Tuhun 2020 [Lemvbario: Negars Bepablik Indonesio Tahun 2020
Nutosr 345, Tambahat Lenbaoan Negara Heporbimk Indonesia enar A57.00

Undang-Undeag Nomue 32 Tuhun 2009 ‘eptang Pertindungan das Fengelolann
Lingkungan Hidup Lembaran Negara Fepohbk indonesia Taboa 2009 ¥omer 1443,
Tambahan lembaran Negara Hepublic ‘ndenesia Nomar 5059 ssbagaimnana telah
dibab detigemn Undang Undang Namaor 11 Tahun 2020 (Lembmran Negora Republik
Indiresia Taliin 2030 Nomor 245, Tarzibabien lenbaran Negora Republib [idonema
Nrmor &850

Uindang Undong Noowe 12 Taligs 2071 tradang Peenbentukun Paratira Ferundang-
undangan (lembaran Negara Brpublik hsdoresia Tuhun 2011 homor H2 Tambahmn
lembaran Negara Bepulik Indorema Nomeer 5233 srhagamaia telah disbah dengan

Undang Lndeqg Romee 15 Tabon 2019 | Leinbaran Megara Bepiklik [ndonesia Tehun
2009 Nomiae LE2, Tambahan Lenharan Wegara Repuhlik Indoteain Nomor #1396

12

Undang Undung Nomoa 23 Tahos: 200 ventang  Peiperintatiog Daerab | Lembaran
Megara Republik Indouesia Talion 2074 Kamor 1, Tambahen Lemluran Negara
Republik Indimesia Nomor 5587 srbagainana telah diubah !whrrapa kali terakiur
dengan Unibinsg Unidaeng Nomor L1 Tabun 2020 tLernburan Negara Republik Indoresn

Tahue 2020 Nomer 245, Tarobaibhan Lembuigan Segara Bepulik mdonesia NoTog
BET

1

—

Lodang-Undang Noows 17 Talin 2027 fentang Cipta kerja cLemibaran Negaea
Republik Tr:bonsesia Tabie 2000 Nomar <15, Tambalan Lembran Negara Repuhilik
Indenesia ¥Nunor 8574

12

}":J:-rnruran Frinerintah Semer G Tahen 20l tentang Pelaksunpan Lrsbang-Unidang
Nmor 25 Tahuer B H¥ reprang Pelivotian Publih Lerobor s Megara -chubhk

Indonesia Talun 26120 Momar S1%; Tambabian Lestlaran Mewnra Republibk [ndonesi
3A57; -

B3

Peiaturan Proenniab Nemim KD Talutn 21002 Tentung Penvelol gparaan Sistern dast

Transaks Eickirooik |Lembaran Mepara Republik Delonesa Tah o 2072 Nomer 189,
Tarmbahan l-mbaran Negara Republik Indunesia Noroeg 238




14

Peraturan Pemerintah Womeor 5 Tabun 2021 tentang Penyelenggarsan Perizinan
Berusaha Derbasis Rizsike [Lemnbaran Nepaca Republik [ndonesia Tahun 20021 Nomor)
15, Tmmbahan Lembaran Negars Repubtik [ndonesa Kamer B925(;

15

Tambahan Lembaran Negara Hepublik [ndonos:a Nomar 26 18|;

Peraturan Femerntah Nomor & Tabun 2021 tentang Penyelernggaraan Perizinan
Berusaha i Dacrah [Lembaran hegara Bepublk Indonesia Tabun 2021 Nomer 16

16

Petarnian Pemeriattah Nomor 21 Tahun 2021 rentang Penvelengearaan Penactaan
Ruang {Lembaran Wegara Hepublik indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraruran Peroernntadt Nommor 22 Tahao 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
den Pengelalaan Lingkungen Hidup (Lembaren Negara Hepubbk Indoneaia Tahun
2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nepara Eepublik [Indonesia Nomor 6634);

15

Peraruran Presiden Nemor 87 Tahun 2014 teniang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomoor 12 Tahun 2017 tentang Peanbentukan Peratura Peoundang undangan
|Lemmbaran Negara Eepublik [ndanesia Tahun 2014 Nomor 199);

19

Pereturan Freaiden Nomeor 97 Tahun 2114 tentang Penvelenggaraan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Nepara BEepublk Indonesia Tahun 2014 Nomer 221;

20

Pereturan Menten Delam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang Pembentukan Praduk
Hukutn Daetah  [Berita Negara Republik lodonssme Tahuno 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah dmibah dengan Peraciran Menreri Dalam Negen Nomor 120 Tahuan
2018 [Berita Negara Hepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157

21

Peratucan Mezters Dalamn Nepert Momor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Peiayanan Terpadu Satu Pintu [Daerah [Berita Megara Republik indonesia Tahun
20117 Moo 1956];

az

Peraturan LDaeran Wamcoe 11 Tahun 2006 tentansg Pembentukan dan Susunen
Perangkal Daerah Babupaten Larmandau;

23

Peraturen  Bupat  lLamandau  Nomar Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penvelenggaraan Ponzinan Beruasha dan Mon Berisahs Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Tian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandaw,;

Persvaratan Data pribadi persearangan berupa KTP dap NPWP serta apahbila berbentuk Badan
LIzaha ) Badan Hukur berupa KETE, NFWP, Aklta Perusahaan;
Siatem B T L L TV P S WP P g PR Ry Y —
'
Mekanisme dan
Prosedur
e
Janghka Wektu |1 (smiu) har kerja sefal berkas dinvatakan lenglkap dan benar
Biaya Penizinan Non Berusaha Tanpa Retribus tidek dikenakan biaya (gratis)
Produk 1zin Non Berusabha
Pelavanan Paco Boang o Irn s Bec s nan P
L So5-m 2o FergoaEe A Darg dan Bacang
2 mrarhmimn 2n Fiakt s Tecaoga Wod s ddedktrr/dokier gogJooktsr
T SpEw A& widoels kg sprs e e DPOEPODGE
oy o ffg M Frakd k Apateker
) i mFrakl k Parss g
EY - mF-mht b FAnArm Aracras |5 APA|
B CmFErmk n Termn 5 G g oan hluoaT,
ke comP-aht v 8 o e amesm e ———— e -
| 7. armFrakTte Fo5 oatermr L3
- PEpL ___H -r I\EL:‘_”Fr'ﬂk\ izt it en dan Dptometr:s
] - mmear A Ban ogembe i i
10 crFemks b Tersgs oer s hETEOC AL B, L
il  zmke,a Tciaga Fac taran,
13 Srkeioa Trkeov o
...... 12 rmak ROk oailuipiAs TErAR W,
oy 13 Srymrr o abEcEreAa— Fipcd T
5 i S ERr A TerAn L ara
L A R T L B T L
T s FErahs b bas moTrkol L Frostet 5o
1¥ [ Frak- i “arasa receRatan Trad 5 oRac
1% _ -rnF-aks s &ns cresehatan, e
20 amFrakre Tghi b E LA _h_
- UL 3R ART R Toedgn Skaporilar coaps,
22 skl kb i g mon
F3 .irmF-aht b Terage kecehpTAR TrAD: S CRAl Ay
2l 2o Fraktk Tekey 2 o RA&T B\ﬂihultl__
2 Resbangoo (T Bt T oA -
Penanganan Dhnas Penanaman Maodal Dan Palayanan Terpadsl Satu Fintu
Perngaduan, Kabupaten Lamandau
Spran dan Alamat 1. Batu Batanggui Mo, 039
Masukan ¥ode Fos F416L, Nanga
Telapon Lo
Fax H
Al
Woesbasaner domgtspilamandaukab go.id
lnstagrom dpmotsp. lamandau
Foacebaok Cpmptsp Kabupaten Lamandau

Lavanan Pengonduon
Telepon "WhatsA e

12562 36260




B |Barana dan

prasarans, Sarana : Prasarana:
dant) atan i. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggl
fa=|liras 2. Scanes; 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Jaringan internel A. Parkir
4. Fuang Kerja 4, Penvejuk Udara [ACY)
5. ATK
9 |Kompetens 1 Minimal D3 untuk petugas perizinan;
Pelaksana 2 Keordinator pelayanan penizinan adalah PNS;
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penznan;
4 Memahant proses alur pelayenan perizinan berbasis elektronik;
3 Menguasal sistem aplikaai (085,
£ Mampu mengoperasicnalkan komputer;
T Memiliki integrilas:
5 Memuliki ketelitiazn;
Y Memiliki kesehalan jasmani dan rohani

10 | Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh :
Internal . Kepala Pnas;

. Bekretaris;

. Kepala Hidang Pelayanan;

- Bub Koardiparo ; <han

Kepala Bub Bagian [lmurm dan Kepegawaian

11 [Jumlah
Pelakeana

Koordinator @ 1 {=atu) crang dengan stalus pegawa: PNS
- Petugas Back Office : 2 Orang
- Petupas Front Liner : 4 crang

b 0 b Lo by o

-

12 |Jaminan Pelayanan diproses sampai selesal apabila persyaratan lenghap

Palavanan dipenuhi aleh pernchion;

2. Pelavanan dilaksanakan sesus dengan keteniuan Peraturan
Perundang-TIndangan vang berlaku dan S0F

3. Aplikasi aistern elekmivnik mudeh diskses dimanapun dan kapanpun

13 |Jaatiiriam 1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi ascara elektronik dengan
keamanan logen 1D vang berleda uniuk setiep pemrsacs 120 untik Rearmanan
dan data;
keaelamatan 2. Teregristaal dengan QR Code untuk menjamn keahsahan dan
pelayarian kebenaran dekumen varg diterbickan

14 |Evaluaai 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setap sast jika
Einena rerjadi kesalahan dan perutaihan atas peraturan pelaksanasn;
Pelaksans 2. BEwaluasi melalui Burvey Kepuasan Masyarakal yane dilakukan setiap

Samestar;
3. Ewvaluazi melalui monitoring, svaluasi gﬂﬂcﬁm$91ja pelaksana
-!'_r"a

fo Jtetaphan ¢ Nades Bulik
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Lampiran XX
Nomor 5036/ <O V1l DPMPTSP-2022
Tanggal . Q) Juli 2022

HSTANDAK PELAYANAN (519
Pelavanan Won Perieinan

No

Kompaonen

U minn

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2002 1entang Pembentukan Kabupaten Katingan,
habupaten Seruvan. hahupaten Sukamara, hahupaten Lamandau. habupatesn
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Fisau, kabuparen Murung Hava, Kabuparen Barito
Timur 1 Provinsd Kalimanian Tengah,

Lndung Undang Yomor 25 Tahun 2417 tentang Penanaman Modal {Lem baran Negara
Republik lndonema Tahun 007 Nomot 7, Tambahan Lembaran begara Republik
Indonesia homnor 47 24) selmgaimana ielnh diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 |lLembaran Negara Repullik Indonesin Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lemtbiaran Negura Hepublik [ndonesia Somaor G373}

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indanesia Tahun 2007 Nomer o8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
MNegara Nomor 4725) sebagamapna telab diuhah dengan Undang. Undang Nomoer 11
Tabhun 2020 |lembaran Segara BEepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245
Tambahan Lembacan Segara Republik Indonesa Nomer 8573,

Undang-Undanpg Momor || Tabun 2004 {enlang, Informasi dan Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Hepubbk Jndoenesia Tahun 2008 Nomer SB, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Momor JH43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 149 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Momor 251, Tumbahan Lembaran Megara depublik Indonesia Nomor 59532);

Undang-Lndang Wemor 14 Tahun 2K tenlang Keterbukann Informami Publik
[Lembaran Negarn Republk [ndonesa Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Puhlik (Lembarnn Negara
Republik |ndencsma Tahun 2THS Nomer 112, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesa Nomar 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Prajnk Daerall dan Retribusi 3aerah
[Lembaran MNegwrw Republik Indonesin Tahun 20008 Natpor 1230, Tambahun Lembaran
Negara Republik Indonesa Nemor 504 sebagaimuna telah divhah dengan Undang
Lndang Somer 11 Tabun M120 |Lembaran Negara Hepubik Indonesia Tahun 2020
homor 245, Tumbahan Lembaran Negars Hepublbik Indonesia Somor 6573);

Undang-Lndang Komor 32 Tahun 0% tentang Perlindungan dan  Pengelolaan
lingkungan Hwdup {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2009 Nemor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Momor 505%) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Namor |l Tahun 2020 {Lembaran Negarn Hepuhlik
Indorema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 6373

Lndang-Undang Nomor 12 Tahun it tertang Pembentukan Preaturan Perundang:
undangan {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2011 Nomaer 82, Tumbahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) schagaimana ielah diubah dengan
Undang-Lndang Nomor 15 Tahun 2014 (Lemharan Segara Republik Indonenia Tahun
20 Nomor 163, Tambahan [embaran Negara Republik [nconesa Nomor B35

ILh

Urndang-Undang Nomer 23 Tahun 214 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndenema Nomeor 5587| schagaimana teluh diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang Undang Nomor | L Tahun 2020 (Lembaran Meguen Republik Indonesia

Tahun MM Nemor 245, Twmbahan Lembaran Negara Repohlik lndonesin Nomor
LA PR

Il

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjn [Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Tahun 20020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesa Nomaor (5730

12

Pereturan Pemerintah Nemar 96 Tahun 2017 tentung Pelaksanaan Undang Undang
Momor 23 Tahun 2009 tentang elavanan Publk  [Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2012 Nomaer 215, Tambahan Lemlaran Negara Hepuhiik Indonesia
XL

13

Peraturan Prmcrintah Nemer 82 Tahun 2012 remung Penvelengruraan Sialem dan
Transaks Elektronik (Lembaran Segara Republik Indonesia Tahun 2012 “omor 189,
Tumbahan lembaran Segarn Republik lndonesia Nomor S34H);

14

Peraturan Pemerintah Nomo 5 Tabun 2021 tenlang Penvelengguraan Perizinan

Breciaalo Db TG0 b Yagar, S eparn Fepalik Tluness Taliaen MUY Yamer

R




15 Peraturan Pemerintah MNomor 6 Tahun 2021 rentang Penyelenggaraan Perizinan
Beruzaha di Daerah {Lembaran Negara Republik Indoenema Tahun 2021 Nemor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 18]

1& Peraturan Pemerintah Memor 21 Tahon 2021 tenteng Penvelenggaraan Penataan

Ruang (L.embaran Megarmn Republik [ndenesia Tahun 2021 Nomer 31, Tambahan
Lemhbaran Megara Republik Indonesia Nomor R3]

17 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Feraturan Perundang undangan

[Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomar 19%);

18 Peraturan Presiden Nemor 97 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nemor 221);

19 Peraturan Mentenn Pertanian MNomor S870T040/9/2013 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berta Negara Republik Indenesia Tahun 2013
Nomor 1180} acbagaimana telalh diubah eberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perlantan Nomor 21/ Permentan; KB.4107 6723017 Tahun 2017 rentang
Peruhahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/0T.140/9/2013
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesial
Tahun 2017 Nomor 796);

20 Peraturan Menteri Perranian Nemor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitaz Kebun

Masvarakal Sekitar [Benta Negura Republik Tndonesia Tahun 20321 Nomor 499);

21 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah [Berita Negara RHepublik [ndonesia Tahun 20015 Komor 2036)
zebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2016 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2007 tentang Penyvelenggaraan
Pelayanan Terpady Satu Pintw Daerah (Berita Negara Republik Indonemia Tahun

20117 Nomor 1556];

23 Peraturan 1}aerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 20111 tentang
Pengeloluan Usaha Perkebunan Herlkelanjutan (Lembaran Daerab Provins Kalimantan

Tengah Tahun 2011 Nomor 5);

24 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nemer 12 Tahun 2014 rentang

Kemitraan Usaha Perkebunan (Berita Daerah Proving Kalimantan Tengah Tahun
2014 Nomor 12);

25 Peraturan Daerah MNomer 11 Tahun 2016

Perangkar Daetah Kabupaten Lamandau;

tenrang Pembentukan dan Susunan

A6 Peraturatt Bupau Lamendau Nomer Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Beruzaha Kepada Kepala

Dinas Penanaman Medal Dan Pelayanan Terpadu Satn Pintu Kabuparen Lamandaua;

Persyaratan Data pribadi perseorangan berupa KTP dan KNPWF serta apabila berbentul Badan
Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NFWP, Akea Perusahaan;
Sistem . faia rmre prrrech e ek e P e
Mekanisme dan L
Prosedur = S PR
Jangka Wakitu |1 [satu) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Pelayanan Non Perizinan tidak dikenakan hiays apapun (GRATIS)
Produk Layanan Non Perizinan - Surar Tanda Daftar Budidaya [STIDNE)
Pelayanan
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Yaran dan Alamat Jl. Batu Batanggui Mo. 039
Masukan Kode Pos 74161, Manga
Telepon -
Fax
email -
Welinite dprmptsp@lamandaukab.go.id
Instagram dprrptsplamandau
Facelbaok Opmptep Kabupaten tamandag

Lazanan Pengaduan

Telepon: WhatsApp 'DE1256726260




Harana dun

Sarana Prasaranga;
grnmma. 1. Komputer, 1. Ruang pelayanat/ rniang tanggu
IEIJ:::U 2. Scaner: 2. Loket mandin dan pemandu loket

3. Jarinpan infermnet 3. Parlor

4. Ruang Kerja 4. Proovejuk Udarn (AC]

3. ATK

9 |Kompeienm 1 Minimal D3 untuk pelugas perizinan;
Pelaksana 2 HKoerdinator pelayanan perianuan adalah PNS;

3 Menguasai Peraturan Prrunidang Undang ientang perizinan,

4 Memahami proses alur pelayanan perizinan herbamis elekironik;

5 Menguasd sisiem aplikas (055,

& Mampu mengoperosionalkan komputer;

T Memilika integritas;

B Memiliba kerelinian,

9 Memiliki kesrhatan jaamani dan roham

10 | Pengawasan Pengawasan internal dlakubkan secara berjenjang oleh :
Internal 1. kepala Ihnas;
2. Srkretans;
3. Kepala Hidang Pelayanan;
4, Bub Keordinator; dan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 | Jumiah 1. Koordinator @ 1 [satu} orang dengan status pegawai PNS
Prlakaana 2. Petugas Back (MTice : 2 Crung
3. Petugas Front Laer 4 oriang
12 |Jfaminan 1. Pelavanan diproswes simpiu selesat apabila permvaratan lengkap
Pelayanan dipenuhs alebh pemohon,
2. Pelayvanan dilaksuiakan sesoar dengan ketentuan Peraturan
Perundang Undangan vang berlaky dan SOF
3. Aplika=m mistem clokiromik mudal diakses dinmanapun dan kapanpun
i3 [Jaminan 1. Seluruh dokumen diterbu ken melalui aplikasi secara elektronik dengan
keam nian Tagin 1T} vang beebedn uniuk seliap pemeoses (70 untuk kramanan
ity dara;
keselimatan 2. Teregristasi dengan QI Code untuk menjamin keahasnhan dan
pelayanan kebenaran dokumen yuug diterbitkan
14 |Evaluns 1. Evaluasi dan pengawpsan terhadap kegatan dilakukan setinp saat jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan aras peraturan pelaksanaan;
Pelakaana 2. Ewaluax melaluy Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semeater:
3,

Evaluasi melalui moamitonng. evaluas dan pelaporan kineny pelaksana

 RAL
ey

Nanga Bulik

el

r%[.. 8. Hut,,M.A., M.URP
‘Pragkat [ ([LL}d)

GR0] 2100 1 016

%A pagnie
NPT




